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1.1. Latar Belakang Masalah 

BABl 

PENDAHULUAN 

Salah salu lujuan didirikannya sualu negara adalah untuk memenuhi 

kebuluhan standar hidup yang layak bagi masyarakalnya. Dalam konteks ke­

lndonesia-l!l4 Ielah dijabarkan dalrun mukadimmah Undang-Undang Dasar 1945, 

yakni dengan tegas dijelaskan bahwa salah salu tujuan didirikan negara Indonesia 

adalah untuk menjamin kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua 

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh standar hidup yang 

Jayak. Meskipun, pada realitasnya fenomena kemiskinan menjadi bagian yang tidak 

leiJ>isahkan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sejak bangsa ini 

diproklarnirkan sebaga.i negara yang merdeka, rnasalah kemiskinan senantiasa 

menjadi pekeljaan rumah pemerintah yang tidak pemah usai. 

Menurut Poerwadarminta (1976) secara hara!iah, kemiskinan berasa! dari kata 

dasar miskin diberi arti "tidak berharta-benda". Dalam pengertian yang lebih luas, 

kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak:~mampuan baik. secara 

lndividu, ke1uarga maupun kelompok, sehingga kondisi in.i rentan terhadap timbulnya 

permasalahan sosial yang lain. 

Sedangkan menurut Mcfate Katherine dan kawan~kawan, kemiskinan dapat 

diasumsikan sebagai keluarga dengan pendapatan kurang dari separuh pendapatan 

rumah tangga produktif dalam wilayah tempat tinggal yang tentunya memiliki standar 

dibawah norma-norma yang diterinla dan memiliki kesulitan berpartisipasi secara 

aktif dalam aktivitas dan lembaga di wilayah tempat tinggalnya {Mcfate Katherine, 

Lawson Roger and Wilson Julius William, !995: 30). 

Dalam konsep kesejabteraan sosial, kemiskinan merupakan masalah sosial 

yang disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang 

menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. 

Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling dikenal orang, bahkan banyak yang 
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mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial, kemiskinan dapat 

mempengaruhi masalah sosiallainnya dan begitu pula sebaliknya. 

Pemerintah kita memilild pres:tasi yang pasang~surut dalam menanggulangi 

kemiskinan. Menurut Suharto dalam Hasiholan (2007 :13) angka kemiskinan di 

Indonesia masih tinggi. baik secara absolut maupun relatif~ di pedesaan maupun di 

perkotaan. Meskipun Indonesia pemah dicatat sebagai salah satu negara berkembang 

yang sukses dalam mengentaskan kemisklnan, temyata masalah kemiskinan kembali 

menjadi isu sentral, karena bukan saja jwnlahnya yang kembali meningkat, 

dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunya kualitas masyarakat 

akibat krisis ekonomi sejak tahlU1!997. 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia 

meningknt tajam akibat krisis. Data Sensus Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

mencatat, antara 1996 - 1999 teJjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dad 15 % 

- 16% menjadi 27 %- 28 %. Pada puncak krisis, Agustus 1998, penduduk miskin 

babkan mencapai 34 % - 39 % dari populasi masyarakat Indonesia. Studi yang 

dilakukan oleh Suryahadi dan Sumarto dalrun Hasiholan (2007 :/2) menunjukkan 

bahwa dari peningkatan penduduk miskin sekitar 12% anlara 1996 • 1999, lebih dari 

separuhnya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin dalam kategori 

kemiskinan kronis. Naiknya angka kemiskinan kronis, terkait dengan kemampuan 

pemerintah yang makin kecil dalrun menyediakan infrastroktur publik untuk 

kesejahteraan, seperti saran kesehatan, air bersih, dan fasilitas pendidikan. 

Universitas Indonesia 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



Tahun 

1996 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Tabel. Ll Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 
Menurut Daerah, 1996-2005 

% Peodnduk 
Juam1ah Penduduk Miskin 

Miskin 

Kota Des a Kola+ Desa Kota + Desa 

9,42 24,59 34,01 17,47 

17,60 31,90 49,50 24,23 

15,64 32,33 47,97 23,43 

12,30 26,40 38,70 19,14 

8,60 29,30 37,90 18,41 

13,30 25,10 38,40 18,20 

12,20 25,10 37,30 17,42 

11,40 24,80 36,10 16,66 

12,40 22,70 35,!0 15,97 

3 

Sumber " Dw!ah dan data Surve1 Sosu;l Ekonom1 NasrQna! (Susen(1s) 

Menurut Berita Resmi Statistik (2006) Jurnlah dan presentase penduduk 

miskin pada periode 1996-2005 berlluktuasi dari tahun ke tahun rneskipun adanya 

kecenderungan menurun pada periode 2000-2005, Pada periode 1996-1999 jurnlah 

penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi> yaitu 34,01 

juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk 

miskin meningkat dari 17.47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. 

Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 

9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun !999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. 

Secam relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk rniskin dari 23.43 persen 

pada tahun !999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunanjum1ah penduduk 

miskin juga teijadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta 

pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin 

turundari 18,20 person pada tahun 2002 menjadi !5,97 persen pada tahun 2005. 
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Namun pada tahun 2006, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Maret 2008, 

terjadi kenaikan jumlah pendudnk miskin yang cnkup drastis dari 35,10 juta orang 

(15,97 persen) pada bulan Februari2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan 

Maret 2006. Peningkatan jumlab dan persentase penduduk miskin terjadi karena 

adanya kenaikan barga BBM yang menyebabkan naiknya barga berbagai barang 

sebingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. 

Akibatnya pendudnk mlskin yang tcrgolong tidak mlskin namun pengbasilannya 

berada disekilar garis kemlskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. 

Tabel. 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 
Februari 2007 - Maret 2008 

Jumlah Penduduk Miskin 
Daerahfl'abun Persenta:se Penduduk Miskln 

Quta) 

Perkataan 

Maret2007 13,56 12,52 

Maret2008 12,77 11,65 

Perdesaan 

Maret2007 23,61 20,37 

Maret2008 22,19 18,93 

Kota + Dsa 

Maret2007 37,17 16,58 

Maret2008 34,96 15,42 

Sumber: Dwlah dart data Susenas Panel .lJmet 2{)()7 dan Maret 2008 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 3 7, 17 

juta (16,58 persen), turun 2,13 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada 

bulan Maret 2006. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 

masih lebih tinggi dibandingkan keadaan kemiskinan pacta bulan Februari 2005, 

dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen. 
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Sedangkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 

sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin peda 

Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 person), berarti jum!ah penduduk 

miskin turun sebesar 2,21 juta. Nam~ survei belum memperhitungkan dampak 

kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 person pada akhir Mei 2008. 

Jumlab penduduk ndskin di daerab perdesaan turun lebih tajam dari peda 

daerah perkotaan. Selarna periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di 

daerab perdesaan herkurang 1,42 juta, dan di daerab perkotaan berkurang 0,79 juta 

orang. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 person) penduduk miskin 

berada di daerah perdesaan, dan pacta bulan Maret 2008 peraentase ini bampir sarna 

yaitu 63,47 person. 

Sementara itu, akhir tahun 2006, Bank Dunia mengeluarkan sebuah laporan 

yang memberikan potret yang berbeda tentang angka kemiskinan di Indonesia. 

Laporan yang diberi judul Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia tersebut 

menyebutkan babwa 49 % dari jumlab penduduk Indonesia tergolong miskin. Ji.ka 

penduduk Indonesia berjumlah 200 juta, maka jumlab orang miskin adalab 98 juta 

orang. Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan dan angka 

kemlskinan nasional menyembunylkan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit 

saja di atas kerniskinan nasiortal. 

Laporan ini kemudian menimbulkan perdebatan hangat. Ada yang menoiak. 

misalnya Biro Pusat Statistik yang rnenyajikan data kemiskinan di Indonesia dengan 

angka lebib kecil, yakni 39.1 juta orang. Narnun, Ada pula kelompok yang 

sependapat dengan data Bank Dunia. Pendapat ini lebib didasarkan pada keadaan 

masya.rak:at Indonesia dewasa ini. KesuJitan mencari pekerjaan) kesulitan mernbuka 

usaha, kesulitan meningkatkan pendapatan, merupakan kenyataan sulit yang dihadapi 

masyarakat Karena itu, sebagian orang menganggap bahwa data Bank Dunia 

tersebut benar adanya, babken mungkin jauh lebib banyak. Namun, terlepas dari 

mana data yang akurat tentang kondisi kemiskimm di Indonesia, paling tidak satu hal 

yang dapat ditarik dari perdebatan diatas babwa angka kemiskinan masih cukup 

tinggi di negara kita. 
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No 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Tabel. 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 
Menurut Provinsi, Maret 2007- 2008 

6 

Provinsi 
Jumlah Penduduk Miskin % Penduduk Miskin 

2007 2008 2007 2008 
NAD I 083,7 959,7 26,65 23,53 
Sumatera Utara I 768,5 I 613,8 13,90 12,55 
Swnatera Barat 529,2 477,2 11,90 10,67 
Riau 574,5 566,7 11,20 10,63 
Jambi 281,9 260,3 10,27 9,32 
Sumatera Selatan I 333,8 I 249,6 19,15 17,73 
Bengkulu 370,6 352,0 22,13 20,64 
Lampung I 661,7 I 591,6 22,19 20,98 
Bangka Belitumg 95,1 86,7 9,54 8,58 
Kepulauan Riau 148,4 136,4 10,30 9,18 
DKI Jakarta 405,7 379,6 4,61 4,29 
Jawa Barat 5 457,9 5 322,4 13,55 13,01 
Jawa Tengah 6 557,2 6 189,6 20,43 19,23 
DI Y ogyakarta 633,5 616,3 18,99 18,32 
Jawa Timur 7 155,3 6651,3 19,98 18,51 
Ban ten 886,2 816,7 9,07 8,15 
Bali 229,1 215,7 6,63 6,17 
NTB I 118,6 I 080,6 24,99 23,81 
NIT I 163,6 I 098,3 27,51 25,65 
Kalimantan Barat 584,3 508,8 12,91 11,07 
Kalimantan Tengah 210,3 200,0 9,38 8,71 
Kalimantan Selatan 233,5 218,9 7,01 6,48 
Kalimantan Timur 324,8 286,4 11,04 9,51 
Sulawesi Utara 250,1 223,5 11,42 10,10 
Sulawesi Tengah 557,4 524,7 22,42 20,75 
Sulawesi Selatan 1 083,4 I 031,7 14,11 13,34 
Sulawesi Tenggara 465,4 435,9 21,33 19,53 
Gorontalo 241,9 221,6 27,35 24,88 
Sulawesi Barat 189,9 171, I 19,03 16,73 
Maluku 404,7 391,3 31,14 29,66 
Maluku Utara 109,9 105,1 11,97 11,28 
Papua Barat 266,8 246,5 39,31 35,12 
Papua 793,4 733,1 40,78 37,08 
INDONESIA 13 559,3 12 768,5 16,58 15,42 

Sumber : Data BPS, Maret 2007- Maret 2008 
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Tabel diatas menggambarkan angl<a kcmiskinan di tahun 2007 dan 2008 

berdasarkan daerah propinsi. Secara keseluruhan angka kemiskinan di Indonesia di 

talmn 2007 sebesar 13.559,3 (16,58 persen) dan di tahun berikutnya yakni !ahun 

2008, angka kemiskinan secara nasional dapat ditekar1 menjadi 12.768,5 (15,42 

persen). 

Selanjutnya, menurut Berita Resmi Statistik BPS (2008), tiga propinsi yang 

memiliki persentase penduduk misldn terkecil adalah DKI Jakarta (4,29 persen), Bali 

(6,17 persen), dan Kalimantan Selatan (6,48 persen). Sedangkan, Provinsi Sulawesi 

Tenggara berada di rangking 23 untuk provinsi yang memiliki persenta:se penduduk 

miskin terkecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 tentang jumlah dan persentase 

penduduk miskin menurut provinsi pada Maret 2007-2008. 

No 

I 
2 
3 
4 
5 

Tabet 1.4 ~etjngkat Persentase Penduduk Miskin 
Menurut Provinsi, Maret 2007- 2008 

Provinsi ~ ~ 
'DKJ. ' >I ' 

Bali 6,63 
Kalimantan Sclatan 7,01 
Ban ten 9,07 
Bangka Belitung 9,54 

~ 
:·i~ • 
6,48 
8,15 
8,58 

6 Kalimantan Tengah 9,38 8,71 . 
7 Kepulauan Riau 10,30 9,18 i 
8 Jambi 10,27 9,32 
9 Kalimantan Timur 11,04 9,51 
10 Sulawesi Utara !1,42 10,10 
11 Riau 11,20 10,63 
12 Sumatera Barat !3,90 12,55 
13 Kalimantan Barat 12,91 11,07 
14 Malukn Utara 11,97 11,28 
15 Sumatera Utara 13,90 12,55 

I 16 Jawa Barat ' 13,55 13,01 I 
17 Sulawesi Selatan ' 13,34 ' 14,11 ' I 
18 Sulawesi Barat 19,03 16,73 ' ' ' 
19 Sumatera Selatan 19,15 17,73 ' 

20 Dl Y ogyakarta 18,99 18,32 
21 Jawa Timur 19,98 18,51 i 
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-------
22 Jawa Tengah 20,43 19,23 
23 Sulawesi Tenggara 21,33 19,53 
24 Bengkulu 22,13 20,64 
25 Sulawesi Tengah 22,42 20,75 
26 Lampung 22,13 20,64 
27 NAD 26,65 23,53 
28 NTB 24,99 23,81 
29 Gorontalo 27,35 24,88 
30 NTT 27,51 25,65 
31 Maluku 31,14 29,66 
32 Papua Barat 39,31 35,12 
33 Papua 40,78 37,08 

INDONESIA 1658 1542 
~~~~~~~~~--~,­

Sumber ; Diolah dari Data BPS, Maret 2007- Maret 2008 

Dari tabel diatas. terlihat bahwa secara nasional angka kemislcinan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara berada pada ranlcing 23 daerah yang memiliki angka kemiskinan 

terkecit dari 33 provinsi di Indonesia, atau dengan kata lain Propinsi Sulawesi 

Tenggara masuk dalam kategori 10 besar daerah yang memilik.i angka kemiskinan 

tertinggi. Provinsi yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi adalah Propinsi 

Papua dengan persentase kemiskinan 37,08 persen, dan di susul dengan Propinsi 

Papua Baratdengan persentase masyarat miskin 35,12 persen. 

TabeL l. 5 Jumlah dan Persentasc Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara 
Tabun 2005- 2008 

% Penduduk 

Tahun 
Jurnlah Penduduk Miskin (000) 

Miskin 

Kota Desa Kota+ Desa Kota+ Desa 

2005 .37,2 413,3 450,5 21,45 

2006 29,9 436,8 466,8 23,37 

2007 31,3 434,! 465,4 21,33 

2008 27,2 408,7 435,9 19,53 

Sumher: Diolal: dari dala BPS Propinsi Suitra 
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Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daernh 

perdesaan berkurang 25,4 rlbu orang, sementara di daerah perkotaan berkurau.g 4,l 

ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan daerah 

perdesaan tidak banyak berubah. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Propinsi 

Sulawesi Tenggara rnengalami fluktuasi pada periode 2005-2008. Pada periode 2005~ 

2006 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 16,3 ribe orang, yaitu dari 450,5 

ribu orang pada tahun 2005 menjadi 466,8 ribu orang pada tahun 2006. Persentase 

penduduk miskin meningkat dari 21,45 persen menjadi 23,37 persen pada periode 

yangsama. 

Menurut Berita Resnai Slatislik (2008) BPS Sulawesi Tenggara, jumlah 

penduduk miskin di Sulawesi Tenggara patis bulan Maret 2008 adalah 435,9 ribu 

orang (19,53 pernen). Dibandingkan dengan penduduk miskin patis bulan Merel2007 

yang be~umlah 465,4 ribu orang (21,33 persen), berarti jumlah penduduk miskin 

turun 29,5 ribu orang. Namun, sekali Jagi survei ini belum memperhitungkan dampak: 

kenaikan barga BBM bersubsidi 2&, 7 pernen pad a akbir Mei 2008. Bahkan Gubemur 

Sulawesi Tenggara Nur Alam (bcritasore..com diakses maret 2009) mengemukakan 

bahwa sesunggubnya angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga 

Desembcr 2007 b~umlah 1.111.000 jiwa dari !<>tal penduduk 2,1 jiwa. Jumlah 

tersebut menunjukan bahwa terdapat 52 persen warga Sulawesi Tenggara berada 

dibawah garis kemiskinan. 

Namun, ditenf;ah r.ingglnya angka kcmiskinan di propinsi Sulawesi Tcnggara 

dalarn bcbcrapa talmn tctakhir, Kola Aau-Bau scbagai salalt s;ttu d~:~.clah pc1m:karnn 

barn di pmpinsi tcrsebut, mcmpcrlihatkan pt•rkembang<\n yang cukup balk dahun 

clalam mclakukan pcn.:c(>at;m-pcrccpalan pcmb;mgun.1.n di dacrahn}r;t. 

Selama kurun waktu 2004-2007, perekonomian Kota Bau-Bau menunjukkan 

perkembangan yang cukup dinamis yang ditandai denga.n laju pertwnbuhan ekonomi 

rata~mta sebcsar 7,50°/o. Angka ini adalah lebih tinggi dibandingkan laju 

pertumbuha.n ekonoml nasional yang hanya mcncapai 6,00% selama kurun waktu 

yangsama. 
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Sementara, pendapatan per kapila Alas Dasar Harga (ADH) berlaku pendudak 

Kola Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan kecenderungan yang 

meningkal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,15% alau Rp. 7.567.786,63 per 

tabun. Apabila pada tabun 2003, pendapatan per kapila ADH berlaku hanya sebesar 

Rp. 5.166.560,51 alan Rp. 430.546,71 per bulan, maka pada tahun 20()4 naik menjadi 

Rp. 5.914.626,06 atau Rp. 492.885,51 per bulan. Pada lahun 2005, angka tersebut 

te!US meningkal menjadi Rp. 7.365.270,34 atau Rp. 721.045,27 per bulan, Rp. 

8.652543,26 pada tabun 2006 alan Rp. 721.045,27 per bulan dan pada tabun 2007 

m"'\iadi Rp. 10.739.932,99 alau Rp. 894.994,44 per bulan. 

Secara riil alan ADH konslan 2000, pendapatan per kapita Kola Bau-Bau 

tumbuh sebesar 5,80% per tahun alau Rp. 4.191.070,80 per tahun atau hanya Rp. 

349.255,90 per bulan. Dengan kala lain, pendapatan per kapila riil mas)'lll'l!kat Kola 

Ban-Ban hanya sekitar ;>5,38% 1:lari pendapatan per kapila nominalnya. 

Produk Domeslik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator lain 

untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu pun 

memperlihatkan perkembangan yang cukup signiflkan. Nilai PDRB ADH berlaku 

Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 cenderung menunjukkan peningkatan 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,07% per t_ahun, Pada tahun 2003, nilai 

PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 603.976,09 juta, Rp. 712.724,27 jula pada tahun 

2004, Rp. 892.523,46 juta pada tahun 2005, Rp. 1.058.543,49 juta pada tahun 2006 

dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 1.338.292,31 juta. Pada sisi 

tajn, nHai PDRB ADH konstan tahun 2000 Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-

2007 juga cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 

sebeser 7,50% per tnhun. Pada tahun 2003, nilai PDRB ADH sebesar Rp. 437.688,43 

juta, Rp. 469.388,76 juta pada tahun 2004, Rp. 506.601,04 juta pada tahun 2005, Rp. 

543.827,41 jula pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 

sebesar Rp. 584.436,80 juta. 

Hal Iai1mya, mcnmtiukkan pula fX'ninp,k<llml yang rd;;tif cuknp haik, Kn!a Bau­

llau mcmilik.i nit;:tl y.tng mcuggcmhir;tkan pada laporan Hum;w Dci1JopmcJJt [IJ(ft:ks 

tahun 2005 untuk karmp<dc!l/kota dl Propinsi Sulawesi Tcnggara. 
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Tabel1.6 HDI 
By Provinsi and District 1999, 2002~ 2005 

Indeks Pembangunan Manusia I 
Kabupaten I Kota Human Devcloomcnt lndeks 

1999 2002 2005 
But on 62,5 62,8 65,2 
Muna 59,8 61,2 64,4 
Konawe 62,5 65,0 66,8 
Kolaka 62,1 65,3 68,8 
Konawe Selatan na na 67,6 
Bombana na IJll 63,8 
Wakatobi na na 63,0 
Kolaka Uta:rn Na na 66,2 
Kendari 68,3 70t5 73,4 
Bau-Ball na na 697 .. 
SULAWESI TENGGARA 629 641 67 5 
Sumber: BPS-BAPPENAS-UNDP 

Tabel dia:!as mcmperlihatkan bahwa Kota Hau-Bau menjadi salah s.•tu dari 

kabupalen/kota yang mem.illki nilai HDJ diatoc; niiai HDI dari Propinsi Sulawesi 

Tcnggara. Kola Bau-Bau mct'\iadi dacrnh r.mgking kedua yang mcmilik.i nilai HDI 

lertinggi di Propinsi_Sulawesi Tcnggara setelah Kola Kcndari. Kota Bau-&u ditahun 

2005 mcmperolch nilai 69,7 semcnt;rra Kola Kcndari dct:ig;ul nii:ti HDI 7.q,'1-. 

Sedangkan Kabupatcn Wakatobi ruemiliki nilai HDI yang pa.ling rcndah, yakni 63,3 

dan diik.uti dcngan K.abupaten Boml>atL<'l. dcnga.n nihll HDI 63,8. 

Sed.angkan, menurut laporan MDGs Kota Bau-Bau Tahun 2007, menjelaskan 

bahwa Human Development lndeks Kota Bau-Bau tahun 2006 tercapai 70.60 

meningkat 0,70 atau 1% dibanding dengan HDI tahun 2005 sebesar 69.90 mengalami 

kenaikan 1,60% dibanding dengan realisasi tahun 2004 sebc..qar 6&.800. Angka HDI 

Kota Bau-Bau merupakan dua terbcsar dipropinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan 

kriteria tingkat status pembangunan manusia capaian HOI menunjukkan status 

pembangunan manusia telah ntancapai taraf menengah keatas. 

lndlkalOf dari Huma11 DcvdopmcJJl lmlcks {HDI) mdiputi }<Ikni : {ai 

pcndap.<!an pcrkapira; (b) ak~c~ tcrhadap pcndidik.'Ul; dan (d akses terhadap 
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kesehatan, Peringkat Kota Bau~Bau pada Human Development Report (HDI) tersebut 

diatas dapat pula menjadi indikator dari kualitas kesehatan, pendidikan, dan 

pendapatan per kapita masyarakat di daerah ten;ebut. 

Bahkan, capaian-capaian pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah 

Kola Bau-Bau dalam periode 2003-2008 mendapatkan pula pengakuan dan apresiasi 

dari berbagai kalangan, baik ditingkatan lokal, regional, nasionaJ, maupun ditingkatan 

intemasional. Apresiasi pihalc luar terhadap capaian yang Ielah dilalrukan oleh 

Pemerintah KotaBau-Bau dalam periodesasf 2003-2008 antara lain dalam hentuk: 

a) Drs. MZ. Amirul Tamim selaku Walikota Bau-Bau periode 2003-2008 

mendapat penghargaan Cipta Abdi Nusa dari Yayasan Citra lnsani Jakarta 

sebagai tokoh pembangunan yang berhasil atas pengabdian dan jasanya 

kepada bangsa dan negara.. 

b) Penghargaan Satya Lencana Wira Karya oleh Presiden Rl, sebagai daerah 

yang berhasiJ dalam melakukan Pcml>inaan Koperasi, Usa.ha Mikro, Kec:ll dan 

Mencngah, Induslri dm Pedag;mg<~.n 

c) Penghargaan Satya Lencana Wirakarya oleh Presiden RI, selaku daerah yang 

berhasil dalam melakukan p:embinaan pada keluarga sejahtera 

d) Juara II (Runer Up) Iomba penataan ruang perkotaan bidang Bin.• Marga, 

Pengairan, Cipta K;arya dan Tata Ruang. Dengan menyisihkan sckitar 450 

Kabupatcn/Kota se-Indonesia. Ban-Ban hany..t hrra<la dihawah Kola Gorontalo 

Ibu Kota Prov.insi Gorontato. 

e) Dipercayakan scbagai tuan mmalt pclilianaan Simposium Internasional 

J>cmaskahan IX, yang diikutl olch 11 ncg;u·.. pcnvakilan dari luar ncgcri, 

disamping pcrwakilan dari dalam negeri Jainnya, 

t) Dipercayakan sebagai Tuan Rumah Seminar Intcmasional Ger.tkan 

Pclestarian Pusaka Indonesia Timur dan Pcnc;ma.ng<~.n Dekade Pusaka 

Indonesia Timnr, yang dilmdiri olch. bcbcnqm ncgnra pcnvakilan dari luar. 

g) HiUJ;:.h'<l kcmudian Drs. MZ:. Amirul Tamim, M.Si .sdaku \.Ya\ikota B;m-Bau 

period~: 2003-2008 dipcn:a.rakan sdmgai kctua Asnsi;L~i Pcmcrinlah Kot<t 

Sclunth Indonesia (APEK.'il) Komi!i;u1a.! \Vilayah {Kmmvil) VI, Sulawesi, 
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Maluku thm Papua yang bcranggotakan 17 Kota eli kawasan timur Indonesia 

Pertanyaan yang menarik untuk kemudian ditelusuri adalah bagaimana 

dengan tingklrt kesejahteraan masyarakat yang lebih mendasar yakni angka 

kemiskinan dalam periodesasi 2003-2008? Apakah kemudian capaian-capaian yang 

diraih dalam pertwnbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, serta indeks 

pembangunan manusia dalam periode tersebut berbanding lurus dengan tingkal 

kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan? Ataujustru 

sebaliknya, bahwa capaian-capaian tersebut be1um memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah, yakni di Kota Bau­

Bau? 

Untuk itu, fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk melihat kondisi 

kemiskinan di Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008. bagallp~a ·kemudian 

pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam menanggulangi 

kem.iskinan diperiodesasi tersebut, serta hal lainnya yang berhubungan dengan 

program penanggulan kemiskinan yang dilakukan da.lam periode tersebut Suparlan 

(1999 :xii) mengemukakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah sebuah 

kebijakan strategis yang mau tak mau mesti diambil oleh pemerintah selaku agen 

pembangunan yang bertanggWig jawab atas terselenggaranya perbaikan sosial pada 

segenap lapisan masyarakat 

Adapun topik dati penclitian ini a.dalah 11 Penanggulangan Kemiskinan di 

Kota Ban~Bau Propinsl Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Pada Pcriode 2003 ~ 

2008)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan garnbaran ten tang bagaimana 

strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara 

dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya, 

1.2. Rumusau Masalah 

Berdasarkan beberapa hal yan_g dideskripsikan pada la:tar belakang diatas. 

maka rumusan rnasalah dalam penelitian ini ada!ah: 

a. Bagaimana kondisi dan gambaran kemiskinan di Kota Bau-Bau dalam periodesasi 
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2003-2008? 

b. Bagaimana strateg! penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2003-2008? 

<. Faldx>r-Faldx>r apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program 

penangguiangan kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, 

khususnya pada program penanggulangan masya.rnkat miskin di tingkat 

keluraban. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau, 

Propinsi Sulawesi Tenggara. dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a Untuk mengetahui dan mcnggambarkan kondisi kemiskinan di Kota Bau-Bau 

Propinsi Sulawesi Tenggara deban periode 2003-2008. 

b. Untuk: mengetabui dan menggambarkan strategi penanggJ.llangan kemiskinan 

yang dilakuk.an oleh Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara 

dalam periode 2003-2008. 

c. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program penanggulangan kemiskinan 

di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi T enggara, khususnya pada program 

penanganan masyarakat miskin di tingkat kelural1art 

1.4. Man fa at Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukanya penelitian tentang Strategi 

Penanggu1angan Kcmiskinan di Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara adalah 

sebagai berilrut : 

a Manfaat Akadt:mis, yakni : 

l) Sebagai rcfrensi tambahan tcntang strategi penanggulangan kemiskinan yang 

dilakukan di daerah. 

2) Untuk memperkaya kajian tentang isu-isu pembangunan sosial 
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b. Manfaat Praktis. Sebagai bahan masukan dan informasi hagi Pemerinlah Kota 

Bau-Bau guna optimalisasi penanggulangan kemiskinan di daerahnya pada masa 

yang akan datang. 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1 Tempat, Waktu dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di daera.h Kota Bau~Bau Propinsi Sulawesi 

Tenggara, khususnya di periode pertama awal berdirinya Kota Bau-Bau (2003-

2008). Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ini, antara 

lain: 

a. Angka kemisldnan yang fluktuasi di Propinsi Sulawesi Tenggara dalam 

beherapa tahun terakhir. Namun, ada yang menarik dalam konteks Kota 

B3u-Bau, yakni ke~eradaanya selaku daerah pemekaran baru yang cukup 

signifikan pembangunannya dalam kurun waktu beberapa tahwt terakhir. 

Hal tersebut dapat dilihat dati beberapa capaiannya, yakni antara lain ; (i) 

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau dari tahun 2004-2007 dengan 

rata-rata tingkat pertumbuhan 7,50 persen, leb!h tinggi dibandingkan Iaju 

pertumbuhan ekonorni nasionalt (ii) Pendapatan per kapita masyarakat Atas 

Dasar Harga (ADH) mengalami peningkatan dalam lima tabun terakhir, 

dengan rata~rata peningkatan dialas 20 persen; dan (iii) Nilai Human 

Development Indeks (HDI) Kota Bau~Bau dalam beberapa tahun terakhir, 

memperlihalkan angka yang relatif cukup baik, sebagai daerah kedua yang 

memiHki nilai HOI tertinggi di Sulawesi Tenggar.1 dan berada diatas niJai 

HDI Propinsi Sulawesi Tenggaro, 

b. Wilayah ked a peneliti ada di lingkungan Pemerintah Kota Bau~Bau Vropim;i 

Sulawesi Tenggarn. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilapangan direncanakan selama kurang 

lebih 2 (dua) buian, terhitung mula! pertengahan Maret sampai awed Mei 2009. 

Sedangkan. proses pcneJitian pendahuluan sudah dilakuk:an sejak Januari 2009. 
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Hal inl dimaksudkan sebagai ek:splorasi pennasatahan peneHtian yang dipilih. 

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kondisi 

kemiskinan di Kola Bau-Bau dalam periode 2003-2008, dan strategi apa yang 

digunalam untuk menanggulangi kemiskinan dalam periodesasi tersebut. 

Se1anjutnya, penulis juga ingin mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi 

pendukun!ifpenghambat dalam pelaksanaan program penanganan masyarakat 

miskin di tingkat kelurahan tersebut 

1.5.2 Pcndekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tentang Strategi Penanggulangan 

Kemisk.inan di Kota Bau-Bau. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dengan menggunakan pendekatan Jni diharapkan dapat menjawab pertanyaan 

'~apa)• dan "bagaimana" dalam rumusan pennasalahan penelitian ini) serta dapat 

mernberikan data atau informasi secara faktual dari kondisi objek penelitian. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi dan Hadari tentang pendekatan 

kualitatif, "Pendekatun kualitatif adaiah cara/rnetode yang digunakan dalarn 

dislplin ilmu sosiaJ untuk mengumpulkan informasi secara factual dari kondisi 

suatu obyek, dikaitkan dengan pemecahan masalah yang dilihat baik dari sudut_ 

pandang teoritis maupun praktis11 
_ 

Sedangkan menurut Patton dalam Hartono (2006 :85) mclode kua[itatif, 

berusaha memahami fcnomena-tCnomena dalam keseluruhannya untuk 

mengembangkan pemahaman sepenuhnya tcntang seseorang, program, atau 

situasi; dimulai dengan observasi spcsifik dan berlanjut dengan pengembangan 

pola~pola umurn yang muncuJ dari kasus-kasus yang ditelitJ; dimaksudkan 

untuk memabami fenomena daiam situasinya yang alami. Sementara, menurut 

Merriam dalam Creswell (2002 :140} pt-"!lelitian kualitatif bersifat deskrlptif 

dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat 

melalui kata atau gambar; dan proses penelitian kuaiitatifbersifat induktif. 

Mengacu pada masalah dan pendckatan yang digunakan dalam 

pcnelitian ini, maka jenis pcnclitian yang dipiiih yailu penelitian deskriptif. 
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Yang dimaksudkan penulis tentang jenis penelitian desk:riptif adalah peneHtian 

yang menggambarkan secara mendalam datalinformasi yang berkaitan dengan 

pertanyaan "how" atau "why" terhadap variabel-variabel penclitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

Menumt Sanapiah {2005 :20) penelitian deskriptif{descriptive resenrch) 

yang biasa disebut juga penelitian takronomilc (laxonomic research} 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variahel yang 

berkenan dengan masaJah dan unit yang diteliti. 

1.5.3 Jenis Data dan TeknikPengumpulannya 

Data rnerupakan hal. yang sangat penting daJarn suatu penelitian, karena 

bakekat dari penelitian adalah mencari data yang nantinya dltindaklanjuti. 

dcngan intepretasi dan a.nalisis. Dalarn penelitian dengan menggunak:an 

pendekatan kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata, seJebihnya 

adalah data tambahan, antara lain bempa dokumen. 

DaJam penelitian ini~ data yang di perJukan meliputi data primer dan 

data sekunder, Data primer adalah data yang bersumber langsung dari 

narnsumbcr atau Jnforman. yaitu berupa kata-kata, Sedangkan data sekunder 

yaitu data yang berbenttlk dokumcn atau catatan-catatan dari instansi terkait. 

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka teknik yang di gunakan oieh 

peneliti dalam mengumpulkan data pc:nelitian, yaitu : 

a. Studi Pustaka dan dokumen, yaitu kajian literatur tentang konsep-konsep 

yang berhubungan dengan topik penelitian, baik yang diperoleh dari buku­

buku referensi maupun dari jumal, bahan kajian, serta dokumen tainnya. 

Studi inl bertujuan pula untuk menunuskan kerangka pikir dalam penelitian. 

b. Wawancara, yaitu rnengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada 

infonnan, dengan harapan akan mcndapatkan penjelasan pendapat, sikap, 

dan keyakinan informan yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan. 

Selain itu, penggunaan metode ini oleh peneliti dalam rnngka untuk 
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mendialogkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepa.da informan, 

sekaligus ingin menangkap mnkna dari penuturan, gerak -gerik, kesan serta 

harapan~harapan yang diekspresikan oleh informan. Tentunya ini akan 

beljalan sesuai dengan apa yang diinginlam dalam penelitian, dengan 

mempersiapkan terlebih debulu pedoman wawancara yang akan menjadi 

acuan da!am proses wawancara. 

Metode wawancara menurut Sanapiah (2005 :52) pada prinsipnya 

sama dengan metode dalam bentuk angket, perbedaanya pada wawancara, 

pertanyaan diajukan .secara lisan (pengumpulan data bertatap rnuka dengan 

responden) dalarn wawancara. A1at pengumpul datanya disebut pe<loman 

wawancara. Pedornan wawancara menun1t Arikunto (2006 :227) ada 

beberapa jenis. yakni pedoman wawancara terstruktur, pedoman wawancara 

tidak terstruktur, dan pedoman wa~ancara semi terstruktur. Da1am 

penelitian ini, digunakan pedornan semi structured~ yakni intervtwer 

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, k:emudian satu 

persatu diperdalam dalam mengorek keterangan !ebih lanjut. 

c. Dokumentasi, yaita mencari data berupa dokumen atau catatan-catatan 

t'!rkait sebagai tambahan data primer yang tidak: diternukan dilapang~. 

Metode dokumentasi menurut Sanapiah (2005 :53) adalalt alat pengumpulan 

data. dirnana sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia, 

tcrmasuk sumber data yang berupa catatan resmi atau official offormal 

record. Disarnping itu, yang disebut secoundary resourclr, juga termasuk 

dokumen-dokurnen ekspreslf {expre.r;sive documents) seperti biografi, 

autobiografi. surat-surat. dan buku harian - termasuk juga laporan media 

massa (mass media reports) baik melalui surat kabar, majalah, radio, 

televisi, maupun media cetak dan elektronik lainnya. 

d. Pengamatan, menurut Sanapiah (2005 :52,53) metode observasi 

menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu 

benda, kondisi siluasi, proses, atau perilaku. Jadi sumber datanya 

menunjukkan pada benda apa, kondisi apa, situasi apa, aktivitas apa, dan 
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perilaku apa alau siapa. 

e. Diskusi Publik dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD), yak:ni proses 

pengumpulan infonnasi dengan melibatkan personal atau individu yang 

kompoten melalui diskusi yang lerarah. Irwanto (2005 :1,2) mengemukakan 

bahwa FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang 

sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik 

melalui diskusi kclompok. 

1.5.4 Informan Penelitian 

Infonnan menurut Maleong (200 I) adalah orang yang dimanfaatkan 

dalam memberi informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. 

Informan mem~eri randangan dari segi orang tentang nilai, sikap, pandangan, 

proses, dlin kebudayaan yang menjadi latar dari lingkungan penelitan di!akukan, 

Sedangkan dalam penelitian lni,' peneliti menggunakan model purpusive 

dalam mencntukan informatl. Menurut Arikunto (2006 :228) purposive adalah 

pemilihan infonnan bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerab, tetapi didasarkan atns adanya tujuan 

tertentu. 

Informan yang dipilili sebagai sumber data/infonnasi adalah mereka 

yang diaoggap mengetahui dan memahami tentang strategi penggangguJangan 

kemiskinan yang dilakukan oleh Pcmerintah Kota Bau-Bau dalam perlode 

2003-2008, serta yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan yang digulirkan ditingkat kelurahan. Adapun rincian informasi dan 

informan yang dikumpulkan, terrangkum dalam theoritical sampling sebagai 

berikut : 
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TabeL 1.7 Theoritica/Sampliflg 

r-N.cc-o-. ,------~~n-lic-o-nn-as..,i_y_an_g--cd~ic-an~.----~-----,.--I~n~fo~nn-an------~--

2. 

' 

Profil kemiskinan di daerah dalam periode 2003- Walikota Bau-Bau 

2008, strategi penanggulangan kemiskinan yang Periode 2003-2008 

digunakan dalam periode tersebut, hal yang melatar 

belaktmgi penggunaan pendekatan ternebut, bentuk 

program penanggulangan masyarakat miskin di 

tingkat kelurahan dalam periode 2003-2008, 

bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun, 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan program tersebut. 

Profil kemiskinan di daerah dalam periode 2003-

2008, strategi pcnanggulangan kemiskinan yang 

digunakan dalam periode tersebut,. sejauhmana 

efektivita.s dari penggunaan pendekatan tersebut. 

efektifita'i program penanggulangan kemiskinan di 

Pimpinan DPRD 

Periode 2003-2008 

l orang 

i tingkat kelurahan dalam periode 2003-2008, faktor-

faktor yang mcndukung dan menghambat 

pelaksanaan program tersebut 

3. Profil kemiskinan di daerah dalam periode 2003- Kepala BAPPEDA 

2008, strategi penangguh:mgan kemiskinan yang Periode 2003~2008 

digunakan dalam periode tersebut, hal yang melatar 

be1akangi penggunaan pendekalan tersebut, bentuk: 

program penanggulangan masyarakat miskin di 

tingkal kelurahan daiam periode 2003-2008, 

bagaimana perkembangannyu dari tahun ke tahun. 

foktor-faktor yang mcndulrung dan rnenghambat 

pelaksanaan program tersebut 
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4. Profil kemiskinan di daerah dalaril periode 2003-l TKPKD l 
2008, strategi penanggulangan kemiskinan yang Kota Bau-Bau 

digtmakan dalam peri ode tersebut, sejauhmana Periode 2003-2008 

efektivitas dari penggunaan pendekatan tersebut, 

efektifitllS program penanggulangan lremiskinan dl 1 orang 

tingkat keluraban dalam periode 2003-2008, faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat 

pe!aksanaan program tersebut. 

5. sejau!unana efektivitas dari penggunaan pendekatan LSM, PT, Onnas, 

penanggulangan kerniskinan yang dilak.ukan oleh OKP 

pemerintah, efektifitas program penanggulangan 

kemiskinan di tingkat kelurahan dalarn periode 2003- 5 Orang 

I 2008, faktor-faktor yang menduktmg dan 

menghambat pelaksanaan program tersebut 

6. Bentuk program penanggulangan kemiskinrut di Instansi T ekhnis 

kelurahan, model pelaksanaannya, sejaub rnana Penanggungjawab 

efektifitasnya bagi masyarakat setempat, faktor- Prog. Penang. 

faktor yang mcndulqmg dan menglmnbat Kemiskinan di 

pelaksanaan program Ke!urahan 

2 Orang 

I 
7. Bentnk program penanggulangan kemiskinan di Pemerintah 

kelurahan, model pelak:sanaannya, sejauh mana di Tk. Keluraban 

efektifita.snya bagi masyarakat setempat, faktor-

faktor yang mendukung dan mengharnbat 2 Orang 

pelalcsanaan program 

' 8. Bentuk program penanggu[angan kemiskinan di Ormas dan OKP 

kclurahan, model pelaksanaannya, sejauh mana Di TK. Kelurahan 

L 
efektifitasnya bagi masyarakat set em pat, faktor* 

!ilk! or yang mendukung dan mengharnbat 2 Orang 
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pelaksanaan program 
!-;:-· 

9. Bentuk progrn.m penanggulangan kemisldnan di Masyarakat 

kelurahan, model pelaksanaannya. sejauh mana 

efektifitasnya bagi masyarakat setempat, fakl<>r- 5 Orang 

faktor yang mendukung dan mengbambat 

pelaksanaan program 

Total 200rang 
- -· 

1.5.5 Ana6s!s Data 

Sesuai dengan pendekatao dan jenis penelitian yang dilakukan, yakni 

dcskripsi maka setelah data terkurnpul, proses selanjutnya adalah 

penyederhanaan data dalam bahas yang mndah dihaca, ·dipahami, dan 

intepretaslkan yang p.ada hakekatnya merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mencari jawaban atas penelitian yang dilakukan. 

Sesuai dcngan tipe penelitian deskriptif, malm data akan diuraikan 

sedetil mungkin dengan uraian-uraian kualitatif. Karena itu data yang di 

peroleh selanjutn~ akan 'dianalisa secara kualitatif. Artinya, dari data yang di 

peroleh akan di lakukakan pemaparan dan intepretasi secarn mendalarn, data 

yang diperoteh dtanalisis serinci mungkin sehingga diharapkan dapat dipero1eh 

kesimpuJan yang mcmadai 

Menurut Moleong (200 1 ),. anal isis data adaJah proses 

mengorganisasJk:an dan mengurutkan data ke dalarn pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan terna dan dapat dirumusk:an hipotesis 

kerja scperti yang disarankan oleh data 

Teknik yang digunakan dalam menganaJisis data dalam penelitlan ini 

adalah tcknik anaHsis dengan menggunakan model interaktif. Dalam proses 

ana!Jsls ini menurut Mines dan Huberman (1992) terdapat tiga komponen 

amllisis, yailu reduksi data, sajian data, dau penarikan kesimpu/an. Analisis 
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ini diJakukan dalam bentuk interaktifyang berupasildus. 

Berdasarkan beberapa uraion di atas, maim langkah-langkah analisis data 

dalam penelitian kualitatif adalah: Pertama mengorganisasikan seluruh data 

yang terkumpuJ, kedua pengelolaan data, ketiga verifikasi dan penafsiran data, 

keempat mengambil kesimpulan. 

a. Mengorganisasikan Data 

Data primer yang terkumpul dari basil wawancara dengan bantuan rekaman 

ditulis kembali (ditranskripsikan) apa adanya dari komentar responden ke 

daJam lembar basil wawancara. 

b. Pengelolaan Data 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengelolaan yaitu 

memfonnulasikan kategoii, yaitu menggolongkan basil wawancara kepada 

kategori-kategori yang telah ditetapkan sebagai bahan: analisis. 

c. Verifikasi dan Penafsiran Data 

Teknik ini merupakan satu upaya Wltuk mencari suatu hubungan, persamaan 

atau kesimpulan yang muncul seiring dengan semak.in banyaknya dukungan 

data yang diperoleh. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pengelolaan 

data berupa penjelasan yang rinci berdasarkan teori yang diperoleh dari 

berbagai literatur dengan data yang diperoleh pada obyek penelitinn. 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Setelah melalui tahap verifikasi dan penafsiran data, maka langkah akhir 

adalah melakukan genernlisasi sebagai dasar untuk pengarnbilan 

kesimpulan. 

1.5.6 Jadwal Rcneana Kcgiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, 

yaitu mulai pada pertengahan bulan Maret sarnpai pada awal Mei 2009. 
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No. 

L 

2. 

}. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Adapun jadwal k:egiatan penulisan tcsis 1ru adalah sebagaimana pada tabel 

berikut 

Tabel. 3.2 Jadwal Ralcana Kegiatan Penelilian 
.. 

Waktu (Bulan) 
·-

Kegiatan Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

08 09 09 09 09 09 09 

Penyerahan j udulltopic 

I penelitian dan topic • 

I Reading Course: • 
·-· ··--

Mas a bimbingan Reading I I I I Course 
-··· 

Seminar pra- proposal tesis 

Iim ·-· 1-r 
Penilitian dan penulisan I I I tesis 

i ' . 
Masa ujian tesis i I I I I 

. 
·······- . . ......... 

Batas akhir peryerahan tesis I yang siap di uji 
-

Batas akhir ujian tesis I I . 
Batas akhir penyerahan tesis I yang telah di uji 

1.6. Ruang Ungkup Peneltian 

Dcng;m pc11imhangan karcna kclc-rbatasan pcncllti, baik karcna kctcrbaLas;m 

biaya, waktu, dan tcuaga. Maka. pcnclilian ini akan mc:mhat<e>i ru;u1g liu~-;kupnya pada 

kondisi kcmiskilt;ut dan stratcgi t>emmggulang;;,n ~<1.n:; dil;tkuk;m olch Pcmcrilltalt Kola 

Bau-Bau di Pc1lodc 200ii • 2{)(}8, dcngan locus kcgiatan pada k.'\iian Stl<ill.':hri 
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pcnanggulaugan kemiskimm laktor-htktor y;mg n1cmpcngcuuhi 

kcbcrhasilan/kegagalan program pcn:u\g;mml masrarakat miskin di l.illglutt kelurahan. 

1~7~ Sistimatika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu : 

a. Bab I berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang dan pokok 

permasa1ahan yang mendasari dilakukan penelitian mengenai strategi 

penanggulangan ~emiskinan di daerah. Fenomena kemiskinan yang selalu 

mengiringi pe.Jjalanan panjang bangsa fndonesia, seiring pula dengan tingginya 

angka kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tenggara_ Kota Bau-Bau sebagai daerah 

pemekaran barn di Propinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu bebernpa 

tahun terakhir memperlihatkan hasil-hasil yang cukup baik dalam melakukan 

percepatan pembangunan. Pertanyaan yang menarik untuk kemudian ditelusuri 

adalah bagaimana dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih mendasar 

yakni angka kemiskinan dalam periodesasi 2003-2008? Apakah kemudian 

capaian-capaian yang diraih dalarn pertumbuhan ekonomi. pendapatan per kapita, 

serta indeks pembangunan manusia dalam periode tersebut berbanding lurus 

dengan tingkat kesejahteraan masyarak:at. khususnya dalam menekan angka 

kemiskinan? Atau justru sebatiknya, bahwa capaian-capaian tersebut belum 

memberikan kontribusi yang signifikan da[am upaya menekan angka kemiskinan 

di daerah, yakni di Kota Bau-Bau? Pada Bab ini menjelaskan pula tentang tujuan 

yang diharapkan dari dilaksanakannya peneli1ian ini, tennasuk manfaa1nya bagi 

kalangan pemerintah, iln1Uan dan masyarakat. Sedangkan pada sub bab 

berikutnya menerangkan rnang Hngkup dalam penclitian ini serta tentang 

metodologi penelitian yang dlgunakkan. Ten tang keterkaitan an tara sub bab yang 

satu dengan sub-sub bab lainya, sccan1 sistimatis di jclaskan pada bagian akhir 

bab ini. 

b. Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan paparan konsep tentang 

kemisldnan dan kajian literatur lairmya secara mendalam. sehingga akan 
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memperkaya analisa. 

c. Bab 3 berisi tentang garnbaran umum dan lokasi penelitian, memaparkan tentang 

sejarah singkat daerah, letak geografisnya, pemerintahannya, kependudukan dan 

ketenagaakerjaannya, serta kondisi perekonomiannya. 

d. Bab 4 berisi tentang basil dan analisis basil penelitian. Pada pembahasan ini 

mencakup ; kondisi kemiskinan lokasi penelitian, karakteristik masyarakat 

miskinya, strategi penanggulangan kemiskinan yang di lakukan, serta faktor 

pendukung/pengharnbat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di 

tingkat kelurahan. 

e. Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi, yakni tentang kesimpulan yang 

dapat di tarik dari penelitian yang di lakukan, serta saran yang dapat di 

rekomendasikan dari basil analisis yang di lakukan. 
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BAB2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Sosial 

2.1.1. Pembangunan 

Menurut TO<laro (1985) pembangunan harus memiliki tiga komponen 

dasar (nilai inti), yalmi: 

a Keculrupan : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutu.han dasar 

b. Jati diri : menjadi manusia seutuhnya 

c. K.ebeba;:;an dari sikap menghamba : kemampuan untuk memiiih 

Tujuan dari pembangunan menurutnya., adalah : 

a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barnng 

kebutuban hidup yang pokok, seperti panga.n, sanda.ng, papan, kesehatan, 

dan per!indunga.n keamana.n. 

b. Peningkatan standor hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan 

tetapi juga penye<liaan lapangan ke!ja, perbaikan kualitas pendidikan, 

peningk:atan perhatian p~da nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, untuk 

memperbaiki kes:ejahteraan dan menumbuhkan jati diri 

c. Perluasan pilihan-pilihan ekonornis dan sosial bagi setiap individu serta 

bangsa secara keseluruhan, untuk membebaskan dari sikap menghamba dan 

ketergantungan (baik kepada orang maupun kepada negara bangsa lain atau 

kekuatan yang dapat merendahkan niiai-nilai kemanusiaan) 

Menurut Seers ( 1969) pembangWlan harus merupakan jawaban terhadap 

tiga pertanyaan, yakni : 

What has happened to poverty? What has happened to unemployment? 

What has happened to inequality? If all three of these have declined 

from hight level, then without doubt this has been a period of 

development for the count1y concerned. If one or two of these central 

problems have been growing worse, and especially if all three have, il 
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would be strange to call the result "development", even if percapita 

income dubled. (Yang artinya apa yang te1jadi dengan kemisldnan, apa 

yang terjadi dengan pengangguran, apa yang terjadi dengarz 

kesenjangan. Kalau sudah mengalami penunman pada tiga hal 

tersebut, maka dapat di katakan kalau proses pembangunan Ielah di 

mulai, namun ketika salah satu dari ketiga komponen tersebut 

memburok atau ketiga-tiganya memburok, maka akan sangat aneh 

ketika mengatakan ada pembangunan meskipun pendapatan perkapita 

mengalami peningkatan). 

2.1.2. Pembangunan Sosial 

Secara umum pembangunan sosial dapat diartikan sebagai proses 

perubahan yang fokusnya adalah pada manusia dan kualitas hidupnya 

(Kartasasmita; 1996). Sedangkan Midgley mendefinisikan pembangunan sosial 

sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dikaitkan dengan 

proses pembangunan ekonomi yang dinamis (Midgley, 1995: 25). 

Pembangunan sosial merupak:an pendekatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dimana -tidak hanya 

meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, tetapi juga menanggapi 

masalah-masalah yang muncul akibat 'distorted development' karena 

pembangunan ekonomi t:idak diilcuti dengan kemajuan sosial (Midgley, 1995: 

7). Pembangunan sosial menawarkan suatu perspektif makro yang 

komprehensif, memfokuskan pada masyarakat, menekankan intervensi 

terencana yang mengembangkan pendekatan yang berorientasi pada perubahan 

(change oriented) yang dinamis, yang berusaha untuk menyelaraskan intervensi 

sosial dengan pembangunan ekonomi (Midgley, 1995: 7). 

Sebagai penjelasan dari definisi yang dikemukakannya, Midgley 

menanmbahkan bahwa sekurang-kurangnya ada delapan aspek yang perlu 

diperhatikan terkait dengan paradigma pembangunan sosial, yakni : 
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a Proses pembangunan sosial tidak terlepas (dipisahkan seeara nyata) dari 

pembangunan ekonomi. 

b. Pembangunan soslal mempunyai fokus yang interdisipJin yang diambil dari 

berbagai jenis ilmu sosial. 

c. Dalam konsep pembangunan sosial tergambar suatu konsep yang dinamis. 

d. Proses perubahan yang tcrdapat dalam pembangunan sosial pada dasarnya 

bersifat progresif. 

e. Proses pembangunan sosial adalah interventionist (perubahan terencana) 

f. Tujuan pembangunan sosial diusahakan untuk dicapai melalui beberapa 

strategi 

g. Pembangunan sosial lebih mcmusatkan kepada populasi sebagai satu 

kesatuan yang bersifat inklusif dan mtiversalistik 

h. Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengemhaogan dao peningkatan 

kesejahteraan rakyat (Ad~ 2002 : 116-121) 

Pembangunan sosial bisa dilaksanakan melalui beberapa strategL 

Menurut Midgley (1995: 102-138) ada tiga strategi didalam melaksanakan 

pembangunan sosial yaitu : 

a. Pembangunan sosia[ oieh individu ; Menurut pendekatan ini pembangunan 

sosial bisa dHak:sanakan dengan cara : (a) mcmperkuat enterprise culture 

untuk meningkatkan social progress~ (b) mengembangkan small enterprise 

bagi ma.syarakat yang membutuhkan} (c) meningkatkan kcsejahteraan sosial 

dengan memperkuat individual fimctioning. Namun pendekatan ini 

tampaknya tidak popuJer didalam pembangunan sosial karena dipandang 

tidak sesuai dengan lcomitmen pcmbangunan sosial yJ.itu untuk 

meningkatkan masyarakat meJalui intervensi ekonom.i dan sosiaL 

b. Pembangunan sosial oleh masyarakat ; Menurut pendekatan ini, 

pembangunan sosial bisa dilaksanakan dengan cara (a) pengembangan 

masyarakat; (b) community action, yang berusaha menjangkau kelompok 

yang paling misldn dan paling tidak berdaya; (c) memfokuskan pada isu 

gender dan kontribusi wanita. 
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c. Pembangunan sos:ial oleh pemerintah : Menurut pendekatan ini 

pembanglUlan sosial hisa dilaksanakan dengan cara (a) perencanaan 

pe:mbangunan sosial ek:onomi secara terpadu; (b) redistribusi sumber­

sumbcr; (c) pemeuuhan kebutuhan dasar; (d) pernbangunan berkelanjutan. 

Ketiga strategi diatas bisa dipaduk.ln dengan menerapkan institutional 

perspective. (Midgley. 1995: 139) Perspektif ini berusaha untuk memobiHsir 

beiDagai institusl sosial termasuk: pasar. masyarakat dan negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus 

memainkan peranan 'a leading role' dalam mengharmonisasikan berbagai 

strategi yang berbeda dan dalam mengelola upaya-upaya pembangunan sosial. 

Midgley (!995 :6) megemukakan bahwa salah satu strategi untuk 

menanggulang kemiskinan, adalah dengan model pembangunan sosial, karena 

di negara-negara maju, walaupun dengan tingkat perekonomian yang sangat 

Hnggi, tapi memberantas kemiskinan dan mengangka.t kesejahternan masyarakat 

sulit div.ujudkan. Semenlara itu, Adi (2003 :333,334) mengemakakan bahwa 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sekurang­

kurangnya harus meJiputi tiga dimensi. yakni dimensi rnakro (kebijakan di 

tingkat pemerintah), dimensi mikm (individu, keluarga, dan kelompok kecil), 

serta dimensi mezzo {komunilas dan organisasi). 

2.2. Kcbijakan Publik dan Kebijakan Sosial 

2.l.l. Kcbijakan Publik 

Menurut Dye dalam Suharto (2005 :44) menjelaskan bahwa, kebijakan 

publik adalab apapun yang di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidal< 

dilakukan. Batasan ini juga tidak cukup mengakui bahwa terdapat perbedaan 

antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan ape yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Sementara, Anderson daiam Winamo (2002 : 16) mcndefinisikan 

kebijakan publik sebagai arab dan tindakan yang memp1myai maksud yang 
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ditetapkan seorang aktor dalam rnengalasi suatu masalah atau suatu persoalan. 

Konsep kebijakan ini memusatkan pcrhatian kepada apa yang diusulkan oleh 

seseornng, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan tertentu seraya rnencari peJuang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, 

Dari beberapa pandangan yang dikemukan oleh para ahli tentang 

kebijalam publik. Santoso dalam Winarno (2002 :16) menarik kesirnpulan 

bahwa pada dasamya pandangao tentang kebijakan publik dapat dibagi ke 

dalam dua wilayah kategori, yakni : 

a. Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan­

tindakan pemerintah, Dalam hal ini dianggap bahwa semua tindakan 

pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. 

b. Pendapat para ahJi yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan 

kebijalam. Para ahli dalam hal ini teroagi menjadi dua kelompok pula, yakni 

: pertama, mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan­

keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu; dan 

kedua, mereka yang rnenganggap kebijakan publik sebagai keputusan yang 

memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. 

Kelompok pertama. memandang kebijak.an publik dari proses perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan {implernentasi) dan penilaian kebijakan 

(evaluasi). sehlngga kehijakan publik adalah serangkaian intruksi dari para 

pembuat keputusan kepada pelaksana kebijalam yang menjelaskan tujuan-tujuan 

dan cata·Cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan. ke!ompok kedua 

memandang kebijalam publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan, 

yaitu kebijakan pubJik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi 

awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan. 

Menurut Winamo (2002), pada umumnya bentuk kebijakan dapa.t 

Universitas Indonesia 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



32 

dibedakan alas beberapa bentuk, yakni : 

a. Bentuk regulatory yaitu mengatur perilaku orang; 

b. Bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada 

atau mengambil kekayaan yang kaya lalu memberikanya kepada yang 

miskin; 

c. Bentuk distributive yaitu melak:ukan distribusi atau memberikan akses yang 

sarna terhadap swnber daya tertentu 

d. Bentuk constituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara 

2..2.2. Kebijakan Sosial 

Beberapa abli aeperti Huttman, Maraball, Rein, dan Magill mengartikan 

kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial 

(Suharto, 1997). 

a, Kebijak:an sosiaL adalah st.rategi-strategi, tindak:an-tindakan, atau rencana­

rencana untuk mengatasi masalah sosjal dan memenuhi kebutuhan sosial 

(Huttman, 1981). 

b. Kebijekan sosial adalab kebijakan pemerintab yang berkaitan dengan 

tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejabteraan warga 

negara melalui penyediaan pelayana.n sosial atau bantuan keuangan 

(Marshall, 1965). 

c. Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya~biaya sosiai, 

peningkatan pemerataan., dan pendlstribusian pelayanan dan bantuan sosial 

(Rein, 1970). 

d. Kebijakan sosial merupakan bagian dari kcbijakan publik (public policy). 

Kebijakan pubiik meliputi scmua kebijakan yang berasaJ dari pemerintah, 

sepcrti kebijak:an ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan 

(militer), serta fasilitas~fa-;iJitas umum Jainnya (air bersih, listrik), Kebijakan 
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sosiaJ merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan sosial (Magill, 1986). 

Kebijakan Sosial adalab salab satu bentuk dari kebijakan publik. 

kebijakan sosial merupalam ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon 

tsu-isu yang bersifat publik., yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi 

kebutuhan masyarakat banyak. kebijakan sosial mentmjuk pada apa yang 

dilakukan oleh pemerintab sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia meialui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan 

kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosiallainuya. 

Sebagai sebuab kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi 

preventif (pencegaban), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan 

(developmental). kebijakan sosial adalab ketetapan yang didesain secara 

kolektifWltuk mencegah texjadinya masalah sosial (fungsi preventit), mengatasi 

masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan sosial 

(fungsi pengembangan) scbagai wujud kewajiban negara (state obligation) 

dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2005). Dalam kaitarmya 

dengan kebijakan sosial1 maka kata sosial dapat diartikan balk secara luas 

maupun sempit (Kartasasmita, 1996). Sedangkan menurut Conyers (1992 :14) 

Kata sosial berkaitan dengan hak azasi rnanusia baik scbagai individu maupun 

anggota masyarakat Misalnya, setiap orang memiliki hak: azasi (human right) 

dan hak sosial (social right), seperti kesamaan hak dalam memperoleh 

pendidikan, pekerjaan, perumabon, kebebasan dalarn menyatakan pendapat:, 

atau berpartisipasi dalam pembangunan. Secara luas kata sosial menunjuk pada 

pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan 

yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifita.'i. 

Istitah sosiai dalam pengertian ini rnencakup antarn lain bidang ekonomi, 

pendidikan; kesehatan, politik, hokum, budaya, atau pcrtanian. 
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Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare 

policy), yakni kebijaka.n pemerintah yang secara khusus meHbatkan program­

program pe!ayanan sosial bagi kelompok~kelompok kurang beruntung 

(disedvantage groups), yakni para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

{PPKS), seperti keluarga miskin, anak terlantar, peke~ a anak, korban EllV/AlD, 

penyalahguna Narkoba dan kelompok-kelompok rentan lalnnya. 

2.3. Kemiskinan 

2..3.1. Definisi dan Ragam Kemiskinan 

Menurut Poerwadarminta (!976) secara harafiah, kemiskinan berasal 

dari kata dasar miskin diberi art! "tidak berharta-benda". Dalam pnngertian yang 

lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebegal suatu kondisi ketidak­

mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok. sehingga kondisi 

ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. 

Sedangkan, Mack dan Lansley JlJililm Jordan (1996 :95) kemiskinan 

didefinisikan sebagai kekurangan dalam kebutuhan perhatian sociaL 

Sementara, Bill Jordan ( 1996 :96) rnengartikan orang miskin ; "17te poor are 

people whose lack of resources damage their capacity to participate in a market 

environment" (yang artinya Orang miskin adaiah orang-orang yang karen a 

kekurangan sumberdaya pad a dirinya mengakihatkan rusaknya kapasitas untuk 

berpartisipasi dahnn lingkungan pasar/dunia usah<!}. 

Menurut Mcfate Katherine, dkk (!995 ;30). Miskin dapat di artikanjuga 

:"Poor or low income as a household in which the total household income was 

less than 50 percent of the median adjusted household income of trOIHJ!derly 

households in the country of residence. (yang artinya miskin atau pendapatan 

rendah diartikan sebagai rumah tangga yang total pendapatannya lebih rendah 

dari 50 persen dati rata-rata keseluruhan jumlah pnndapatan rumah tangga 

produktif didalarn kesatuan tempat tinggal. 
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Kemiskinan dapat diasumsikan sebagai keluarga dengan pcndapatan 

kurang dari separuh pendapatan n.Imah tangga produktif dalam wilayah tempat 

tinggal yang tentunya memiliki standar dibawah norma-norma yang diterima 

dan memiliki kesulitan berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas dan lembaga 

di \vilayah tempat tinggalnya (Mcfate Katherine, Lawson Roger and Wilson 

Julius William, 1995: 30). 

Sementara menurut Nasikun (1995}, kondisi yang sesungguhnya harus 

dJpahami mengenai kemiskinan ; 

"Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset~ multidimensional, 

dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya beruti hidup di dalam kondisi 

kek:urangan sandang, pangan, dan papan, Hidup dalam kemiskinan 

seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbaga! ragam 

sumberdaya dan aset proouktif yang sangat diperlukan untuk dapat 

memperoleh sarana pemcnuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling 

dasar tersebut, antarn Iain: informasi, ilmu pengetahuan, tek:nologi dan 

kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti 

hidup dalam alienasi, akses yang rendah terbadap kekuasaan, dan oleb 

karena itu pilihan-piJiban hidup yang sempit dan pengap". 

Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak 

hanya berdiri sendiri, sehingga daJam penanggulangannya menuntut 

pemaham~ kecerrnatan dan kehati~hatian. Di dalam diri masyarakat miskin 

tidal< hanya terdapal kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi dalam diri 

mereka juga terdapal potensi yang dapal dipergunakan sebagai modal dasar 

dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program 

penanggulangan kemiskinan harus mampu mengak:omodasikan kedua aspek 

tersebut 

Program Pembangunan Nasiooal (PROP8NAS) 2000-2004 llilli!m 

Hermawatl (2005 :8), mcnjelaskan bahwa yang dimaksud dcngan kemiskinan 
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adalah masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai oleh 

pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Dalam konsep 

kesejahteraan sosial, kerniskinan merupakan masalah sosial yang disandang 

oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka 

mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya Sedangkan Heru 

Nugroho dalam Hennawatl menambahk:an, bahwa kemiskinan merupakan 

masalah multidimensional yang tidak saj a melibatkan faktor ekonomi, tetapi 

juga politk dan budaya. 

Sedangkan Jobn Friedman dalam Ala (1996 :3) menjelaskan bahwa 

kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengak:umulasi basis 

bnkuasaan sosial, yang meliputi : modal yang produktif atau assets, sumber­

surnber keuangan (income dan kredit yang memadai), organisasi sosial dan 

politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, net work 

atau jaringan sosial untuk memperoleh peke.tjaan, barang-barang dan lain-lain, 

pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, dan informasi yang berguna unttJk 

memajukan kehldupannya. Senada dengan itu, Strahm (1999 :27) 

mengemukakan bahwa kekurang:an pangan di negara dunia ketiga bukan 

karena keterbatasan bahan pangan, melainkan akibat dari system yang tidak 

memberi keadilan bagi seluruh masyarakat. 

Enzo (1996 :371) menjelaskan tentnng kemiskinan: 

"industrial societies mtd the social sciences: Poverty is no longer the 

typical condition of the vast masses in ccmtrast to that of the few rich 

and poweifuf. bttt rather a qualitative threshold that excludes people 

from the competitive individualistic and consumerist behaviors typical of 

industrial societies. This is what Adam Smith was pointing out when he 

referred to the need to posses certain goods without which one would be 

ashamed to show oneS face in society and not have access to the normal 

opportunities open to others. This is a{so what Alexis de Tocqueville had 

in mind when he predicted that in lhe most advanced industrial societies 

a number of subjects would be in serious difficulty due Io !heir having 
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no access to sources of subsistence and community solidarity, and thus 

be destined to depend on state intervention ".(yang artinya, menuml 

masyarakat industri dan ilmu social : kemiskinan tidak lagi mencpakan 

kondisi yang ditamlai dengan jumlah yang sangat banya/(. yang .sangat 

berkebalilam dengan sedikitnya jumlah orang koya dan memiliki 

kekuaran, tetapi lebih kepada pengertian kualitas orang-orang dalam 

persaingan secara individual dan peri/a/at konsumtif yang menfadi ciri 

masyarakat industri. Hal inilah yang dimaksud o/eh Adam Smith 

sewaktu dia mernjuk tentang kebutuhan memilild sumberdaya pasti 

lanpa seorangpun yang alum merasa malu untuk herhadapall dalam 

masyaralmt dan tidak memiliki ke.sempatan akses nonnal yang terbuka 

terhadap orang lain. Hal ini juga yang ada di pikiran Alexis de 

Tocqueville sewaktu dia memprediksi hahwa dikebanyakan masyarakat 

industri yang telah maju akan ada sejumlah orang yang mengalami 

kesulitan serius karena mereka tidak memiliki ·akses kepada sumberdaya 

untuk penghidupannya dan solidaritas mas}'Orakal dar! pada akhirnya 

menjadi tergantung pada imervensi Negara). (Mingione, Enzo, 1996: 

371). 

Enzo melanjutkan bahwa umumnya pandangan kita tentang kemiskinan 

terfokus pada orang-orang yang sccara terus-mcnerus menghadapi kesulitan 

ekonomi dan oleh karenanya tidak dapat roemenuhi kebutuhan dasamya. 

Pengcrtian ini kasar dan menimbulkan macam-macam masalah. Orang-orang 

menjadi miskin bukan saja karena kepemiHkan mereka akan sumberdaya rendah 

tetapl karena ketidakcukupan kondisi penerimaan secara sosial akan kehidupan 

dalrun sebagaian besar sejarah masyarakat. 

Sehlngga, menurut Enzo, dengan menunjuk secarn tepat pada 

hubungan antara kemiskinan dan integrasi sistem sosial, sangat mudah 

merekonstruksi rantaian logis pengertian proses pemiskinan yang tersituasi 
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dalam konstruksi sistem kewa:rganegaraan (Mingione, ED2o, 1996: 3 7/). 

Pertama, adanya diversifikasi/perbedaan cara pandang terhadap 

integrasi sosialj pendekatan pertama menyatakan bahwa kemiskinan teijadi 

karena adanya penurunan integrasi secara bebas terhadap keinginan dan 

perilaku orang miskin dan adanya kcretakan strnktural dalam hubungan 

kewarganegaraan yang seharusnya diperbaiki melalui intervensi untuk 

memuiihkan kesempatan orang miskin dalam persamaan sosiaJ seperti yang 

dapat dinikmati oleh bukan orang-orang miakin. Pendekatan yang kedua, bahwa 

kondisi kemiskinan dalam banyak kasus merupakan kesukarelaan. 

Kosekwensinya. tidak lagi dipertanyakan bahwa menolong orang miskin untuk 

mendapatkan kesempatan, merupakan bentuk dari perilaku khas kebanyakan 

orang tetapi dengan tetap mengontrol gangguan urnum sebagai hasH dari sik:ap 

"menyimpang•• orang-orang yang tidak panta.<;: masuk dalam kategori miskin, 

Dengan demiki~ ternyata kemisk.inan berwajah majemuk (multi 

dimensi}, berubah dari waktu ke waktu, atau dari satu tempat ke tempat lain. 

Karena itu penulis sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Faisal (1995 

:11) bahwa definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup pengertlan 

kemiskinan yang memHild berbagai dimensi, antara lain : 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, 

papan) 

b. Tidak adanya akses temadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bers:ih, dan transportasi) 

c. Tidak adanya jarninan masa depan, karena tidak adanya investa."ii untuk 

pendidikan dan keluarga 

d. Kerentanan terhadap goncang.an yang bcrsifat individual maupun massal 

e. Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat 

f Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya 

alam 

g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 
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berkesinambungan 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha, karena cacat fisik maupun mental 

L Ketidakmampuan dan lretidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, 

wanita korban kekerasan, janda ntis kin. kelompok marginal dan terpencil). 

A.M. Saefudin membagi penyebab kemiskinan menjadi dua yaitu 

kerniskinan alamiah (natural poverty) dan keroiskinan strulctural (structural 

poverty). Kemiskinan alamiah disebabkan oleh kundisi alami misalnya cacat 

mental atau fisik, Iabir dari keluarga miskin atau kondisi alam yang tak terduga 

seperti bencana atam, dan lain-lain. Kemiskinan structural disebabkan oleh 

system, nilai dan prilak:u bejat manusia. Kemiskinan structural merupakan 

kemiskinan yang disebabkan oleh kita sebagai manusia yang mengambil 

lrebijakan baik dari system dan nilai, serta berprilaku. Banyak bukti yang dapat 

kita lihat di negrl ini yang menjadi penyebab kemiskinan structuraL Kita dapat 

melihat prilaku korupsi, kolus~ dan nepotisme yang sudah mendarah daging 

pada. pejabat tinggi sampai pejabat rendah di negri ini. 

Berbagai sudut pandangan tentang pengertian kemiskinan~ pada 

dasamya dapat dikelompoklren ke dalam beberapa klasifikasi. Kemtskinan 

berdasarkan penyehab tCljadinya kemiakinan ten;ebut, yaitu : 

a. Kemiskinan Individu, kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami 

seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak 

mampu heke.tja, dan lain-lain. 

b. Kemiskinan Alamiah, kemlskinan yang disehabkan lebih dikarenakan oleh 

masalah alam, misalnya kondisi geografis suatu daerab yang tidak 

menduk:ung untuk berkembang, atau dapat pula karena faktor-faktor alam 

lainnya seperti bencana alarn 

c. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM 

akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, 

bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Erat dengan sikap seseorang 
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atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya 

d. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang disebabkan oleh kesatahan sistem 

yang digunakan neg!Uli dalam mengatur urusan rakyat. 

Pada sisi lain, ilmu-Hmu sosia1 membedakan pula antara kemiskinan 

ahsolut dan kemislcinan relatif. 

a. Kemislcinan absolu~ seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah garis 

kemislcinan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti 

pangan, papan, sandang. kesehatan, dan pendidikan. 

b. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang subyektif, ditentukan oleh dirinya 

sendiri karena membandingkan dirinya dengan masyarakat sekelilingnya. 

Sedangkan, Kemiskinan menurut Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS) dalam Herrnawati (2005 :8) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

kemiskinao kronik (chronic poverty) atau kemiskinan struktural (stntciuraJ 

poverly) yang terjadi terus menet1.1S, dan kemiskinan sementara (transient 

poverty) yang ditandai dengan mep_urunya pendapatan :masyarakat secara 

sementara aklbat dari perubahWI siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi 

kondisi krisis ataupun karena bencana alam. 

Enzo ( 1996 :3 72) mengemukakan : 

"For very reason the poor have to be divllled into the deserving, 

:mbject,<; who are particularly unfortunate but still preserve a moral 

status shared by the majority of lhe population and may therefore be 

helped and the undeserving, those who from the start or during 

impoverishment lose their moral link with the majority and, 

consequently should not be helped but merely kept under control, 

Demarcation line betwe•m the deserving and undeserving poor is thrown 

into crisis by the theory of the "culture of poverty" (yang arlinya, 

sebagai alasan yang nyala orang-orang miskin hanrs dibagi menjadi 
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orang yang berlmk (the ~ervi'ng), yaitu orang-orang yang tidak 

berontwrg tetapi masilz tetap mcmmjukkan status moral yang sama 

dengan mayoritas populasi dan oleh karena itu masih dapat ditolong, 

sementara orang yang tidak berhak (undeserving), merupakan orang­

orang yang sejak awal atau .selama proses pemiskinau kehilangan 

hubungan moralnya dengan mayoritas orang dan sebagai kosek:wensi 

tidak perlu dibantu tetapi cukup tetap berada dalam 

pengawascm/konrrol saja. Garis pemisahan anlara orang mis/..in yang 

herhalc dan yang tidak herhak dikemukan dalam masa krisis oleh teori 

yang disebut dengan "budaya kemiskinan ". 

2.3.2. Penyebab Kemisldnan 

Menwut Sumodiningrat, dkk ( i 999 : /8) j ika diteiiti secara seksama, 

kcmiskinan disebabkan oleh dua faktor, yakni dari diri sendiri, dan faktor dari 

ekstemaL Faktor dari diri sendiri yak.ni : (a) tingkat pemilikan faktor produksi 

yang rendah; (b) kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Baik pendidlkan, 

kesehatan, mapupun ketrampilan; (c) rendahnya tabungan, karena minimnya 

penoapatan; (d) lemahnyajiwa kewiraswastaan. 

Suharto (2007 :74) mengemukakan bahwa ada beberapa kemungkinan 

penyehab kemiskinan, yaitu : tingkat pengangguran yang tinggi~ tingkat 

kes:ehatan fisik yang memprihatinkan; keterbatasan fisik atau mengalami 

kecatatan; masalah-masalah. yang berkaitan dengan kondisi emos1; 

keterlambatan perkembangan mental; biaya kesehatan yang sangat tinggi; 

ketergantungan alkohol~ kecanduan pada obat-abatan~ keluarga dengan jumlah 

anggota yang: be..c;ar; rendahnya tingkat pendidikan; ketidaksesuaian pekerjaan 

karena otomatisasi; kurangnya keah1ian untuk bekelja; perempuan yang 

menjadi kepala keluarga dengan anak-anak yang masih kecil; tidak adanya 

pendapatan tambahun bagi rnereka yang berpendapatan telap; diskr:imlnasi 

rasia1; mendapat labeJ eks "napi" atau "gila"; hidup dalam lingkungan yang sulit 

mendapatkan pekeljaan; perceraian, atau kematian pasangan; perjudian; 
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masalah anggaran dan kesalahan dalam mengatur pengeluaran; diskriminnsl 

seksual; korban kejahatan; pemegang prinsip anti-beke~a; mengllllggur; 

pekerjaan dengan upah rendab; dan usia tua. 

Hasil simpulan seminar ten tang pengentasan kemiskinan (1995 :11, I 2) 

merumuskan bahwa penyebab kemiskinan, yakni : 

a Kolusi antara para pengusaha dan birokrat serta elit militer. 

b. Efek pengikisan balik atau Backwash effect, sehingga yang kecil semakin 

kecil. Suatu sistem nilai yang terdapat didalam hubungllll antar masyaraka~ 

ikut menciptakan penduduk miskin. Dalam hal ini masyarakat ikut 

memberikan andil bagi terctptanya rnasyarakat miskin. 

c. Aspek kultural yang mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan, misalnya 

sistem pewaris tanah kepada ahli waris, yang antara Jain menyebabkan 

muncuJnya petan.i-petani gurem dan bwub-buruh. tani di Jawa. 

d. Tidak adanya teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia yang 

mengelola teknologi. 

Sedangkan, Chambers dalam Hennawati (2005 :8) menyatakan bahwa 

pnda dasarnya kemiskinan disebahkan oleh lima kotidakberuntungan 

(disadvanteges) pada kelompok keluarga miskin, ketidakberuntungan tersebut 

yakni : 

a, Keterbatasan kepemllikan asset (poor) 

b. Kondisi fisik yang lomab (physically weak) 

c. Keterisolasian (isolation) 

d. Kerentanan (vulncmhle) 

e. Ketidakberdayaan (powerlees) 

Atas dasar kelirna ketidakheruntungan tersebut, maka Chambers 

menyatakan) bahwa fenomena kemiskinan seyogyanya dilihat dalam perspektif 

yang lebib komprehensif dengan suatu pendekatan yang dapat merujuk pada 

pernahaman tentang kemiskinan terpadu. 
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Hasil World Summit For Social Development 1995 dalam Triana (2006 

:2), kemiskinan sesungguhnya tidak semata-mata disebabkan oleh ma:salah· 

musalah internal orang miskin seperti ; rendahnya pendapatan, rendahnya posisi 

tawar, budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan dan rendahnya 

kemampuan orang miskin dalam mengelola sumberdaya alam dan 

lingkungannya. Namun, kemiskinan juga berkaitan dengan faktor-fnlctor 

ekstemal yang berada diluar jangkauan orang miskin, seperti : (I) rendahnya 

akses terhadap sumberdaya dasar (pendid.ikan. dasar, kesehatan, air bersih), atau 

berada didaerah terpencil, (2) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota 

masyarakat yang disebabkan karen a sistem yang kurang mendukung, (3) tidak 

adanya lata pemerintaban yang bersih dan baik, (4) bencana alam, (5) kebijakan 

publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggu!angan 

kemiskinan. 

Sedangkan menurut Tndaro dalam Faisa! (1998 :12), variasi kemiskinan 

-antara negara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1). perbcdaan geografis, 

penduduk dan pendapatan, (2). perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara 

yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan swnberdaya alam dan kualitas 

sumberdaya manusia, (4) perhedaan peran sektor swasta dan negara. (5) 

perhedaan struktur perindustriannya, (6) perhedaan derajat ketergantuannya 

pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan {7) perbedaan pembaglan 

kekuasaan, struktur pnlitik dan kelernbagaan dalam negeri. 

Sementara, Sumanta (2005 :88,8'1) mengemukakan bahwa adanya 

kausalit.as melingkar tentang kemiskinan, ya.kni tingkat kemiskinan yang tinggi 

tetjadi karena rendahnya pendapatan perkapita,. pendapatan perkapita yang 

rendah tetjadi karena investasi perkapita yang rendah, Investasi perkapita yang 

rendah disebabkan olch pennintaan domestik per kapita yang rendah, 

pennintaan domistik per kapita yang rendah tetja.di karena tingkat kemiskinan 

yang tinggi - demikian seterusnya. Untuk keluar dari jebakan kemiskinan 

menurut Sumanta dapat dilakekan melalui kebijakan 7 variabel predetenninan 

yang masuk dalarn model, yaitu kausalitas sumberdaya manusia (tingkat 
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pendidikan dan kesehatan masyarakat), peran sektor pnmer dalam 

perekonomian, ketersediaan infrastruktur Galan dan listrik), upah riil, kualitas 

tata pemerintahan (struktur dan komitrnen pembangunan). 

Menurut Suharto (2007) Terdapat banyak sekali teori dan pendekatan 

dalam memahami kemiskinan. Namun hila disederhanakan, maim terdapat dua 

paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan, yak:ni nee­

liberal dan demokrat-sosial. Pandangan nee-liberal lebih menekankan pada 

aspek perorangan ketimbang masyarakat. Bagi pendukung pandangan ini, 

masyarakat merupakan kumpulan perorangan-perorangan. Masyarakat akan 

berubah dengan sendirinya hila perorangan-perorangan dalam masyarakat itu 

sudah berubah. Pandangan nee-liberal melihat kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak mampu 

membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang dianggap bodoh, malas, 

dan tidak punya mentalitas berprestasi. Karena itu, program pengentasan 

kemiskinan lebih berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan kemarnpuan 

perorangan. 

Pendukung pandangan ini yakin bahwa pasar yang diperluas dapat 

mendorong pertwnbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonorni yang tinggi akan 

menciptakan persaingan yang sehat dipasar. Di pasar, terjadi pertemuan antara 

penjual (produsen) dengan pembeli (konsumen). Ada yang menjual keahlian 

dan produk, ada pula yang membeli produk atau menggunakan keahlian itu. 

Kemiskinan terjadi karena orang Lidak bisa menjual apa-apa (keahlian atau 

produk) di pasar. Pasar merupakan ruang dimana masing-masing perorangan, 

dengan keahlian masing-masing dan dengan produk masing-masing dapat 

bersaing secara sehat. Orang miskin tidak dapat terlibat di pasar. Mereka tidak 

bisa menjua\ apa-apa dan tidak punya uang untuk membeli sesuatu. Sebab, 

mereka tidak memeliki pengetahuan (Knowledge), keahlian (skill), dan sikap 

(attitude) yang memadai. 

Untuk itu, selain bantuan agar mereka mampu membeli, pendidikan dan 

pelatihan merupakan cara yang dianggap tepat. Tujuannya adalah menambah 
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pengetahuan dan keahlian serta membentuk sikap. Dengan harapan, jika orang 

memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang baik, dia dapat bekerja atau 

rnembangun usaha. 

Jika neo-leberal menekankan pentingnnya perorangan dan pasar yang 

memberi ruang persaingan sehat sebagai jalan keluar dalam mengatasi 

kemiskinan, maka pandangan demokrasi-sosial lebih menekank:an aspek 

struktural. Pandangan ini menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh 

ketidak:adilan dan ketimpang.an akibat tersumbatnya kesempatan kelompok 

miskin. Orang menjadi miskin karena tidak bekeija. Boleh saja seseorang 

memiliki pengetahuan dan keahlian, tapi sistem perekrutan yang tidak fair 

menyebabkan orang itu tidak dapat bekerja. Begitu juga, jika mereka berusaha, 

ketidakadilan di pasar menyebabkan mereka tidak mampu bersaing secara 

sehat. Pasar yang diagungkan oleh kalangan neo-liberal sebagai wilayah tepat 

untuk memperoleh uang, temyata tidak sesederhana itu. Orang yang sudah 

terlanjur kuat dan menguasai pasar dengan barang atau jasa., akan berusaha 

memperkuat kekuasaanya dengan menghalangi perkembangan pemain lain, 

menghambat masuknya pemain-pemain barn. 

Maka, pandangan demokrasi-sosial membutuhkan peran pemerintah 

untuk menjaga agar mekanisme pasar dapat dilakukan secara adil. Asumsinya., 

di pasar selalu ada pihak yang lemah dan kuat. Pemerintah berkewajiban 

meningkatkan kemampuan pihak yang lemah agar dapat bersaing secara adil di 

pasar. Dalam mengatasi kerniskinan, pandangan demokrasi-sosial menekankan 

peran pemerintah dalam memberi jaminan sosial kepada masyarakat. 

2.3.3. Indikator Kemiskinan 

Salah satu ukuran kemiskinan di Indonesia telah diungkapkan oleh Prof. 

Sajogyo dalam Pramono (2007 :6) bahwa untuk mengukur garis kernisk.inan 

dapat dilihat dari pengeluaran tahunan per kapita dalam ni!ai tukar beras. Jika 

dasar itu dipergunakan maka didapatkan ukuran bahwa penduduk dikategorikan 

miskinjika ia hanya mampu mendapatkan penghasilannya untuk membeli beras 
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sejumlah 320 kg, sedangkan yang terkategorikan miskin sekali hllnya mampu 

membeli beras sehanyak 240 kg, dan paling miskin hanya mampu membeli 

beras sejumlab 180 kg. 

Badan Pusat Statistik dalam Pramono (2007 :6) menjelaskan babwa 

batas miskin untuk makanan adalab besamya nilai uang untuk mendapatkan 

kebutuhan minimum energinya yaitu 2.100 kalori per bari, dan batas miskin 

untuk bukan makanan adalab besamya nilai uang untuk memenuhi kebutuhan 

minimum: perumahlln, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan aneka barang dan 

jasa. 

Dengan menjumlabkan batas miekin makanan dan batas miskin non­

makanan akan dlperoleh suatu niiai yang disebut garis kerniskinan. Tetapi 

temyata alat ukur pada saat seka.rang tidak sesederbana tersebut, karena 

kemiskinan tidak saja mencakup dimensi pendapatan dan konsumsi perorangan 

dan keluarga. Kemisldnan merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensi 

sehingga studi ternadap kentiskinan dapat berasal dari bemagai latar belakang 

disiplin. 

Vivi Alatas dalam Hasiholan (2007 :22), yang merupakan Cl Task 

Leader dalam proyek penulisan laporan kemiskinan di Indonesia tahun 2006 

mengatekan babwa dua kriteria yang digunekan oleh Bank Dunia dalam 

melakukan pcnulisan Japornn tentang kemiskinan. Kriteria pertama a.dalah garis 

kemiskinan nasional~ dan kriteria kedua adalah pruchasing power parity (PPP). 

Kedua kriteria tersebut digunak:an untuk menganalisis profil kemiskinan, 

penyebab kclll.iskinan, dan telaah strategi atau program inti kemiskitum di 

sebuah negara. 

Sedangkan, Hasiholan, dkk (2007 :27,28) mengemukan babwa ada 

beberapa pctuujuk yang sering digunakan untuk mengukur kcmisklnan, yakni : 

a. GNP (Gross National Product) per kapita. Sejauh ini, angk:a GNP per kapita: 

sangat populer digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan 

ekonomi. Tapi) alat ukur ini sering dikritik, karena sama sekali tidak: 

memuat infonnasi tentang komposisi. jenis. dan daya guna barang atau jasa, 
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serta mengesampingkan segi-segi non-ekonomi seperti pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan publik, termasuk biaya sosial dan perusakan 

lingkungan. Lebih ironis lagi, GNP tidak dapal menjelaskan tenlang 

pembagian pendapatan yang diperoleh masing-masing perorang atau rumah 

tangga dalam suatu negara. Sehingga, GNP tidak menunjukkan luasnya 

kemiskinan mutlak. 

b. PPP (purchasing puwer parity), berangkat dari kekw:angan pada GNP per 

kapita, PB mengeluarkan apa yang disebul dengan PP, yang didefinisikan 

sebagai jumlah satuan mata uang suatu negara yang dibutuhkan untuk 

membeli sejumlah barang atau jasa di pasar dafam negeri, sesuai dengan 

deya belt lJS $I (satudolar Amerika). 

c. Data tentang pengelompokkan pendapatan penduduk yang berbeda-beda 

juga merupakan alat untuk menguk:ur kemiskinan. Pengelompokk:an 

pendapatan itu bisa diukur dengan eara membagi penrluduk (rumah tangga) 

ke dalam kelornpok-kelompok pendapatan dan membadingkaunya dengan 

bagtan pendapatan yang diperoleh mastng-masing kelornpok (dalam 

persen). 

d. Untuk mengukur kemiskinan mutlak biasanya dig!lllakan pendekatan garis 

kemiskinan yang menunjuk pada pendapatan minimum untuk memenuhi 

kebutuhan pokok. Batas kritis pendapatan menimum sering tidak jelas 

karena tergantWJg pada keputusan pemerintah. Mengingat kondisi 

sosiokultural disetiap negara berbeda-beda. maka garis kemiskinan dt suatu 

negara tidak sama dcngan indikator kemiskinan di negara lain. 

Hermawati (2005 :9) menjelaskan bahwa untuk menentukan seseorang 

masuk dalam kategori fakir miskin atau tidak, dapat dilihat dari indikator 

kemiskinan yang merupakan indeks pengeluaran makanan dan non mak:anan 

yang digunakan sebagai standar garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan 

menurut BPS merupakan S<tiumlah uang yang dipedukan oieh setiap individu 

untuk memenuhi kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kalori per orang 

per hari, dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian1 
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kesehatan, pendidikan1 transportasi dan aneka barang atau jasa yang lain. 

lndividu dengan pengeluaran lebih rendah daripada garis kerniskinan disebut 

penduduk miskin, yang terdiri dari penduduk tidak fakir dan penduduk fakir 

miskin. 

Sementara, Mikelson (1999 :2()(1) rnenjelaskan bahwa keroiskinan tidak 

hanya diukur melalui kelrurangan pendapatan dan konswnsi> tetapi juga 

indikator yang dapat diukur dapat memperluas garnbaran mengenai kemiskinan. 

Kesehatan, harapan hidup, kemudahan untuk memperolah peudidikan dan air 

bersih merupakan indikator-indikator yang penting untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran, bila tidak ada ini merupakan pertanda adanya kemiskinan. 

Sadangkan, Rahman, dkk dalam Mikkelsen (1999 :202) mengatakan 

bahwa kemiskinan bukan hanya mernpakan keadaan menderita tetapi juga 

adalah suatu keadaan lemah. Untuk kaum wanita. kelemahan mungkin 

merupakan dimensi pengalaman kemiskinan yang lebih terasa. Sebagai suatu 

aspek dari kemiskinan, kelemahan terurai menjadi tiga indikator penting, yakni 

ketidakpastian fisik. selalu menghadapi krisis dan ketidakmampuan menangani 

masaiah. lndikator ketidakpastian berkaltan dengan tingkat kekerasan dan 

intimidasi yang memasuki kehidupan sosial dan kelembagaan serta hambatan­

hambatan yang ditimbulkan oleh lingk:ungan demikian tcrhadap kegiatan mata 

pencaharian golongan miskin. 

Ukuran kemiskinan menurut beberapa lembaga atau badan daJam 

Maarif, dkk (2007 :63) yakni sebagai berikut: 

a. BPS. Bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi) kurang dari 2.100 kalori per kapita 

Kriteria kemiskinan menu rut BPS tahun 2006 dalarn Maarif, dkk (2007 :2 7) 

yakni: 

• Penghasilan Rp. 120.000 ribulbulan, 1900 kkal/hra sangat miskin 

• Penghasi1an Rp. 150 ribulbu1an, 2100 kkallhra harnpir miskin 

• Penghasilan Rp. 175 rihulbulan, 2300 kkal/hra harnpir miskin. 

b. BKKBN. Sebuah ke1uarga dikatakan miskin apabila : (tidak dapat 
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melaksanakan agama rnenurut agamanya, (b) seluruh anggota keluarga tidak 

rnampu makan dua kali sehari 1 (c) seluruh anggota keluarga tidak memiliki 

pakaian berbcda untuk di rumah, beke~a/sekolab, dan berpergian, (d) 

bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, dan (e) tidak mampu 

membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. 

c. BAPPENAS. Tidak mampu memenuhi hak-hak dasamya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bennartabat 

Kritcria keluarga miskin menurut PKPS-BBM BIDKES dalarn Maarif, 

dkk(2007 :27) yalmi: 

a. Keluarga yang tidak bisa makan dua kali sehari 

b. Keluarga yang tidak marnpu membayar pengobatan atau pelayanan 

kesehatan anaklanggota keluarga yang sakit 

c. Kepala keluarga yang terkena PHK massal, 

d. Keluarga dengan anak yang 11drop-aut" sekolah karena masalah ekonomt 

e. Seseorang yang berpengbasilan sama atau kurang dari US $ 1 per hari. 

Sedangkan. kriteria rumah tangga miskin dalarn. penyaluran Bantuan 

Langsung TWlai (BLT) dalam Maarif, dkk (2007 :28) yakni : 

a. Luas lantai bangwtan tempat tinggal kurang dari 8 m1 per orang 

b. Lantai ternpat tinggal terbuat dari barnbu/rumbialkayu muraban 

c. Jenis dinding ternpat tiuggal terbuat dari bambulrumbia!kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplestcr 

d. Tidak memtliki fasilita huang air besarlbersama~sama dengan tetangga lain 

e" Pencrangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 

f. Sumber air mlnum berasal dari surnur I mata air tidak terlindung I sungai I 

airbujan 

g. Baban bakar untuk memasak sehari-hari adalab kayu bakar 

h. Hanya mengkonsumsi daging I susu I ayam satu kali dalam semJnggu, 

i. Hanya sanggup makan sebanyak satu I dua kali dalam sehari 

j. Tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas I polik.linik 

k. Sumber penghasilan rumab tangga adalab: petani dcngan luas laban 0.5 ha, 
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buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau peketjaan 

lainnya dibawah Rp. 600.000 per bulan 

I. Pendidikan tinggi kepala runah tangga : tidak sekolah /tidak tamat SD I 

hanyaSD 

m. Tidak memiliki labungan I barang yang mudah di jual dengan nilai minimal 

Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (k:rcdit I non kredit), emas, temak, kapal 

motor, atau barang modallainnya.. 

2.3.4. Teori KemiskinaJl 

Seca.ra konseptual, menurut Suharto (2007 :75) ada beberapa toori yang 

dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kemiskinan, yakni perspektif budaya 

miskin. perspektif fungsionalis, perspektif konflik, dan perspektif Jnteraksionis. 

a. Teori Budaya Miskin 

Pada dasamya kasus kemiskinan diturunkan dari suatu generasi ke 

generasi laitmya dalam lingkaran kemiskinan. Beberapa tokoh menjelaskan 

bahwa hai tersebut dapat teljadi karena adanya budaya miskin. Oscar Lewis 

seorang aniropolog dalam Suharto (2007 :75) pemah melakokan studi dan 

rnengembangkan teori kemiskinan budaya. Lewis meniliti kondisi 

lingkungan miskin di berbagai belahan dWlia dan berhasil menyimpulkan 

bahwa kelompok miskin menjadi miskin karena gaya hidup mereka 

dipengaruhi oleh budaya tertentu. 

Budaya kemiskinan berkembang di masyarakat kapitalistik seteiah 

periode keterpurukan ekonorni yang cukup lama. Keterpurukan ini antara 

lain disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran akibat knmngnya 

keahlian kerja serta renrlalmya upah yang diterima pekerja kn!a itu. Kondisi 

ini menciptakan perkembangan tingkah lako dan nilai yang penuh 

keputusasaan. Menurut Lewis, indiv!du yang dibesarkan dalam budaya 

kemiskinan memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu tefah 

ditakdirkan (fatalisme}. Mereka menjadi tergantung, rnerasa lebih rendah 

dari yang lain serta enggan untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri. 
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Mereka cenderung berorientasi pada masa kini tanpa memperhatikan 

rencana masa depa.n, serta bertoleransi tinggi pada segala jenis penyakit 

fisik. 

Sekali budaya miskin berkembang, sangat sulit untuk dihentikan. 

Meskipun faktor ekonomi penyebab munculnya budaya ini, misalnya 

kurangnya tingkat kesempatan ketja sudah hilang, budaya kemiskinan 

seperti malas sulit hilang. Alasan utama kelompok miskin te~ebak dalam 

budaya ini adalah karena mereka terisolasi sosial. Mereka memiliki 

hubungan yang sangat teibatas dengan kelompok lain di luar budaya mereka 

serta memusuhi peJayanan sosial dari institusi pendidikan yang mungkin: 

dapat membantu merek:a untuk keluar dari kemisldnan. Merek:a menolak 

berhubungan dengan institusi semacam itu, karena menganggap institusi 

tadi sebagai milik kelas dominan dan penguasa, Sel.ain itu. karena kondisi 

keuangan mereka yang memprihatinkan serta kemampuan berorganisasi dan 

berpolitik: yang rendah, ·menyebabkan rnereka tidak memiliki kesempatan 

untuk melakukan tindakan kolektifuntuk menyelesaik.an masalah mereka. 

Teori budaya kemiskimm mendapatkan kritikan dari berbagai pihak:. 

Eleanor Leacock dalam Suharto (2007 :77) beranggapan bahwa budaya 

miskin bukan penyebab melainkan akibat dari kemiskinan yang terjadi terns 

menerus, Diantara orang miskin mungkin saja ditemukan sikap malas. dan 

enggan menabung. Tetapi, kedua sikap itu bukanlab penyebab mereka 

miskln. melainkan aklbat dari kemiskinan. Karena miskinlah mereka 

sehingga tampak malas dan tentu saja tidak suka menabung, bukan 

sebaliknya. Bahkan William Ryan dalam Suharto (2007 :77) mengkritik 

secara lebih keras lagi. Ryan mcngungkapkan bahwa teori budaya miskin 

hanya merupakan bentuk klasik konsep 11menyalahkan korban". 

Menurulnya; menyalahkan kelompok miskin merupakan alasan yang paling 

mudah dilakukan untuk menghindari kewajiban membuat program dan 

kebijakan yang dibutuhkan guna menghliangkan kemiskinan. Ryan secara 

tegas menyatakan bahwa yang patut disalahkan adalah sistem sosial yang 
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memberikan kesempatan bagi munculnya kerniskinan. 

L Keluarga miskin dcngan 
:..nak }'ang masih kecil 

Lingl:..aran sc!e&:U. 
Ketniskinan dltcruskan 
ke generasi lain 

7 ,jika meteka kcmudian 
mcmiliki anak, 
tmggungjawab ftrulllt'iat 
akan mcngunci mcreka 
dalam kl!miskinan 
sclama hidup mcrcka.. 

6.jika ke:mudian mcnikah, 
pcngdUMan nkan 
mcmbcngk;tk dan 
kckurang;m pendidikan 
pclmilm11 

"' ' ' ' ' ' 
Bchcrap.1 pcrcmpuan 
dcwa.sa rncrnotvngjalur 
dengan mcnjadi ornng tua 
tungg;d 

' ' 

Gambar. 2.1. Lingkaran Kemiskinan 

Sumber; Zastrow dalam Suha.rto (2007 :76) 

' 

2. Hiclup di !Wmlisi dl 
b.;.wah sr.andar 

l 
3. Bias:rn}'a mendorong 

kctidakt.crt<nikan 1:rnda 

•dol"' 

l 
4. Amlk bcrusaha unruk lari 

&ri sekolab diln Qari 
kehidupan ~a 
kewsithan dcngan t<U:a 
kduar dari sekolah dan 
mcru:Mi pckcJ]a.o;n 
bcrupa rendah atnu 

_j_ 
5. Kanona kurangn}<'l latar 

bcliling pcndidilmn 
yang memad:U, mulai 
teijchilk dalmn 
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b. Teori Fungsionalis 

Parson dalam Suwarsono {2006 :JO,ll) mengatakan bahwa 

masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tuhuh manusia, dan oleh 

karena itu rnasyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari 

tubuh manusia. Seperti tubuh manusia yang memelilci berbagai bagian yang 

saling berhubungan satu sama lain. Oieh karena itu, masyarakat menurut 

Parsons juga mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan 

tergantung satu sama lain. Parsons menggunakan k~nsep sistemu untuk 

menggambarkan koordinasi harmonis antar kelembagaan terSebut. 

Teori fungsionalis memandang kemiskinan sebagai ak.ibat dari 

ketidakberfungsian ekonomi. Perkembangan industrialisasi telah 

menghancurkan sistem ekonomi. Contohnya, kelompok yang tidak memiliki 

kealdian kerja dipaksa untuk melaknkan pekerjaan knsar dengan upah 

rendah. Ketika tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan tek:nologi, 

mereka dilinggalkan tanpa pekerjaan, tanpa uang atau kcahlian. 

Tcori ini juga mencatat bahwa sistem kesejahteraan yang 

ditunjuk:kan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan memiliki beberapa 

efek sampingan. Menurut par.t penganut fungsionalis. ca..ra terbaik untuk 

menyelesaikan masalab kemiskinan adalah dengan melakukan penyesuaian 

untuk memperbaiki ketidakberfungsian tersebut Selarna ini kelompOk 

miskin hanya menikmati sedikit basil dari pertumbuhan ekonomi serta tidak 

memperoleb pengbargaan sosial dari masyarakat karena status mereka yang 

berada dilapisan bawah dalam strateifikas! sosial. 

c. Teori Konflik 

Teori ini memandang bahwa masyarakat modern merniHki begitu 

banyak kemakmuran. Karenany~, kemisk.inan ada karena struktur kekuatan 

menginginkannya untuk ada Mereka memandang bahwa kelompok pekelja 

miskin telah dleksploitasi serta dibayar dengan upah yang rendah agar 

kelompok kaya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan hidup 
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lebih makmur. Para penganggur juga dilihat sebagai korban dari st:ruktur 

kekuasaan. Menurut teori ini, kelompok kaya memegang tegub prinsip 

individualisme. Mereka memandang pengangguran dan kemisk:inan bukan 

sebagai bentuk ketidak:adiian atau kondisi diluar kontrol seseorang, 

melainkan disebabkan oleh kurangnya usaha seseorang untuk memperbaiki 

nasibnya sendiri. 

Mcnurut perspektif ini, kemiskinan menjadi masalah sosial ketika 

beberapa kelompok memandang distn1rusi sumberdaya yang ada saat ini 

dirasa tidak arlil, dan mereka harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki 

kondisi terSebut. Para tokoh dari perspck:tif ini percaya bahwa kemiskinan 

dapat dihilangkan dengan cara melibatkan kelompok miskin dalam kegiatan 

politik dan keperintahan serta mengatur kelompok miskin untuk mengurangi 

ketidakaclilan. Kemiskinan dapat dikurangi secara signifikan melalui 

kegiatan politik yang melibalkan kelompok miskin dan mendapat dukungan 

dari kelompok penguasa. Orang miskin biasanya memandang 

kemiskinannya sebagai nasib yang tidak bisa dirubab. Mereka seakan-akan 

telah menerirna dan menycsuaikan diri dengan kondisi kemiskinannya 

Perspektif ini melihat penyesuaian kelompok miskin terhadap kemiskinan 

mempakan mata rantai yang harus diputus. 

d. Teori Interaksionis Simbul 

Penganut teori interaksionis memandang kemiskinan sebagai 

rnasalah pembagian harnpan. Kelornpok miskin memperoleh penllaian 

negatif dari kdompok berpengaruh. Mereka yang menjadi obyek labelling 

tersebul akan mencap dirinya negatif dan mulai berJaku sama dengan 

harapan oranglain terhadap mereka. Kelompok ini percaya bahwa 

kemiskinan bukan sekedar masalah pengambilan ha:k ekonomi melalnkan 

juga masalah konsep diri seorang individu. Sebagai contoh, soorang pekerja 

yang dahulu pernah menerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah akan 

melihat dirinya lebih negatif daripada rekan pekeljaannya yang berusaba 
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sendiri untuk dapat beketja ditempat tersebut, walaupun jumlah pendapatan 

mereka sama. 

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, keiompok interaksiocis 

mendesak agar stigma dan pandangan negatif yang dihubungkan dengan 

kemlskinan segera diWJangk:an. Perubahan positif dalarn masalah 

kemiskinan tidak akan terjadi hingga kelompok miskin diyakinkan bahwa 

mereka tidak akan selamanya hidup dalam kemiskinan. lvlasalah kemiskinan 

dapat diatasi melalui program bantuan sosial yang dikombinasikan dengan 

program pemberian kesempatan bagi kelompok miskin untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi mereka. serta program yang mendorong kelompok rniskin 

untuk mendefinisi lingkungan sosial mereka secara lebih positif. 

Teori ini juga menekaakan pada dampak psikologis yang dihadapi 

kelompok miskin ketika bersentuhan dengan masyanakat yang mayoritas 

kaya. Setelah membandiogkan kondisi mereka dengan kelompok kaya, 

sebagian dari kelornpok miskin meyakini bahwa mereka tela.h gaga! 

sehingga mereka membatasi diri mereka dan bukan betjuang untuk 

rnemperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan identitas gaga! yang 

mcreka sandang, rnereka mulai menarik diri dari masyarakat. tenggelarn 

dalam masalah ernosional ak.ibat persepsi yang mereka buat sendiri. Mereka 

seringkali menggunakan narkoba sebagai jalan keluar alas pemmsalahan 

hidup mereka atau mclakukan pencurian dan tindak. kriminalitas lainnya 

untuk memperoleh barang~barang yang tidak mungkin mereka peroleh 

secaralegal. 

2.4. Penanggulangan Kemiskinan 

2.4.1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

2.4.1.1. Mellll!baml Strategi 

Istilah strategi berasal dari kala Yunani yakni strategos, seorang 

jendral dalam militer. Satu definisi umum dalam kamus adalah suatu 

"prosedur untuk mencapai tujuan" (Ostad 1997a:9. Kamus Pocket 

Universitas Indonesia 

' ' 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



56 

Oxford mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan a tau kebij akan 

dalam bisnis dan politik atau pada bidang lainnya. Masalah definisi 

strategi ini sangat bervariasi dalam studi penelitian. Pada awal tahun 

1970-an, istilah tersebut memiliki konotasi yang pasti. Istilah tersebut 

mengacu pada suatu prosedur untuk melatih butir-butir yang harus 

dipelajari dalam eksperimen memori; umumnya merupakan prosedur 

latihan yang spesiftk (Ostad 1992a: 9). 

Sebagaimana dikemukakan diatas, strategi dapat didefinisikan 

secara sangat sempit. Dalam beberapa penelitian dan kajian, strategi 

mengacu pada suatu prosedur yang dipergunakan untuk: menyelesaikan 

suatu tugas. Dalam definisi yang paling sederhana dan paling jelas, 

strategi adalah perilaku pemecahan masalah yang terorganisasi yang 

diarahkan pada pencapaian sebuah tujuan. Dalam kasus-kasus lain, 

strategi dipandang sebagai entitas yang relatif besar, yang meliputi 

berbagai cara untuk: mencapai tujuan, yang meliputi "semua" proses 

yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas. 

Terdapat sekurang-kurangnya dua macam cara fundamental 

Wltuk mendefinisikan strategi ( 1) sebagai ak.tivitas yang direncanakan 

dan berorientasi. pada tujuan, atau (2) sebagai aktivitas yang 

direncanakan dan berorientasi pada tujuan juga temasuk proses sebelum 

pemilihan yang menghasilkan keputusan untuk menggunakan prosedur 

tertentu guna memecahkan masalah. 

Akhimya, dari beberapa definisi tentang strategi diatas, peneliti 

sependapat dengan pengertian singkat tentang strategi yang di 

kemukakan oleh Alfred Chandler (1962), yang mengartikan strategi 

sebagai penetapan sasaran, tujuan dan arah lindakan serta alokasi 

sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. 

Urutan manajemen strategi diberi istilah MOST : Mission (misi), 

Objective (tujuan), Strategy (strategi), Tactics (taktik). Urutan MOST itu 

mencakup proses spesifikasi yang meningkat. Dimulai dengan sasaran 
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organisasi secara keseluruhan, dilanjutkan dengan menerangkan sejelas~ 

jelasnya sasaran itu dalam suatu bentuk yang berorientasi pada tindakan, 

mengidentifikasi strategi dan tujuan-tujuan yang diupayakan untuk 

dicapai oleh strategi tersebut, dan akhirnya menentukan taktik-taktik 

tersebut. 

Mission (misi) Mengartikulasikan tentang perusahaan yang 

sebenamya dan apa yang akan dicapai. Misi timbuJ bukan sebagai suatu 

konsep melainkan sebagai suatu pernyataan. Pemyataan tnisi 

mengartikulasikan : 

a Sasaran umum ke dalam tema utama strategi 

b. Menccrminkan pernyataan strategi yang luas 

c. Pernyataan identitas 

d. Arab jangka panjang 

Sebagai pemyataan identitas dan aroh jangka panjang, adalah 

penling sekali kalau misi harus dapat memberikan bimbingan, 

disamping lidak menimbulkan kendala terbadap peluang dan 

fleksibilitas. 

Objective (tujuan) Gambaran tujuan meliputi menerjemahkan 

pemyataan misi ke dalam sasaran organisasi secara lebih cennat. 

Tujuan-tujuan terfokus pada kinetja, khususnya pada kinerja yang dapat 

diukur. Sementara pernyataan misi mengandung fa1safah konsep dan 

ambisi bisnis, maka tujuan-tujuan organisasi cenderung kuantitatif. 

Keuntungan menetapkan tujuan-tujuan yang khusu...:;, dapat dinilai, dan 

berhubungan dengan jangka waktu tertentu adalah : 

a. Tujuan-tujuan bertindak sebaga.i target yang "mcrentangkan" dan 

harus dicapai oleh organisasi 

b. Tujuan-tujuan dapat mengurangi konflik dan memberikan sarana 

tukat-menukar diantara tujuan-lujuan yang lebih rendah. Jadi 

penetapan target profitabilltas yang jeJas, dalam kaitannya dengan 

pendapatan atas harta dan pendapatan atas modal yang digunakan. 
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Strategy {strategi) Mengidentifikasi pendekatan yang digunakan 

untuk menyelesaikan tujuan. Pentingnya keputusan stmtegi berkaitan 

dengan sumber daya perusahaan1 yang pada akhirnya merupakan 

penuntun penyebaran sumber daya. 

Tactics (taktik) Tinda.k:an, prosedur. serta manuver untuk 

menang di dalam persaingan, Keputusan taktis berhubungan dengan 

seluruh kisarnn keputusan fungsional dari hari ke hari yang dibuat oleh 

para man~er di selurub organisasL H~ ini penting karena keputusan 

taktis melibatkan definisi dan implementasi strategi. Yang penting dlsini 

adalah h.ubungan antara fonnulasi strategi dan implementasinya melalui 

keputusan-keputusan taktis serta tindakan setiap anggota organisasi. 

2.4.1.'2.. Konsep Penanggnlangan Kemiskinan 

Mochammad Said dalam Pramono (2007 :11) menjelaskan 

bahwa strntegi anti kemiskinan dua tahap, yang terrliri dari ; 

a. Tahap pertama memlndahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum 

miskin dalam jumlah yang memadai, dan 

b. Tahap kedua ad,!ah strategi swadaya setempat. 

Strategi tahap pertama, merupakan tahap untuk meringankan 

penderitaan yang disebabkan oJeh kerniskinan. Namun, strategi tahap 

pertama ini jelas tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan dalam 

jangka panjang, behkan bila tidak ditindaklanjuti justru bisa 

menimbulkan ketergantungan. Oleh ka.rena itu. diperlukan strategi tahap 

kedua., yaitu strategi swadaya setempat (local se{frelien.ce) dengan 

harapan bisa membangkitkan partisipasi ak:tif kelompok miskin dalam 

menggali potensi~potensi setempat secara aktif. Sekaligus strategi ini 

mengoreksi dan berusaha memperbaiki kelemahan masing-masing 

sehingga rnasyarakat misk.in bisa memecahkan masa!ah dan mampu 

memenuhi kebutuhan men<:ka sendiri. 

Dennis Goullet dalam Pramono (2007 :12) berpendapat bahwa 
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pembangunan memiliki tiga komponen utama, yaitu kelangsungan hidup 

(lifo susteJrance), Jati diri (self esteem), dan kebebasan (fi"eedom). 

Pramono (2007 :JZ) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tign) dasar 

pemikiran dalam orientasi pembangunan yang berpusat pada manusia. 

Terdapat 3 (tiga) dasar pemikiran rlalam orientasi pembangunan yang 

berpusat pada manusia, yaitu : 

a. Memusatkan pemikinm, tindakan. keb1jakan pemerintah pada 

penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat 

untuk memnuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan 

masalah mereka sendiri pada tingkat individu, keluarga, dan 

komunit:as.. 

b. Mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurot kaidab­

kaidah sistem yang swa-organisasi; dan 

c. Mengembangkan sistem~sistem produksi konsum.si yang diorganisir 

seca:ra teritorial yang berlandask:an pada kaidah pcmilikan dan 

pengendalian lokal. 

Adi (2002 :153) menuliskan babwa pendekatan people-celltered 

developme11t memperlihatkan pula adanya sinkronisast antara 

pembangunan yang memfokuskan ekonomi,. dan ekologi serta keadilan. 

Dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia 

didalamnya terdapat pula unsur partislpasi, demokrasi dan transparansl 

yang merupakan bagian yang sedang dikembangkan di Indonesia 

dewasa ini. Sehingga cakupan dari pendekatan ini bukan semata pada 

kernandirian ekonomi belaka. Nilai-nitai dasar yang dianggap universal 

dalam pendekatan value-based people-centered development adalah : 

a. Partsisipasi (participation)~ 

b. Keslnambungan (sustainability); 

c. Integrasi sosial (social integration); dan 

rl. Hak-hak dan kemerdekaan asasi manusia (human rights and 

fimdamentalfreedoms). 
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Tegasnya. kelompok masyarakat miskin harus memiliki suara 

dalam penentuan pilihan-pilihan akhir yang akan berpengaruh langsung 

terhadap kehidupan mereka Berger (2005 :xx) mengnngkapkan bahwa 

manusia berhak atas partisipasi. dan hak partisipasi itu juga mencakup 

segi kognitif. Jadi, manusia juga berhak untuk ikut serta dalam 

menafsirkan dan rnemaknakan dunia dan kenyataan yang dihadapi. 

Kalau tidak dernikian, maka sangat besarlah bahaya bahwa rakyat 

menjadi !rorban dari keputusan-keputusan politk yang diambil terlepas 

dari pengetahuan dan kepentingan~kepentingan rakyat itu sendiri. 

Sedangkan Tan, dkk (2003 :10) mengungkapkan bahwa rakyat 

harus tcrus-menerus diajak berpikir dan menganalisis sccara kritis 

keadaan dan masalah mereka sendiri. Hanya dengan demiklan mereka 

akan mampu memiliki wawasan baru, kepekaan dan kesadaran yang 

memungkinkan mereka rnemiliki keinginan untuk bertindak, mclakukan 

sesuatu untuk merubah keadaan yang mereka alami. Karenannya 

dipcrlukan pemindahan locus pengambilan keputusan dari pemerintah 

kepoda masyarakat, dan untuk itu diperlukan porubahan mendasar 

(refonnasi) bukan hanya dalam struktur administrasi tapi juga dalam 

struktur politik. 

Midgley (1995 :6) megemukakan bahwa salah satu strategi untuk 

menanggulang kemiskinan, adalah dengan model pembangunan sosia!, 

karena di negara-negara m~u. walaupoo dengan tingkat perekonomian 

yang sangat tinggi. tapi memberantas kemiskinan dan mengangkat 

kesejahteraan masyarakat su!it diwujudkan. Sementara itu, Adi {2003 

:333,334) rnengemukakan hahwa pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan sekurang-kurangnya barns meliputi tiga 

dimensi. yakni dimensi makro (kebijakan ditingkat pemerintah), dirnensi 

mikro (individu, keluarga, dan kelompok kecil), scrta dimensi mezzo 

(korounitas dan organisasi). 
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Dari beberapa rumusan strategi penanggulangan kemiskinan di 

atas, penulis mengutip pula strategi penanggulangan kemiskinan yang di 

kemukakan oleh Barlan Perencana Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS) melaiui Deputi Bidang Otonomi Daerah dan 

Pengembangan Regional dalam Perencanaan Strategi Penanggulangan 

Kerniskinan NasionaJ. 

Dalam rencana strategi penanggulangan kemiskinan nasional1 di 

kemukakan bahwa ada dua pendekatan dan empat pilar utama 

penanggulangan kemiskinan. Dua pendekatan itu yalmi : (a) 

meningkatkan pendapatan; dan (b) mengurangi beban. 

Pendelcatan meningkatkan pcndapatan memilik.i dua pilar utama, 

yakni : (a) perluasan kesempatan; dan (b) pemberdayaan masyarakat 

miskin. Sedangkan1 pendekatan mengurangi beban merniliki dua pilar 

utama pula, yalmi: (a) peningkatan kemampuanlhuman capital; dan (b) 

perlindungan sociaL 

Perluasan kesempatan, menciptakan suasana dan lingkungan 

ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif 

bagi pertumbuhan ekonomL Sehingga mampu meningkatkan penciplaan 

kesempatan kelja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan. 

Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, 

politik, ekonomi, dan budaya, Sehingga mampu untuk mandiri dalam 

mengatasi permasalahan-pennasalahan yang di hadapi masyarakat 

miskin. 

Peningkatan Kemampuan!human capital. peningkatan 

kemampuan dasar masyarak:at miskin baik indivldu atau kelembagaan 

untuk meningkatkan pendapatan, melalui perbaikan kesehatan dan 

pendidikan, peningkatan ketrampilan usaha. per modalan, prasarana, 

teknologi, serta informasi pasar dan mampu mengadapta."ii terhadap 
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perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial). 

Perlindungan sosial, memberikan perlindungan dan rasa aman 

bagi masyarakat yang rentan (Vurnerable), seperti : pengemis, lansia, 

anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, 

konflik sosial, serta mereka yang terkena darnpak krisis ekonomi. 

Menlngkatkan 
Pendapatan 

Mengurangi 
Be ban 
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Dari bcbcrapa uraian tentang strategi penaggulangan kemiskinan 

yang dikemukakan sebelumnya, penulis menyajikan pula pandangan 

Winarto tentang strategi dalam menanggulangi kemiskinan, pandangan 

ini setanjutnya menjadi rujukan penulis daiam melak:ukan penelitian inL 

Winarto (2002) mcngemukak:an bahwa pada dasamya siasat atau strategi 

dalam penanggu]angan kemiskinan dapat dikclompokkan menjadi dua 

pendekatan besar7 yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. 

Pertama, siasat pembangunan yang menggunakan cara tidak 

langsung dalam mcogatasi kemiskinan berdasarkan pada pemikiran 

bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk 

memperbesar "kue ekonomi nasional". Bila harang dan jasa tersedia 

sistem lebih dari cuk:up maka .melalui ptoses· tric/de down effect dapat 

terbagi pada scluru.h anggota masyarakat tennasuk kaurn mis~. 

Kedua, yang merupakan hasil kritik pertama. Berdasarkan 

pengalaman di India dan Pakistan, Mahbub UJ (1995: 34) berpendapa! 

bahwa memerangi kemisk:inan dengan cara tidak langsung yaitu melalui 

· trickle down effect temyata menimbulkan makin parah.nya kesepjangan 

pendapatan. Oleh karena itu. pembangunan seharusnya bertitik tolak 

pad a serangan Iangsung terhadap kemiski nan, dimana salah satunya 

adalah pendekatan kebutuhan dasar, 

Model kebutuben dasar yang lahir dari prakarsa Gunnar Myrdal 

daJam karya agungnya 11Asian Drama 11
, Model ini merupakan penganjur 

program kesejahteraan dan bantuan bagi orang miskin, pemenuhan 

kehutuhan dasar yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh 

pengha"iilan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik seperti 

pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan sebagainya. 

Tjok:rowinoto dalam Pramono (2007 :9, 10) mengajukan model 

kebutuhan dasar didasarkan tiga argumentasi pokok sebagai berikut : 
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a. Banyak dari kaum miskin tidak memiliki aset-aset produktif selain 

kekaatan fisik, keinginan beke!ja, dan intclegensi dasar. 

Pemeliharaan aset~aset tersebut sangat tergantung pada peningkatan 

akses akan pelayanan publik seperti pendidikan, pemelibaraan 

kesehatan. dan penyediaan air bersih. 

b. Penlngkatan pendapatan baru bisa menlngkatkan standar hldup kalau 

barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia. 

c. Penlngkatan standar hidup melalni peningkatan produktivitas 

memerlukan waktu sangat lama. dan k:arena sesuahl hal mereka 

barangklili tetap tidak dapat beke!ja. Karena itu diperlukan program 

subsidi bagi mereka, paling lid ale dalam jangka pendek. 

Mahbub UI Haq (1995: 63) menuliskan paling tidak ada tiga 

langkab penting yang harus diperbatikan dalarn siasat pembangunan 

yang berkibtat pada kebutuhan dasar, yaitu : 

a. Pertama, setelnh data tentang wajah kemiskinan diperoleh maka 

harus segera ditentuk:an secara cerrnat keberadaan kelompok­

kelompok sasaran. 

b, Kedua, segera melakukan penelitan kuantitatif untuk memperkirakan 

jumlah penduduk utiskin, serta besar produksi dan modal yang 

diperlukan untuk memenuhi kehutuhan pokok minimum untuk 

jangka waktu tertentu. 

c. Ketiga, mempersiapkan komponen-komponen pelaksanaan 

pemenuhan kebutuhan pokok pcnduduk miskin melalui pasar yang 

isyarat-isyarat permintaanya mungkin menunjukkan daya beli 

penduduk miskin. 

Oleh karena itu perJu perubahan harga dan perangsang ekonomi 

untuk mendorong produks:i kebutuhan pokok. Selain itu1 diperlukan 

sistem pelayanan yang mampu menjangkau dan memhagi secara 

langsung sumberdaya pada penduduk miskin sehingga mampu 
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meletakkan dasar peningkatan produktivitas dalam jangka panjang. 

2.4.2. Faktor Pendukung dan Pcnghambat Penanggulangan Kcmiskinan 

Kemiskinan mcrupakan salah satu dari masalah kesejahtcraan sosiai, 

bahkan menuntt beber.tpa kdompok pemerhati sosial mcngatakan balnva 

kemiskinan mcrupakan akar dari pcrmasalahan·pcrrnasalahan sosial lainuya. 

Soekidjo Notoadmojo (1992 :J().JJl mcngemukakan bahwa daJam upaya 

menanggulangi masalah-ma.salah kcscjahteraan sosial lcnnasuk didalam 

menan.ggulangi masalah kem.iskinan, mak.a ada beberapa faktor yang 

mcmpengMUhinya. faktor-faktor tcrsebut sccara gans besar dapat di 

kelompok.ka:n dal:uu dna kelompok besar, yakni faktor dari dalam (intern), dan 

[aktor clari luar {ck.stem). 

a. Faktor lnlcmal. y<lkni : 

1) Misi dan tujuan y;;ug di rumuskan. 

-2} Kui\litas Sumher Daya Manusia (SDM) aparnlm 

3} Str.ttegi Pencapai<Ul ttijuan 

4) Sifat dan jcnis kcgiaian 

5} ]cnis teknoiogi yang di gunakan 

b. Faktor Ekstcmttl, yakni : 

I) Kcbija.lwt-kcbijak.m pemcrintah 

2) Sosial-budaya masyarakal 

3) Pcrkcmbangan ilmu pengctalman dan Leknologi 

Dalam penelitian in:i, pcnulis cendcnmg menggunakan pandatllf<lll yang 

dikemukakan oleh Pr.u1mw, }'illlg {}:ada dasarnya memiliki pemlapat }'rlllg sama 

dengan yang di satnpaikan oJch Soekidjo Notoodmojo scbclmlm}-a. Pranowo 

(2006 :304-30$1 mengcmukakan habwa raktor-f<tktor yang menclukung dan 

mcnghambal atau dcng;m kala lain yang mcmpcng;uuhi kcbcrh<tsilau dan 

kegagalan dari k.cbijakan pcmUlgb'lllangan kcmiskinan tidak tcrlcpas dua laktor 

utama, yakni dari [irlctor internal <hm faktor ckstcmal. 
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a. Faktor internal, yakni : 

1} Ketcrbata.~an anggar.m pcnanggulang;m kemiskinan 

2) SDM yang rendah 

h. Faktor Ekstcmal, yalrni : 

1) Kebijakan Pemerintah la.itmya 

2) SDA terbatas. 

3) Kondisi Sosial-Budaya 

2.5. Model Penelilian 

Model opernsional dalam penelitian ini dapat di Iihal pada ga.mbar 

bcrikut : 

Gambar. 2.3 

Model OperasionalPenclitian 
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BAB 3 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1. Sejarah Singkat 

Terbentuknya Kota Bau-Bau secara otonom dan mandiri berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 merupakan peluang sakaligus tantangan 

didalam mengisi pembangunan daerah sehagaimana tuntutan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarnkat yang digariskan dalam 

Undang~Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pada mulanya, Bau-Bau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio} yang 

berdiri pada awal abad ke-15 (1401 - 1499). Buton mulai dikenal dalam Sejarah 

Nasional karena telah tercatat dalam naskah Negara Kertagama Karya Prapanca pada 

Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagal Negeri (Desa) 

Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga 

serta saluran air. Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Cikal bakal negeri Buton 

untuk menjadi sebuah Kerajaan pertarna kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana 

(si empat orang) Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati yang o!eh sumber 

lisan di Bulen mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-

13. 

Buton sebagai negeri tujuan kelompok Mia Patamiana, mereka mulai 

rnembangun perkampungan yang dinamakan Wolio {saat ini berada daiam wilayah 

Kota Bau - Bau) serta mernbentuk sistern pemerintahan tradisional dengan 

menctapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, 

Peropa dan Baluwu yang masing-masiog wilayah dipimpin oleh seorang Bontn 

sehingga lebJh dikenai dengan Patatimbona. Keempat orang Bonto tersebut 

disamping sebagai kcpala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam 

mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di 
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atas, rli Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, 

Wabula, Todanga dan Batauga. Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan 

tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan 

menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan 

bangsawan Kerajaan Majapahit} menjadi Raja I pada tabun !332 setelab mendapat 

persetujuan rlari keempat orang bontofpatalirnbona (saat ini hampir sama dengan 

lembnga legislatif). 

Dalam periodisasi sejarah Buton telah mencafat dua fase penting yaitu rnasa 

Pemerintaban Kerajaan sejak tabun 1332 sampai pertengahan abad ke - I 6 dengan 

diperintab oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa 

Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu 

derajat kawn perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dala.m masyarakat 

Buton. Fase kedua adalah masa Pemcrintahan Kesultanan sejak masuknya agama 

Islam di Kerajaan Buton pada tabun 948 Hijriah ( 1542 Masehi ) bersamaan 

dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum 

Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai 

Sultan Buton ke- 38 yang berakhir tabun 1960. 

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan temtama hidang 

Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai 

menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe dan Muna. 

Demikian juga. biclang ekonorni mulai dlberlakukan alat tukar dengan menggunakan 

uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang 

kemudlan ditenun secara tradisional menjadi k::ain). Memasuki masa Pemerintahan 

Kesultananjuga te~adi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang 

politik dan pemerintaban dengan ditelapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan 

Buton yaitu "Murtabat Tujub1
' yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan 

kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta 

ditetapkannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) denga.n membentuk 72 Kadie 

{Wilayah Kecil). 
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Dibidang hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan balk 

aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang 

suHan yang memerintah di Buton 12 orang menyalahgunakan kekuasaan dan 

metanggar sumpah jabatan dan satu diantaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, 

diadili dan diputusk:an untuk dihukum mati dengan cara digogoli (leher dililit dengan 

tali sampai rneninggal). Bidang perekonomian dimana Tunggu Weti .sebagai penagih 

paJak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai 

penanggung jawab dalam pengurusan pajak: dan keuangan juga mempunyai tugas 

khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama- dengan ketua lernbaga 

legislalit). 

Bidang Pertahanan Keamanan di!etapkannya Sistem Pertahanan Rakyat 

Semesta dengan fillsafah peljuangan yaltu : 

a) ' 1Yinda Yindamo Arata somanamo Karo" 

(Harta rela dikorbankan demi kesclarnatan diri) 

b) "Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu" 

(Diri rela dikurbankan demi keselamatan negeri) 

c) ''Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara" 

(Negeri rela dikorbankan demi kese1amatan pemerintah) 

d) "'Yinda Yindamo Sara somanamo Agama" 

(Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama) 

Disamping itu juga dibentuk sistem pertahanan berlapis yaitu empat Barata 

{Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba (Wabula., 

Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa Patamiana 

(pertahanan kebatinan). Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintah 

kesuJtanan, juga rnulai membangun benteng dan kubu-kubu pertahanan dalam rangka 

mellndungi keutuban masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman. 

Kejayaao masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berakhir 

tahun 1960) berlangsung ± 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



70 

masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa 

peninggalan sejarah, budaya dan arkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telnb 

berdiri beberapa daernb kabupaten dan kota yaitu : Kabupaten Buton, Kabupaten 

Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kota Bau - Bau (terdap.at 

Keraton Kesultanm Buton). 

3.2 Letak Geografls 

Secara geografis Kula Bau-Bau terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara dengan pooisi koonlinat sekitar 5°5' hingga 5°33' Lintang Selatan dan 

122°30 - 122°47, Bujur Timor. Kota Bau-Bau berarla di Pulau Buton, dan tepat 

terletak di Selat Buton dengan Pelahuhau Utama rnenghadap Utara Di kawasan selat 

inilah ak:tivitas lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat 

intensif. 

Secara fisik, Kota Bau-Bau terletak di Pulau Buton, tepatnya di Setat Buton 

yang mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi batas-batas administrasi, 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupatcn Buton, Sebelah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sebelah Selatan 

betbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan Sebeliili Barat 

berbatasan dengan Selat Buton. 

Luas wilayah daratannya sekitar 221,00 krn2 yang tersebar dalam 4 

kecamatan dan 38 kelurnban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Dalam perkembangan setanjutnya, berdasarkan 

dinamika pemerintah dan pembangunan. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2006 tentang Pernbentukan Kecamatan Kokalukuna dan Peraturan Daernb 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Murhum, wilayah Kota Bau­

Bau dibagi menjadi 6 wilayah kecarnatan yaitu : 

1. Keca.matan Wolio terdiri atas 7 kelurahan yang meliputi Ke!urahan 

Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, Kadolokatapi dan Bukit 
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2. Kecamatan Betoambari terdiri atas 5 kelurahan yang meliputi Suiaa, 

Waborobo, Lipu, Katobengke dan Labalawa. 

3. Kecamatan Bungi terdiri atas & kelurahan yang meliputi Kelurahan 

Lowu-Lowu, Kolese, Kalia-lia, Ngkaring-Ngkari, Kampeonaho, 

Liahuku, Waliahuku dan Palabusa 
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4. Kecamatan Sarawolio terrliri atas 4 kelurahan yang meliputi Kelurahan 

Kaisahu Baro, Karya Barn, Bugi, dan Gonda Barn. 

5. Kecamatan Murhum terdiri atas 11 kelurahan yang rneliputi Kelurahan 

Baadia, Melai, Wajo, Lamangga, Tanganapada, Bone-Bone, Tarafu, 

Wameo, Kaobula, Lanto dan Nganganaumala. 

6. Kecamatan Kokaiukuna terdiri alas 6 kelurahan yang meliputi 

Kelurahan Waruruma, Lakologou, Liwuto, Sukanaeyoj Kadolomoko dan 

Kadolo, 

Karakteristik Wilayah Kota Bau-Bau untuk wilayah uta:ra cenderung subur 

dan bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti Juas. 

yaitu meliputi wilayah Kecarnatan Bungi, Sorawolio, sebagian Kccamatan Wallo dan 

Betoambari. Wiiayah selatan cenderung kurang suhur diperuntukan bagi 

pengembangan perumahan dan fasiiitas pernerintahan. Sernentara wilayah pesisir 

untuk pengemba.ngan sosial ekonomi masyarakat 

Keadaan iklim Kota Bau-Bau pada umumnya hampir sama dengan wilayah 

lain di Sulawesi yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau 

dengan suhu udarn berkisar 200 C - 330 C. Musim hujan terbanyak teljadi pada bulan 

Desember dan Maret, dimana angin baret yang bertiup dari Asia dan Samudra Pasifik 

mengandung banyak uap air. Sementara musim kemarau teljadi mulai bulan Mei 

sampai bulan Oktober1 dimana angin timur yang bertiup dari Australia kurang 

mengandung uap air. 

Wilayah Kota Bau-Bau memiliki dua sungai utama yang memiliki potensi 

scbagai surnber tenaga listrik, irigasi dan kebutuhan rumah tangga masyarakat Kola 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



72 

Bau-Bau. Yang pertama adalah Stmgai Bau-Bau yang melintas dalam kota. Sungai 

ini membagi wilayah Kecamatan Wolio dan Betoambari yang bermuara di Selat 

Buton. Yang kedua adalah Sungai Bungi yang merupakan sumber air bersih PDAM. 

Selain kedua sungai tersebut di atas, juga terdapat swnber air lainnya seperti: mata air 

Kaongke-Ongkea. mata air Wamembe. mata air Bungi dan mata air Koba. 

Tabel. 3.1 Luas Wilayah Bau-Bau Menurut Kecamatan 

l. 27,89 12,62 

2. 6,45 2,92 

3, l7,33 7,84 

4. 9,44 4,27 

5. 83,25 37,67 

6, 76,64 34,68 

Jumlah 

3.3 Pemerintahan (VIsi dan Misl) 

Berdasarkan kondlsi umum, yaitu dengan meiihat potensi wilayah dan isu 

strategis baik yang bersifat internal seperti pennasalahan Kota maupun faktor~faktor 

ekstemal yang berk:aitan dengan barbagai kondisi regional maupun global) maka Visi 

jangka panjang (20 tahunan) Kola Bau-Bau disepakati sebagai berikut :"Terwujudnya 

Kota Bau-Bau Sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Maju, 

Sejahtera dan Berbudaya pada Tahun 2023" 

Untuk me-wujudkan harapan dan cita-cita seperti yang dirnaksud da[run visi 

jangka panjang tersebut di atali, maka periu ditetapkan sebuah visi lima tahunan 
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sebagai dasar membangun dan mengembangkan Kota Bau-Bau ke depan yaitu : 

"Terwujudnya Kota Bau-Bau sebagai Kota Budaya yang produktif dan nyaman, 

melalui optimalisasl sumberdaya Iokal secara profesional dan amanah, menuju 

masyarakat sejahtera, bermartabat, dan religi". 

Penjabaran Visi : 

1. Kota Bodaya yaog Produktif dan Nyaman 

- Kota dimana Masyarokatnya turahuh dari identitas budaya yang kokoh 

- Citra nilai-nilai budaya yang dikenal luas 

- Kota yaog terus mengalami peningkatan aksesibilitas terhadap 

sumberdaya lokal 

- Kota yang terns meningkatkan Peluang Berusaha bagi Masyarakat & 

Pengusaha 

- Kota yang terus memperbaiki sistem pelayanan publik 

- Kohl yang nyaman untuk tempat tinggal dan berusahalberbisnis bagi 

siapa saja (liveability) 

2. Optimalisasi Sumberdaya Lokal secara Profesionai dan Amanah 

Optimalisasi Swnberdaya Lokal : Pengelolaan sesuai kapasitas, 

Sumberdaya alam, sumbcrdaya manusia, sumberdaya budaya, su:rnberdaya 

buatanltek:nologi, dan sumber-sumber penerimaan daerah 

Profesional : Melalui pemanfaatan kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

Amanah : Mengedepankan aspirasi masyaraka! demi kepentingan bersama 

3. Masyarakat Sejahtera, Bermartabat, dan Religi 

Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 

Eerahlak dan mernegang teguh nilai-nilai budaya positif 

Masyaraka.t yang kehidupannya bemafaskan agama 
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Berdasarkan Visi di atas, maka dikembangkan 1 (tujuh) butir Misi sebagai 

berikut: 

L Memantapkan peran dan posisi Kota Bau-Bau sebagai simpul 

perdagangan dan pelayananjasa yang berorientasi pada produk:tivitas. 

2. Meningkatkan citra budaya Iokal pada tingkat regional, nasional, dan 

internasional. 

3. Mmvujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan religi 

4. Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan ekstemal wilayah, dan 

menciptakan kenyamanan dalam betaktivitas bagl masyarakat kota. 

5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam 

pembangunan. 

6. Meningkatkan kuaJitas dan profesionalitas sistem petayanan publik. 

7. Menegakkan supremasi hukum da11 hak asasi manusia serta menciptak:an 

ildim politik dan keamanan yang kondusif. 

Penjelasan makna kata~kata kunci yang terkandung dalam Misi Kota Bau-Bau 

adalah sebagai berikut : 

Misi - 1 : Mcmantapkan peran dan posisi Kota Bau-Bau sebagai simpui 

perdagangan dan peiayanan jasa yang berorientasi pada produktivitas. 

Misi ini akan dHempuh dengan mendorong terciptanya Kota Bau~Bau sebagai kota 

perdagangan dan pelayanan jasa yang produktif melalui penciptaan iklim investasi 

yang kondusif dan peluang asaha yang lebib bcsar dengan prinsip co-opetitive 

(persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan 

peningkatan ketersediaan tenaga professional. Kemudian, secara eksternal penguatan 

simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin 

hubungan keijasarna antar wilayah dalam rangka percepatan pernbangunan ekonorni 

lokal dan regionaL 

Misi - 2 : Meningkatkan citra budaya lokal pada tingkat regional, nasional, 

dan internasionaL Misi ini akan dilakukan dcngan pencitraan nilai-nilai budaya, 
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penlngkatan kualitas dan kuantitas informasi, pemberdayaan lembaga-lembaga adat., 

dan pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata regional sehingga dapat 

mempromosikan Kota Bau-Bau sebagai kota yang memiliki modal budaya dan secara 

historik tumhuh dan ber:kembang dari Pusat Kerajaan Buton, yang terletak pada 

Gerhang Paling Timur Kerajaan Melayu, sehingga llllggul dan terkemuka dalam 

pengemhangan budaya lokal dan seni, dan memiliki keunikan. 

Misi - 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan religi. :Misi 

inl ditempuh meialui upaya perwujudan surnberdaya manusia yang memHild kualitas 

iman dan taqwa keparia Tuhan Yang Maha Esa, suhat, menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan profusional sesuni dengan tuntutan dan dinamika perkambangan 

global. Hal ini mencakep pemantapan aapek pendidikan umum, kesehatan, 

kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan. 

Misi - 4 : Meningkaikan kelancaran mobilitas internal dan ekstemal wilayah, 

dan menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas bagi masyarakat kota. Misi ini 

ditempuh melalui peningkatan sarana dan prasaraoa dasar perkotaan untuk. memenuhi 

kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas 

diri Kota Bau-Bau sebagai kota pantai (seafront city) dengan dukungan kawasan 

pelabuban dan infrastruktur yang memadai guna menja'llin kelancaran perdagangan 

lokal, regional, nasional, dan internasionaJ. Disamping itu misi ini juga ditempuh 

melalui pcningkatan ketersediaan dan kualitas public space yang lebih nyaman dan 

terjangkau olch seluruh lapisan masyarakat. Misi ini diharapkan dapat meningkatkan 

citra kota dari aspck liveability (menjadi tempat tinggal yang nyaman), investability 

(kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis). dan visitability (kola yang 

selalu dikunjungi karena kesan dan dayajangkaunya). 

Misi - 5 : Meningkatkan kemandidan masyarakat dan partisipasi dalam 

pembangunan. Misi ini ditempuh rnelalui pemberdayaan masyarakat, stimulasi 

turnbuh-kembangnya berbagai usaha kecil dan menegah, peningkatan pengelolaan 

surnbcrdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Haf ini ditempuh secara berbarengan dengan penguatan Iembaga­

Jernbaga masyarakat, pemuda, dan pcngarusutamaan gender {gender main 
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streaming), serta peningkatan peran masyarakat dalam pernbangWlan (participatory 

development). 

Misi - 6 : Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sistem pelayanan publik. 

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas. 

Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematik dengan 

meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalltas) serta 

mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparnn, terbuka, 

akuntabel, partisipati~ fieksibel dan responsif terhadap kebuluban masyarakat 

Misi - 7 : Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta 

menciptakan iklim politik dan keamanan yang kondusif 

Misi ini ditempuh dengan mendorong terwujudnya jaminan kepastian hukum dan hale 

berpolitik warga, dengan tetap mernpcrhatikan nilai-nilai budaya dan hukum adat, 

menjamin tumbuhnya dernokrasi, rasa keamanan dan keadilan bagi masyarakat, dan 

melindungi hak-hak politik demokrasi dan hak asasi manusia balk melalui produk 

perat:u.ran-peraturan maupun meJalui perwujudan penyelenggaraan tata pemerintahan­

yang baik (good governance). 

Untuk mewujudkan. visi dan misi serta program pembangunan maka 

dihntuhkan s!rategi p"!lcapain yang tepat dan banda!. Strategi Perubangunan Kota 

Bau-Bau Tabun 2008-2013 akan ditempuh melalui penguatan TIGA PILAR 

pembangunan, yakui Pemerintah (P), Masyarakat (M), dan Anugcrah (A) (disini kata 

Anugerah digunakan sebagai representasi secara luas kata: Sumbcrdaya Lokal). dan 

dalam hal ini Budaya dan Agama merupakan perekaVpengikat (node) TIGA PILAR 

ter:sebut. 

Strategi TIGA PILAR dalam ranah POMaMaSiAKA 

a. Strntegi Peningkatan Profesionalisme Pengeloiaan Pemerintahan (Pilar 

I'=Pemerintab) 

Pilar P (Pemerintah) memuat strategi peningkatan protbsionalisme 

pengelolaan pemerintahan (good governance) yang berujung pada 

peniogkatan citra dan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada 

-····--
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pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan1 pemerintah mengutamakan 

prinsip Optimalisas! dalam berbagai aspek, terutama dalam mengefola dan 

mendayagunakan sumberdaya iokal (anugerah Jlahi) berupa anugerah 

wilayah. kekayaan alam, keindahan alam, budaya, dll untuk kepentingan 

bersama. 

b. Strategi Peningkatan Kapasifas dan Peran Aktif Masyarakat dalam 

Pembangunan (Pilar M = Masya.-akat) 

Pilar M (Masya.-akat) memuat strategi peningkatan kualitas swnberdaya 

manusia me!alui pengembangan kemampuan diri (self capacity) dan 

kemampuan mcngorganisasi diri (self organization), dan pcningkatan peran 

aktif dan pelibatan selwuh potensi masyarakat dalam kegiatan pembangunan 

Kota Bau-Bau. Ini juga tennasuk strtaegi peningkatan kesernpatan (dalam 

konteks keadilan atau equity) bagi masyarakat dalam upaya pemanfatan 

segala sumberdaya !okal yang merupakan anugerah llabi yang ada seca:ra 

Mandiri dan berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

e. Stmtegi Peningkatan Daya Manfaat (Utility) dan Nilai (Value) Sumberdaya 

L<>kal (Pilar A= Anugerab) 

PHar A (Anugerah Tiahl) memuat strategi peningkatan manfaat dan nilai 

sumberd.aya lokal (local r~ources) yang secara ekonomi dan sosial budaya 

rnerupakan penyangga utama pembangunan Kota Bau-Bau. Strategi irti 

diorientasikan pada pernanfaatan secara efektif-berkeadilan sumberdaya lokal 

bagi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip Kebersamaan dan Amanah, dan 

tetap memperhatikan kelestariannya (sustainable use). Untuk rncncapai hal 

tern:ebut, pengeloiaan dan pendayagunaan surnberdaya lokal perlu selalu 

dllakukan secarn TercncanA melaJui pemanfaatan ilmu dan tcknologi dan 

pelibatan kalangan profesional. 
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3.4 Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan 

Berdasarkan data kependudukan, sampai dengan bulan Desember 2008 

jumlah penduduk Kota Bau-Bau adalah sebanyak 127.743 jiwa, penduduk laki-laki 

~umlah 63.079 jiwa dan pendudukperempuan berjumlah 64.664 jiwa. 

Kecamatan Murllum yang merupakan pemekaran dari kecamatan Betoambari 

merupukan kecamatan yang teljladat penduduknya dibanding 5 (lima) kecamatan 

lainnyya dalam wilayah Kota Bau-Bau dengan tingkat kepadatan 6.523 jiwa!Km2. 

Hal ini disebabkan o!eh karena sejak belum dimekarkan wilayah ini menjadi tempat 

pernukiman sebagian besar penduduk Kota Bau-Bau. Saat ini kecamatan Murhum 

mencakupi II (sebelas) kelurahan terbanyak cakupan kelurahan dibanding kecamatan 

lainnya. Sampai akhir tahun 2007 jumlah penduduk Kola Bau-Bau mencapai 124.609 

jiwa dengan keragaman etnis yakni; Buton, Muna, Jawa, BugiSIMakassar, BaH dan 

Toraja. Dipandang dari aspek kes~arahan mulai dari sistem Kerajaan sampai 

Kesultanan Buton bahkan sampai terbentuk dan berkembang pesatnya pembangunan 

Kota Bau~Bau, struktur sosial yang beragam disertai keragaman etnis menjadi suatu 

kekuatan dan perekat serta sumber inspirasi dalam membangun Kota Bau-Bau 

kedepan. 

TabeL 3.2 Penduduk Kota Bau-Bau menurut 
Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2003-2007 

2004 58.469 120.502 

2005 58.781 121.180 

2006 57.027 122.339 

2007 61.395 124.609 

Kola Bau~Bau dalam A11gka 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



79 

Sebaliknya wilayah Kecamatan Sorawolio merupakan wilayah yang paling 

sedikit jumlah penduduknya disebabkan wilayah ini merupakan wilayah hunian 

penduduk yang berhasis pertanian dan perkebunan. Di wilayah ini terdapa! hutan 

lindung dimana terdapat sumber mata air bagi masyanilrnt Kota Bau~Bau. Selain itu, 

di wilayah ini terdapa! tempat batalyon TNI Kompi 725 sebagai pengamanan 

perbatasan dan penjagaan kawasan hutan. 

Kemudian wilayah kecamatan Bungi merupakan wilayah pertanian yang 

menjadi buffer stock ( penyangga stock ) bahan pangan bagi penduduk Kota Bau­

Bau. Areal pertanian/persawahan dan peteroakan di wilayah ini digerakkan oleh etnis 

Jawa., BaH. Bugis, Toraja dan relatif sedikit penduduk asli etnis Buton. Persebaran 

populasi penduduk dalam wilayah Kola Bau-Bau menurut kecamatan, yakni: 

TabeL 3.3 Penduduk Kota BauMBau menurut Kecamatan 
Tahun 2003-2007 

54.886 46.794 6.404 

47.057 6.440 

42.075 15.101 

42.830 15.378 

Dala. 

Sektor ketenagak:erjaan merupakan salah satu sektor penting bagi 

pembangunan ekonomi, khususnya dalam rangka meiihat daya serap tenaga kerja 

scktor-sektor dalam pembentukan PDRB. 

Dari jwnlah penduduk sebesar 124.609 jiwa, penduduk usia kerja (IS tabun 

keatas) sebanyuk 87.228 jiwa, meliputi angkatan ke!ja sebanyuk 51.701 jiwa dan 

bukan angkatan kerja 35.525 jiwa. Dari 51.701 jiwa angkatan kerja tersebut yang 

betul-betul bekeJja adalah sebanyak 45.694 jiwa dan yang sementara mencari 
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pekeijaan sebanyak 6.007 jiwa. Adapun persentase pekeija terhadap angkatan kerja 

sebesar 88,38 %, sedangkan tingkat pertisipasi angkatan keJja (TPAK) yang 

merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 

59,27%. 

Berdasarkan data BPS Kota Bau-Bau tahun 2008, banyaknya angkatan kerja 

pada tahun 2007 di Kota Bau-Bau adalah sebanyak 51.701 orang. Angka ini lebih 

tinggi II ,67% dibandingkan dengan tahun 2003 yang hnnya mencapai 46.307 orang. 

Untuk lebih jclasnya gambaran perkembangan ketenagakeljaan di Kota Bau-Bau. 

Tabel. 3.4 Perkembangan Angkatan Ketja dan Bukan Angkatan Keija 

di Kota Bau-Bau Berumur 15 Talmn Keatas, 2003- 2007 : 

I. 11,65% 

8,11% 

Mencari KeJja 
48,69% 

2. 
Angkatan 

15,67% 

Sekolah 
22,29% 

11,08% 

Pekerja Terhadap 
3. 91,28 88,38 

Angkatan 
4. (%) 62,05 59,27 
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Jika dilihat perbandingan usia kerja antara laki-laki dan perempuan, maka 

banyaknya usia kerja 1aki-1aki sebanyak 43.281 jiwa, dan usia kerja perempuan 

sebanyak 43.947 jiwa. 

Tabel. 3.5 Jum1ah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Ata.< 
Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Kota Bau-Bau Tabun 2007 

31.691 20.0!0 51.701 

Bekega 
28.841 16.853 45.694 

Kerja 2.850 3.157 6.007 

Angkatan Keg a 
1!.590 23.937 35.527 

Sekolah 
8.147 7.219 15.366 

Mengurus Rumah Tangga 
!.751 15.633 17.384 

Lainnya 1.692 1.085 2.777 

43.281 43.947 87.228 

Bot1-Bo.u 

Dilinjau dari lapangan kerja utama penduduk Kota Bau-Bau, dari sembilan 

sektor 1apangan usaha, temyata sektor perdagangan dan jasa rnempunyai andil 

terbesar dalam rnenampung tenaga ketja di kota Bau-Bau. Dari jumlah 45.694 orang 

dengan status bekerja, sebanyak 11.125 orang atau sekitar 24,35 persen bekerja 

discktor perdagangan, selanjutnya sektor jasa sebanyak 10.619 orang atau sekitar 

23,24 persen. Hal ini disebabkan karena di Kotn Ba.u-Bau sudah terdapat beberapa 

- ----------
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infrastruktur pendukung sektor perdagangan dan jasa seperti keberadaan pelabuhan " 

!aut yang berskala na.sianal dan bandar udara sehingga memungkinkan Jancam.ya 

distribusi barang dan jasa dari luar, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya beberapa 

sek1or lainnya. 

TabeL 3.6 Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekclja 
Menwut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Kota Bau-Bau, Tahun 2007 

6.208 3.743 9.951 

& Penggalian 
250 115 365 

1.082 1.912 2.994 

Gas &Air 
42 42 

3.619 3.619 

5.632 5.493 11.125 

& Komunikasi 
5.157 573 5.730 

332 917 1.249 

6.519 4.100 10.619 

Total 
28.841 16.853 45.694 

St~mber Bau-Bnu dalum 

----·--
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3.5 Ekonomi 

Kondisi ekonomi Kota Bau-Bau dapat dideskripsikan antara lain dengan 

mengamati perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur 

Perekonomian, pertumbuban ekonomi, pendapatan per kapita, dan perananan sektoral 

dalam pembentukan PDRB. 

a. Produk Domestlk Regional Bruto 

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ekonomi 

suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB dihitung Atas Dasar Harga (ADH) 

berlaku atau nominal dan PDRB ADH konstan atau riil. PDRB ADH berlaku 

digunakan untuk mengetabui perkembangan struktur ekonomi, sementara PDRB 

ADH konstan digunakan untuk mengetubui pertumbuban ekonomi dari tahun ke 

tubun. 

Nilai PDRB ADH berlaku Kola Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 

cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan ~-ebesar 22,07% 

per tahun. Pada !ahun 2003, nilai PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 603.976,09 juta, 

Rp. 712.724,27 juta pada tahun 2004, Rp. 892523,46 juta pada tahun 2005, Rp. 

1.058.543,49 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 

sebesar Rp. 1.338.292,31 juta. Pada sisi lain, nilai PDRB ADH konstan tahun 2000 

Kota Bau~Bau selama kurun waktu 2003-2007 juga cenderung rnenunjukkan 

peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan scbeser 7,5 0% per tahun, Pada tahun 

2003, nilal PDRB ADB sebesar Rp. 437.688,43 juta, Rp. 469.388,76 juta pada tahun 

2004, Rp. 506.601,04 juta pada tahun 2005, Rp. 543.827,41 juta pada tahun 2006 dan 

pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 584.436,80 juta. 

b. Struktur Ekonomi 

Untuk mendapatkan gambaran kcmajuan perekonomian suatu dacrah, antara 

lain dapat dilihul dari peran sektor-seklor yang membentuk PDRB. Ciri 

perekonomian kota selalu tercermin seberapa besar peran sektor sekunder dan tersier 

-~·······-
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didalam memberikan kontribusinya. Kota Bau-Bau nampak bahwa pecan sektor 

dimaksud memberikan peran yang lehih besar, 

PDRB Kota Bau-Bau tahun 2003-2007 pada umumnya didukung oleh 

peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2003, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran memberi konstribusi terhadap PDRB atas dasar 

harga berlaku sebesar 24,12%, tahuo 2004 sebesar 25,09%, tahun 2005 sebesar 

23,62o/o, tahun 2006 sebesar 23,46% dan tahun 2007 memberi kuntribusi sebesar 

21,88o/o. Pada sisi Jain, sektor jasa-jasa juga memberik:an kontribusi yang sama cukup 

s!gnifikan sebagai kontribusi yang diberikan oleb sektor perdaganga.n, hotel dan 

resto:ran selama kurun waktu 2003-2007. Hal inl menunjukkan bahwa perekonomian 

Kota Ba.u-Bau selama k.urun waktu 2003-2007 masih didominasi olch sektor-sektor 

yang masuk dalam kelompok sektor tersier. 

Tabel. 3.7 Distribusi PDRB Kota Bau-Bau ADH 
Berlaku Tahun 2003-2007 (Persen) 

:_!~d~J!'!f~ P~ngolahan 
_:__Lis_~~ .. g~ dan A~ Bersih 
- Konstruksi 
-- •• -- M •ooooooo•--·--·-

SEKTORTER_SlE:Rc~~ ·-

~~rd~.&-~~~!. Hotel dan Rest~~an ,_ _c::!.'::._---i--':.E:"'-.J. 
~C:.~$~~~tan d~}~om~_!c-~i .... _7 __ =::::. ....... :~=·-,_ . 
Keuanganl Perscwaan & Jasa 
P"_ru_s_ah_aan_. __ 
- Jasa-jasa 

PDRB 
Sumber: BPS Kola liau-Bau (2008), 

~~········~ 
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c. Pertumbuhan Ekonomi 

Selama kurun waktu 2004-2007, perekonornian Kota Bau-Bau menunjukkan 

perkembangan yang cukup dinamis yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi 

(year on year) rata-rata sebesar 7 ~50%. Angka ini adalah lebih tinggi dibandingkan 

iaju pertumbuhan ekonomi nasjona! yang hanya mencapai 6,000/o selamakurun waktu 

yang sama. 

Tingginya 1'\iu pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kola Bau-Bau 

tersebut adalah juga tidak terlepas dari kinetja sektor-sektor pembentuknya yang 

menga!ami pertumbuhan positif. Sek:tor keuangan. persewaan bangunan dan jasa 

perusahaan tercatat mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu sebesar 23,39%. 

Tingginya laju pertumbuhan sektor adalah tidak terlepas dari makin berkembang sub­

sek:tor keuangan dan lembaga keuangan lainnya. Salah satunya adalah beroperasinya 

Bank Mualamat, Bank Perkreditan Rakyat Keraton dan Bank Paain. Sektor list.rik, 

gas dan air bersih tcrcatat sebagai sektor kedua yang mengalami peningkatan 

tertinggi selama kurun waktu 2004-2007 dengan laju pertumbuhan sebesar 15,39%. 

Tabel. 3,8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau 
Menurut Sektor Tahun 2004-2007 

SEKTOR SEKUNDER 
---.~~;-;----
- Industri Pengolahan 

Gas 

.. J 
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'""··=:-----~ 
PDRB 
i 

12s,46 i zo,J2-J22,79 i 25,21 1 23,39 

r4:t4r6.49 1 6.s7J5.491 s.67 

,--c~,.- ····---· ~-::-~·_,· 17,24 [!-93-p)sL7~47 p:so 
Sumber: BPS Kota Bau-Bau (2008), PDRB Kota Bau.Bau Tatum 1007, diolah. 

;- Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 

·- Jasa-jasa 

d. Pendapatan Per Kaplta 

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakrmmm suatu daerah 

dapat dilibat dari besamya PDRB (pendapatan) per kapito. !ndikator ini sekaligus 

menunjukkan tingkat kemampuan rata-rata penduduk dalam membcli barang dan 

jasa 

Pendapatan per kapita Atas Dasar Harga (ADH) berlaku penduduk Kota Bau­

Bau selarna kurun waktu 2003-2007 menunjukkan kecenderungan yang meningkat 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,15% atau Rp. 7.567.786,63 per tahun. 

Apabila pada tahun 2003, pendapatan per kapita ADH berlaku banya sebesar Rp. 

5.166.560,51 atau Rp. 430.546,71 per bulan, rnaka pada tobun 2004 naik menjadi Rp. 

5.914.626,06 atau Rp. 492.885,51 per bulan. Pada tahun 2005, angka tersebut terns 

meningkat menjadi Rp. 7.365270,34 atau Rp. 721.045,27 per bulan, Rp. 

8.652.543,26 pada tobun 2006 atau Rp. 721.045,27 per bulan dan pada tahun 2007 

menjadi Rp. 10.739.932,99 atau Rp. 894.994,44 per bulan. 

Secara riil atau ADH konstan 2000, pendapatan per kapita Kota Bau-Bau 

tumbub sebesar 5,80% per tahun atau Rp. 4.19!.070,80 per tahun atau hanya Rp. 

349.255,90 per bulan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita riil masyarakat Kota 

Bau-Bau hanya sekitar 55,38% dari pendapatan per kapita nominalnya 

e. Kcuangan Daerah 

Kebijakan desentralisasi fiskal sesuai dcngan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

menunjukkan adanya Dana Perirnbangan yang merupakan bagian penerimaan daerah 

yang bcrsumber dari Pemcrintah Pusat Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Bagi 
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Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Sehingga tidak dikenal lagi Subsidi Perimbangan Keuangan untuk 

Pembayaraan Gaji Pegawai, Sumbangan, Ganjaran, dan bantuan pembangunan yang 

selama ini pengeloJaannya dituangk:an melalui Instruksi Presiden (Inpres) baik dalam 

bentuk Bantuan Umum (Block Grant) maupun bantuan kbusus (Spesific Grant), 

termasuk Dana Rutin Daerah (DRD) dan Dana Pembangunan Daerab (DPD) yang 

dikenal dalam tahun anggaran sebelumnya. 

Arab kehijakan yang ditetapkan pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal 

pengelolaan keuangun daerab meliputi 3 (tiga) kebijakan yaitu kebijakan dalam 

pendapatan daerah, belanja daernh dan pembiayaan daerah Peadapatan daerab yang 

merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuban belanja daerab 

diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumhuhan ekonomi yang akan 

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.. 

Disamping itu, perlu dihindari upaya peningkatan penerimaan dan retribusi daerah 

yang akan- menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan goncangan atau 

d.istorsi ekonomijangka pendek ruaupunjangka panjang. 

Penggunaan belanja atau pengeluaran daemb diharapkan dapat lebih 

diarahkan dalam mendukung peningkatan niJai tambah sektor-sektor ekonorni yang 

ak:an memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan 

penyerapan tenaga keJja sebagai upaya Wltuk turut meningkatkan pertuasan lapangan 

kelja guna menuronkan angka kemiskinan. Sektor-sektor yang dimak.sud antara lain 

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa (sektor pariwisata) dan sektor 

pertanian. Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas kebutuhan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan 

kesehatan, penanggulangan masaJah sosial, menjaga kelayakan fasllitas umum dan 

fasiHtas so.<rial. 

Pada sisi penenmaan pembiayaan daerah~ harus dapat mengoptimalkan 

alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi 

munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan teljadi. Disamping itu, perlu 

mulai dipertimbangkan untuk. mencarl sumber -sum her pembiayaan sesuai dengan 

I 
I 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dari sisi pengeluaran 

pembiayaan, harus dapat me:menuhi kewajiban angsuran utang pokok serta 

penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah 

yang dirniliki oleh Pemerintah Kota Bau-Bau. 

Angganm Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau dari tahun 

ke tahun terns memmjukkan peningkatan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan 

anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Bau-Bau. 

Pendapatan dan belanja Kota Bau-Bau pada tahun 2006 mengalami perkembangan 

yang eukup signifikuu dibandingkan dengan pariode-periode sebelumnya. Apabila 

pada tahun 2004 pendapatan Kota Bau-Bau hanya sebesar Rp. 145,652 milyar 

(20,44% dari PDRB nominal) dan Rp. 156,621 mi!yar (17,57% dari PDRB nominal) 

pada tahun 2005, pada tabun 2006 naik menjadi Rp. 259,866 milyar (25,36% dari 

PDRB nominal) atau naik sebes:lr 65,74%, tabun 2007 naik !llenjadi Rp 302.84 

mHyar atau naik sebesar 16,53 % dibandingkan dengan satu periode sebelumnya. 

Fenomena yang hampir sama juga teijadi pada kornponen belanja :atau 

pengeluaran, yaitu dari Rp.l60,694 milyar pada tahun 2004 (22,55% dari PDRB 

nominal) meningkat menjadi Rp.l78,67l milyar (20,02% dari PDRB nominal) pada 

tahun 2005 pada tabun 2006 menjadi Rp.279,511 milyar ('17,28% dari PDRB 

nominal) dan tahun 2007 naik menjadi Rp313,42 milyar atau naik sebesar 12,31 % 

dibandingkan dengan satu periode sebelumnya. Pada empat tahun terakhir (2003-

2007), anggaran belanja selalu lebih besar dihandingkan dengan pendapatan atau 

selama kurun waktu tersebut, APBD Kota Bau-Bau selalu defisiL 
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HASII. DAN ANALISA 

4.1. Hasil 

4.1.1 Kondisi Kemisklnan di Kota Bau-Bau 

a. Data Masyarakat Miskin 

Menurut data BPS Kota Bau-Bau, jumlah masyarakat miskln di 

Kota Bau-Bau dalam kurun waktu 2003-2008 mengalami pasang-surut 

alan fluk!uatif. Pada Tahun 2003 angka kemiskinan sebesar 19,08 persen 

(22.300 jiwa), sedangkan pada tahun 2004 menga1ami penurunan angka 

kemiskinan menjadi 18,34 persen (22.100 jiwa), penurunan angka 

kemiskinan juga te~adi pada tahun 2005 menjadi 17,58 persen (2 1.300 

jiwa). Namun) pada tabun 2006 angka kemiskinan mengalami kenalkan 

kembali menjadi 18,14 persen (22.600 jiwa), meskipun kemudian dapat 

ditekan kembali pada tahun 2007 dan tah.Wl 2008, yakei 18,14 pen;en 

(22.600 jiwa) di tahun 2007 dan 17,68 persen (22.200 jiwa di tahun 

2008). Namun, survei pada talmn 2008 belnm memperhitungkan 

dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 

2008. 

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk misk:in pada tahun 

2006 tcrjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menycbabkan 

naiknya harga berbagal barang sehingga inflasi mencapai I 7,95 persen 

selama periode Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk miskin 

yang tcrgolong tidak miskin namun penghasilannya bcrada disekitar 

garis kemiskinan ban}'flk yang bergeser posisinya menjadi miskin. 
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Tabel. 4.1 Data masyarakat Miskin Kota Bau-Bau 
Tahun 2003-2008 

·-·· 
2003 2004 2005 2006 2007 

-
Jumlah 

116.901 120.502 121.!80 122.339 124.609 
Penduduk 

·--··-···· 
Jumlah 

Penduduk 22.300 22.100 21.300 23,100 22,600 

Miskin 
' 

% Penduduk 
19,08 18.34 17,58 18,88 18,14 

Miskin 

Sumber, BPS Kola Bau~Bau 

90 

l 1008 l 
' 

127.743 

.,. 

22,500 

17,61 

Sementara, dengan indikator-indikator yang lebih dikembangkan, 

survei BKKBN untuk masyarakat miskin di Kota Bau-Bau memperlihatkan 

angka~angka yang cukup tinggi. BKKBN mengistilahkan masyarakat miskin 

dengan sebutan keluarga prn so;iahtera. Pada tahun 2002 masyarakat pra 

sejahtera di Kota Bau-Bau sebesar 21,27 persen, di tahun 2003 mengalami 

peningkatan menjadi 33,79 persen, dan di tahun 2007 masyarakat pra 

sejahtera naik menjadi 41,73 persen. 

b. Prom Kemiskinannya 

Menurut Sudjiton (Kepala BAPPEDA) kondisi kemiskinan makro di 

Kota Bau-Bau dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu ; {i) laju pertumbuhan 

ekonomi; (ii) kondisi sosial; dan {iii) peningk:atan kegiatan fisik lingkungan. 

Kondisi sosial ekonomi tampak dari pola hidup dan pekeijaan masyarakat 

yang dipcngaruhi oleh karakteristik wilayah, yang terbagi atas dua wilayah 

pesisir pantau (urban) dengan laju perkembangan ekonorni rclatif tinggi, 

sedangkan wilayah pedatarnan (ntra{) cenderung berpenghasilan rendah dan 

rniskin. 
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Sudjiton melanjutkan bahwa profil kemiskinan Kota Bau-Bau 

umumnya dapat dilihat dari 5 (lima) dimensi, yakni : (i) dimensi ekonomi: 

rnemberi gambaran pada aspek pekerjaan, penghasilan, s1mpanan, 

pengeluaran; (ii) dimensi sosial: menggambarkan aspek-aspek kesehatan, 

sikap hidup, pendidikan, kepedulian, perlindungan, tanggungan; (iii) dimensi 

fisik: menggambarkan aspek tempat tinggal (rumab) dan tingkungan fisik 

lainnya; (iv) dimensi asset: menggambarkan kepelikan, permodalan,; (v) 

dimensi politik: yang menggambarkan akses mendapatkan informasi, 

pengambilan keputusan. Adapun gambaran tentang kondisi keluarga miskin di 

Kota Bau-Bau dapat dilihat pada tabel berikut : 

a e. on lSI e uarga Tbi42K d""KI IS n I ota au- au M" ki d" K B B 
No Dimensi Asnek Kondisi 
I. Ekonomi Penghasilan Kurang dari Rp. 500.000,-

Pekerjaan Pengangguran 
Burub tani, buru bangunan 
Tukang Becak 
TukangKavu 
Penjual ikan keliling 
Tukang cuci 
Tukang sarnpab 
PRT 
Peeawai I Guru 
Tukang batu 
Tukang gali surnur 
Nelayan 
Pembuat gerabah 
Tukang tenun 
Penjual sayuran 
Penjual bakso 
Tukang bengkel 
Burub pelabuhan 
Petani rumput !aut 
Pekeria meubel 
Temak 

Simpanan Tidgk punya simpanan 
Kornpetensi Kurang memiliki ketrampilan 

kerja 
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2. Sosial 

Sikap hidup 

3. Fisik 

Pakalan 

5. Politik 

c. Pcnyebab Kemiskinan 

Filtar (Anggota Tim PKD) mengemukakan bahwa secara umum 

Pemerintah Kota Bau-Bau mengklasifikasi penyebab kerniskinan dalam dua 

bagian, yakni faktor internal dan faktor ekstemal. Lehih jeJasnya dalam 

pelaksanaan forum diskusi terarah yang diselenggarakan oleh Pcmerintah 
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Kota Bau-Bau dan kelompok masyarakat pemerhati 1ainnya, merumuskan 

akar penyebab kemiskinan di Kota Bau-Bau sebagaimana pada tabel berikut. 

Tabel. 4.3 Penyebab Kemiskinan di Kota Bau-Bau 

Dampak~bab4 Penyebab3 Penyebab2 Penyebab I 
-

Politik yang 

tidak membuka 

akses terbadap 

kaum rnlskin 

Kawn miskin 

kurang 

partisipasi 

Ekonomi yang 
Institusi 

tidak merniliak, pengambilan Personal a tau 
tidak ada keputusan individu yang 

kesempatan, Kebijakan yang tidak Lidak baik dan 

Kemiskinan !. tidak ada akses yang tidak mampu murnt karena 
i 

ke sumberdaya, oerpihak menerapkan masalah 

dsb nilai-nilai individu 

Sosial yang universal rnasyarakatnya 

segresif, 
kemanusiaan 

I marginalisasi • • 

i intenalisasi 

budaya miskin 

Fisik, 

lingkungan 

, kumuh, dan 

I ilegal, dsb 
.. --··· 
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4.1~2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau 

Masalah kemiskinan di Indonesia pada umunya dan di Kota Bau-Bau pada 

k:hususnya tercirikan pada kondisi fisik masyarakat miskin yang nyaris tidak memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan), 

tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, 

sanitasi, air bersih, dan transportasi), dan tidak adanya jarninan masa depan, karena 

tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. 

Pemerintah Keta Bau-Bau dalam upaya menanggulangi kemiskinan di periode 

2003-2008 telah melakukan berbagai macam pembangunan yang dapat memberikan 

nilai positif dalarn dinarnika sosial ekonomi kemasyarakatan di daerah. Penataan 

ruang kola dan pembenahan infrastruktur dasar merupakan beberapa laugkah penting 

yang telah dilakukan dalam periode 2003-2008. Khusus untuk penataan ruang kola, 

maka wilayah Bau-Bau dikelompekkan dalam beberapa Bagian Wilayah Kota 

(BWK), yakni sebagai berikut : 

Gambar. 4.1 Peta Pembagian Wilayah Kota Bau-Bau 
Sumber : lnkfokom Kota Bau-Bau 
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a. BWK I dengan fungsi utama pus at perdagangan dan j as a grosir skala 

regional dan kota. Dikembangkan dengan pusat di Wale. 

b. BWK JI dengan fungsi pendukung perdagangan dengan batas Sungai Bau­

Bau kearah barat sarnpai Kelurahan Bone·bone dengan pusat di Wamoo. 

c. BWK III dengan fungsi pusat pendidikan tinggi dan pemerintahan kota. 

Dikembangkan dengan pusat di Katobengke mencakup wilayah Lipu, Sulaa, 

Badia, dan Waborobo. 

d. BWK IV dengan fungsi pusat pennukiman kota dengan pusat pelayman di 

Waruruma dengan cakupan pelayanan sampai Lakologou diarah utara dan 

Kadolokatapi diaroh selatan. 

e. BWK V dengan fungsi pertanian tanaman pangan dan pengembangan pusat 

permukiman !rota. BCipusat di Liabulro mencakup selumb wilayah 

Kecamatan BungL 

f. BWK VI dengan fungsi utama pertanian hortikultura, perkebunan dan 

kehutanan dengan pusat di Kaisabu meliputi seluruh Kecamatan Sorawolio 

Gambar. 4.2 Pengembangan Laban Tidak Produktif menjadi Kawasan Perkantoran 
Sumber: Infokom Kota Bau-Bau 
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Gambar. 4.3 Kantor Walikota Bau~Bau yang Baru 
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau 
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Sedangkan untuk pembenahan infrastruktur dasar, dapat dilihat dengan 

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung di daerah. fnfrastruktur 

dasar yang di bangun dan dikembangkan dalam periode tahun 2003- 2008 antara lain 

: infraslruktur jalan dan angkutan darn!; bandara dan angkutan udarn; pelabuhan dan 

angkutan !aut; pasar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pelabuhan, bandara, 

ruang puhlik, infrastruktur pendidikan, kesebatan dan yang lainnya. 

a) !alan dan Angkutan Darat 

Perbaikan infrastruldur jalan dilakukan untuk mendukung aktifitas sosia1, 

ekonomi dan kemasyara.katan Kota Bau~Bau yang terus berkernbang secara dinamis 

dan jalan sebagai urat nadi perekonomian sangat menentukan. Pembangunan serta 

peningkatan infrastruktur transportasi dan perhubungan terus dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003~2008, yang diarahkan untuk 

meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pengguna jalan, juga untuk 

membuka daerah-daerah terisolasi dan kantong- kantong produksi, baik pertanian 
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maupun perikanan serta perkebunan dan basil hutan 1ainnya juga untuk membangun 

koneksitas antar wilayah perkotaan maupWl antar kota ditingkat regionaL 

Pada saat yang bersamaan pembukaan jalan baru juga ditujukan untuk 

membuka kawasan kawasan baru sebagal akses ekonomi dan sosial terus dilakukan 

sebagai konsekuensi logis dari peningkatan fungsi dan perkembangan Kota Bau­

Bau. sebagai pusat akumulasi kegiatan bagi daerah - daerah sekitamya. Pemerintah 

membuka jaringan ja[an pada kawasan-kawasan baru baik sebagai kawasan 

permukiman maupun sehagai kawasan pelayanan pemerintahan. Sementara itu 

upaya meningkatkan kualitas jalan terutama jaian arteri primer maupun sekunder 

sampai dengan jalan lingkungan, peningkatan dan pemeliharaan jalan akan terns 

dilakakan. Penanganan jalan dapat berupa perlrernsan, pengaspalan lasbutag 

(olaban aspal Buton) sampai denganjalan hotmiks terus dilakukan. Sampai tabun 

2007 panjang jalan di Kota Bau-Bau secara keseluruhan adalab 228,869 Km, yang 

terdiri dari jalan beraspal sepanjang 158,254 Km (69"A.) yaitu, permukaan hotmix 

18.4947 Km. Lasbutag 6,603 KM; Jalan kerikil 65,665 Km (29%) dan sisanya 

sepanjang 4,95 Km (2%) merupakan jalan lainnya. Dilihat dari kondisi jalan di 

Kota Bau-Bau, dalam kondisi baik sepanjang 182,669 Km, kondisi sadang 

sepanjang 24,000 Km, sepanjang 17,000 Km dalam kondisi rusak, serta 5,200 Km 

dalam kondisi rusak berat. 

Jenis PermtJkaan : 

· Aspal 62,076 96,178 158,254 

· Kerikil 65,665 65,665 

- Tanab 

- Tidak diperinci 4,950 4,950 

, Jumlab 62,076 166,793 228,869 
' Kondisi Jalan : 
-------------- -- ----- -- ---
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'- Baik 41,076 141,593 182,669 

- Sedang 10,500 13,5 24,000 

- Rusak 6,500 10,5 17,000 

- Rusak Berat 4,000 1,2 5,200 

Jumlah 62,076 166,793 228,869 

Kelas I alan : 

- Ke1as I 

/- Kelas II 
I 
i- Kelas III 
I 
I 

i -Ke1as ill A 

: - Kelas III B 
I 

I - Kelas III C 

: - Tidak diperinci 

Jumlah 
__J 

Sumber Data: BPS Kota Bau-Bau (2008), Kota Bau-Bau dalam Angko. 2008, diolah. 

Garnbar. 4.4 Salah Satu Ruas Jalan, Merupakan Urat Nadi Kegiatan Masyarakat 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Sebagai pusat akumulasi kegiatan perekonomian bagi daerah sekitamya, 

mobilitas penduduk Kota Bau-Bau sangat tinggi. Pada siang hari jumlah penduduk 

khususnya disekitar pusat- pusat perekonomian masyarakat seperti pasar, pusat 
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perbelanj aan bahkan melonjak 100 persen. Jumlah ini baru akan berk:urang secara 

otomatis setelah berakhirnya kegiatan di pusat-pusat perekonomian. Pembangunan 

infrastruktur angkutan darat di Kota Bau-Bau diarahkan kepada terciptanya rasa 

aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalanka.n aktifitasnya baik siang 

maupun di malam hari. 

Sarana angk:utan darat seperti kendaraan bermotor, selain berfungsi sebagai 

anglrutan penumpang juga digunakan sebagai anglrutan barong, baik barang 

. produksi pabrik maupun barong hasil produksi pertanian dan basil-basil lainnya, 

Jenis sarona anglrutan darat berupa kendaraan bermotor yang ada meliputi mobil 

penurnpang sebanyak 127 buah, mobil barang sebanyak 773 buah, mobil bus 

sebanyak 306 buah, dan sepeda motor sebanyak 8.293 buah. Selarna periode tahun 

2003-2007 Pemeriuseb Kota Bau-Bau Ielah membangnn dan meningkatkan sarana 

pendakung angkutan darat yakni; 5 traffic light, 1.235 rambu-rambu lalu lintas, 15 

halte, pagar pengaman jalan sepanjang 1.250 m2, jembatan Sukanaeo, serta 200 

papan nama jalan. Keadaan sarana pendukung angkutan darat di Kota Bau-Bau 

tahun 2003-2007, yaitu; 

Tabel. 4.5 Sarona pendakung Angkutan Darat di- Kota Bau-Bau 
Tahun 2003 -2007 

3. Pagar Pengarnan (m) 

4, Traflc 

6. Papan 

Sumber data: D;shub Kota Bau·Biltl (2008}, dialah 
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b) Bandara dan Anglrutan Udara 

Bandar Udara Betoambari akan menjadi altematif angkutan yang lebih cepat 

sebagai komplemen dari jenis-jenis model yang telah berkembang. Olen karena itu 

perencanaannya tidak dapat dilepaskan dati sistem transportasi secara keselurahan. 

Gambar. 4.5 Bandara Betoambari Kota Bau-Bau dan Fasiiitasnya 
Sumber ; Infokom Kota Bau-Bau 
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Detail pengembangan Bandara Betoambari Kota Bau-Bau : 

I. Runway, masih menggunakan runway eksisting ((1,050 x 23 m) dan 

pengembangan dilakukan kearah runway 04 atau arah timur. Dimensi landasan 

pacu diperpanjang menjadi L400 x 30m untuk tahap I dan tahap IL Sedanglren 

tahap III akan diperpanjang menjadi 1,650 x 30 m dengan Iebar strip L520 x 

150m (tahap I & tahap ll), 

2. Adapun untuk apron tetap menggunakan apron eksisling dengan luas 120 x 60 

m, dimana luas tersebut dapat menampung pergcrakan pesawat pada tahp I & 

tahap II (2 pesawat ATR-42~ Untuk tahap III diperluas menjadi 120 x 70 m 

guna menampungjenis pesawatATR-72, 

3. Terdapat satu exit taxiway dari taxiway eksistingdengan menambahkan dimensi 

menjadi 75 x 15m. 

4. Sirkulasi teknis dan penunjang dipisah dengan sirkulasi publik. 

5. Menambahkan koridor beratap pada bangunan terminaL 

6. Zona publik direlokasi ke arah timur dengan dengan pertimbangan kontur relatif 

datar (memudahkan arah pengembangan perencanaan blok plan sesuai fungsi 

masing-masing). 

7. Jalan masuk menggunakan jalan eksisting. 

Scmakin tingginya mobilitas masyarak:at Kota Bau-Bau temyata tidak culrup 

didukung hanya oleh sarana angkutan darat dan laut melainkan juga oleh sarana 

angkutan udara. Hal ini mencerminkan pola pikir yang mengedepankan efisiensi 

dan kecepatan pengambilan keputusan bagi enterpreniur di Kota Bau-Bau, 

disamping tentunya kemampuan Pemerintah Kota Bau-Bau melihat kebutuhan 

masa depan masyarakatnya: berupa prasarana udarn yakni pelabuhan udara. 

Pembangunan sarana dan prasarana angkutan udara diarahkan pada peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana angkutan udara yakni pelabuhan udara. Satu-satunya 

sarana pelabuhan udara yang ada di Kota Bau-Bau yang dapat disinggahi pesawat 

udara sebagai angkutan penumpang dan barang adalah pelabuhan udara Betoambari 

yang dapat menghubungkan Bau-Bau dan Makassar sebagai pe1abuhan transit. 
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Selama tahun 2007, kunjungan kapal udara yang datang melalui pelabuhan 

udru:a Betoambari sebanyak 47 kali dengan rata-rata jumlah penumpang datang 

sebanyak 50 orang dan rata-rata penumpang berangkat sebanyak 23 orang. Jum!ah 

!alu lintas bru:ang mela!ui pelabuhan udara Betoombari baru mencapai 250 kg untuk 

bongkar barang dan 270 kg untuk bongkar muaL Sedaugkan untuk bagasi, jumlah 

bongkar bagasi mencapai 540 kg dan muat bagasi sebanyak 500 kg. Masib kurang 

panjangnya landasan pacu bandara berimplikasi pada rendalmya rata-rata jumlah 

penumpang berangkat, sedangkan minat masyarakat Wituk. menggunakan sarana 

rersebut sangat besar bahkan barus menunggu daftar keberangkataa. Untuk itu, 

pada tahun 2007 telah dilakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana 

pelabuhan udara Betoambari antara lain study master plan bandara Betoambari, 

peningkatan landasan pacu bandara seluas 9.580 m2, pembangunan tower bandara 

seluas 102,4 m2, dan rehabi!itasi terminal bandara. 

Untuk meningkatk:an daya dukung sanma dan prasarana Bandara Betoambari 

Pemerintah Kota Bau-Ba.u juga telah menandatangani MoU dengan pihak PT 

Merpati Nusantara Airlines dan telah mulai beroperasi sejak: langgal 2 Oktober 

2007 layanan penerbangan Merpati dengan pesawat berkapasitas 56 lrursi dengan 

rute penerban.gan Baubau ~ Makassar 4 kali seminggu. 

c) Pelahuhan dan Angkutan Laut 

Menyikapi tuntutan kehutuhan pelayanan pada Pelabuhan Bau-Bau dalam 

rangka mendukung program jangka panjang untuk menjadikan Kota Bau-Bau 

sebagai Pintu Gerbang Ekonomi dan Pariwisata di Sulawesi Tenggara, maka 

Pelabuhan Bau-Bau akan terus dikembangkan secara berkesinambungan melalw 

peningkatan daya dukung sarana dan prasarana Pelahuhan. Kebutuhan dan fasilitas 

yang terkait dengan pembangunan pelabuhan akan dilakakan seeara bertahap 

berdasarkan kebutuhan menurut prak:iraan jumlah muatan dan penumpang 

sebagaimana usulan penanganan sebagai berikut. Rencana Pengernbangan 

Pelabuhan Murhum : 

• Pengembangan Pelabuban dan Reklamasi 

~ Pembangunan penahan dan pengikat talud 
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- Penambahan trestel dermaga 

~ Pengembangan Ruang Kawasan 

- Pembangunan terminal penumpang 

- Pembangunan gudang transit 

- Penambahan lapangan penumpukan peti kemas 

- Penambahan areal parkir dan pos penjagaan 

- Penambaban pagar pengaman 

- Penarnbaban jalan akses dan pengarnan 

- Pembangunan jembatan penghubung 

Posisi K.ota Bau-Bau yang strategis meropakan pintu gerbang pelayaran bagi 

kapal !aut yang berasal dan kawasan Barat ke kawasan Timur Indonesia. dan 

sebaliknya. Untuk mendukung aktivitas kepelabubanan Pemerintah Kota Bau-Bau 

mengarahkan pembangunan sarana transportasi Jaut pada upaya meningkatkan 

kualitas dan kuantitas berbagai sarana dan prasarana pendukungnya antara lain 

perluasan pelabuban murbum, pembangurum pelataran peti kemas, perluasan 

derrnaga speedlx;;at, pembangunan bebcrapa pelabuhan pendukung yakni di Sulaa 

sepanjang 6.642 M, pemecah ombak di Tarafu, pembangunan dermaga LJwuto 

seluas 118 M2. pernbangunan dermaga Wazneo seluas 5,217 M2, dennaga Kalia-lia 

seluas 307M2, dan peningkabm pelataran pelabuhan Lakologou. 
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Gambar. 4.6 Sarana Pelabuhan: Kapal PELNI, Kapal Cepa~ dan Kapal Fen 
Sumber: Infokom Kota Bau-Bau 
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Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Bau-Bau teiah selesai menyusun detail 

design Pelabuhan Peti Kemas Waramusio berlokasi di Kelural:um Kadolomoko 

Kecamatan Kokalukuna, semua itu ditujukan bagi tereiptanya kelancaran arus 

barnng bongkar dan muat, kenyamanan penurnpang yang na.ik maupun yang turun. 

Sepanjang tabun 2006 jumlab kunjungan kapal !aut di Pelabuhan Murhum Bau-Bau 

tercatat sabanyak 6.569 kunjungan dengan jumlah penumpang mencapal 414.231 

ornng. Sedangkan untuk volume bongkar barang mencapai 217.196.308 ton dan 

muat barang sebanyak 94.479.908 ton. Untuk penyeberangan kapal feny, tercatat 

sebanyak 1.960 kunjungan dengan jnmlab penumpang yang naik mencapai 147.349 

orang, darmaga Kalia-Lia .seluas 307 ml, dan rehabilitasi ruang tunggu dermaga 

speed boat 
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Tabel. 4.6 Sarana pendukung angkutan !aut di Kota Bau-Bau 

3. 

Pe!ataran peti kemas 

speeboat 

7. Kantor Karantina 

Sumber data ; Kola 

d) Ruang Publik (Pantai Kamali) 

1 I 

lOS 

I 

I 

I 

Kawasan public space (rek:lamasi pantai) adalah hasil penataan kawasan 

revitalisasi, meningkatnya aros penumpang dan ba.ra.ng di pelabuhan Bau-Bau, 

peningkatan lapangan usaha di sektor pedagang kaki lima serta kunmgnya obyek 

wisata diperkotaan juga merupakan salah satu sisi pengernbangan pantai kamali 

sebab ruang di perkotaan sudah sangat tcrbatas, sehingga dengan reklamasi pantai 

Bau-Bau sebagai wujud nyata pemerintah kota untuk menyelesaikan beberapa 

aspek pendukung dari hadimya revitaJisasi di Kota Bau-Bau. Secara kewilayahan 

Bau-Bau dikenal sebagai pintu gerbang (outlet) wilayah Sulawesi Tenggara melalui 

jalur transpartasi taut. 

Ruang terbuka dari hasil reklamasi pantai ini seluas 26.040 m2 yang berada 

dipesisir pantai Kola Bau-Bau (istnna ilmiab) sebagai obyek pendukung aktifitas 

wisata kot~ maka dengan k:ehadiran reklamasi ini peranan dan fungsi sebagai 

wujud nuansa atami nilai~nilai dari sejarah Kesultanan Buton dimas.a lalu. Ruang 

terbuka tersebut yang pemanfaatnya secara rutin terbagi beberapa kegiatan 

diantaranya 40% diperuntukkan bagi publik service tennasuk pedagang kaki lima 

dan 60% lainnya diperuntukkan bagi pendopo, Perparkiran, Kios Souvenir. Joging 
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Trak. WC Umum dan reklamasi kota lainnya seperti taman dan areal olahraga air. 

Serta berfungsi sebagai paru-paru kota. 

Kondisi Pantai Kamali Sekm:ang 

Gambar. 4.7 Pantai lokasi Kamali sebagai Titik Baru Sosial Elronomi 
Sumber: lnfolrom Kota Bau-Bau 

Saat ini ruang !en;ebut digunakan untuk kegiatan hibw-an kota. Diasumsikan 

bahwa jumlah pengunjung (sampai dengan rnalam hari) rata-rata 200 • 1000 

pengunjung setiap harinya. Dan jumlah terdapat pada saat hari libur, kegiatan artis 

atau pagelaran seni. Kawasan yang mudah dijangk3.U dari alun-alun kota. 

e) ln!iastruktur di Bidang Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam menlngkatkan 

k:ualitas sumberdaya manusia, bahkan kinerja pendidik.a.n yaitu gabungan angka 

partisipasi kasar ( APK ) jenjang pendidikan dasar sampai dengan usia dengan 

pendidikan tinggi dan angka rnelek huruf digunakan sebagai variabel dalam 

menghitung lndeks Pembangunan Manusia { IPM ) bersama-sarna dengan variabel 

kesehatan dan ekonomi. 

Pemerintah Kota Bau-Bau telah menjadikan isu pendidikan selain kesehatan 

sebagai isu utama yang priorita.o; dan stmtegis. Berbagai upaya telah dan akan terns 

dilakukan oleh Pcmerintah Kota Bau-Bau dalam rangka meoingkatkan taraf 

pendidikan masyarakat, balk meialui peningkatan akses masyarakat pada berbagai 
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jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai 

pendidikan menengah maupun melalui peningkatan kua1itas dan kuantitas tenaga 

didik. Pembangunan pendidikan di Kota Bau-Bau diarahkan pada kompetensi 

penguasaan teknologi informasi yang akan mempennudah akses infonnasi bagi 

siswa agar menjelajahi dunia maya ,mengeksplorasi sumberdaya pendldtkan, Untuk 

mendukung proses tersebut disetiap sekolah secara bertahap telah dilengkapi 

dengan komputer dan piranti lunaknya guna mewujadkan perpustakaan digital 

disetiap sekolah. 

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya gedwtg sekolah 

telah menunjukkan peningkatan yang pesat selama kurun waktu 2003 - 2007, 

yakni: 

Tabel. 4.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Gedung) 

Tahun 2003-2007 

SD/MIJSDLB 67 

SMPIMTs/SMPLB 22 25 

SMA/SMKIMA 16 19 21 21 

29 

22 

Salah satu indikator untuk menunjukkan kernajuan dibldang pendidikan 

adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Mumi (APM) Selama 

periode tahun 2003 - 2007 Pcmerlntah Kota Bau-Bau telah mcmbangun sejumJah 

lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMUISMK 

s:ampai dengan tahun 2007 jumlah TK yang merupakan sarana pendidikan anak usia 

dini telah mencapai 60 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 3011 orang. 

Diberbagai jenjang pendidikan telah menunjukk:an peningkatan yang cukup 

memadai. Lembaga pendidikan Anak usia dini (TK) pada tahun 2007 sebanyak 60 
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buah. Sedangkan jumlah siswa TK tahun 2007 sebanyak 3311 siswa. Angka 

Partisipasi PAUD Kota Bau-Bau pada tahun 2003 sebesar 44,32%, tahun 2004 

sebesar 41,17%, tahun 2005 sebesar 49,12 %, tahun 2006 scbcsar 50% dan tahun 

2007 sebesar 59,88 %. Perkembangan jumlah siswa TK tahun 2003-2007. 

Jumlah SDIMI pada tahun 2007 sebanyak 76 buah SDIMI melipuli 67 SD 

dan 7 Ml dan 2 SLB. Sedangkan jumtah siswa SDIMI mulai tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2007. 

Tabel. 4.8 Jumlah Siswa SDIMI/SLB Kota Bau-Bau 
-2007 

SD 
17.110 17.003 17.127 17.815 17.493 

Ml 
201 400 581 631 645 

17.311 17.403 17.708 18.446 18.138 

(tahtm 1008), diolah. 

Jumlah SMP/MTs pada tahun 2007 sebanyak 29 buah. Pada tahun 2007 

meliputi 21 SMP dan 7 MTs dan I SMPLB. Jumlah siswa SMPIMTs mulai tahun 

2003 sampai dengan tahun 2007. 

Tabel. 4.9 Jumlah Siswa SMP/MTs Kota Bau-Bau 

~ SiswaSMP 7.352 
7.006 7.234 7.342 7.091 

lviTs 485 368 346 458 394 

7.837 7374 7.580 7.800 7.485 

Sumber data : Din as Pe11dldikan 
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Angka Partisipasi Pendidikan SMP/MTs Kota Bau-Bau pada tahun 2003 

sebanyak 88,78 %, tahun 2004 sebanyak 83,96%, tahun 2005 sebanyak 94,77 %, 

tahun 2006 sebanyak 96,75 %, dan tahun 2007 sebanyak 98,73 %. 

Jumlah sekolah SMA/ SM"K/ MA pada tahun 2007 sebanyak 21 sekolah 

yang meliputi 10 SMA,3 MA, 1 SMLB dan 7 SMK. Jumlah siswa SMA! SMK/ 

MA!SMLB pada tahun 2003 sebanyak 9263 orang, tahun 2004 sebanyak 10.564 

ornng, tahun 2005 sebanyak 9.657 orang tahun 2006 sebanyak 9.464 orang dan 

tahun 2007 sebanyak 9.657 orang. 

Angka Partisipasi Pendidikan SMA! SM"K/ MA Kota Bau-Bau pada APK 

tahun 2003 sebanyak 65.48 , tahwt 2004 sebanyak 12!.80 %, tahun 2005 sebanyak 

108.09 %, tahun 2006 sebanyak 81,27 %. dan tahun 2007 sebanyak 78,96 %. 

Angka Partisipasi Mumi ( APM ) tahun 2003 sebanyak 89,70 % tahun 2004 

sebanyak 90,73 %,tahun 2005 sebanyak 77,18 %, tahun 2006 sebanyak 57,13 % 

dan tahun 2007 sebanyak 57,58%. 

Oambaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Mumi 

(APJV!) tingkat TK, SDIMIISDLB, SMPIMTsiSMPLB, SMA!SM"K/MA!SMALB di 

Kola Bau-Bau tahun 2004-2007 dan proyeksi tahun 2008, yaitu : 
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Tabel. 4.10 APK, APM disemua Tingkatan 

APK 

TK/SDIMIISDLB 
35,27 41!,35 40,66 41,27 41,88 

SMPIMfs/SMPLB 
33,96 94.77 96,75 97,09 97,67 

SMA/SMKIMA/SMALB 
121,80 108,09 81,27 78,96 79,07 

APM 

TK/SD/MYSDLB 
92,23 89,61 83,28 79,16 75,05 

SMP/Mfs/SMPLB 
62,15 71,01 74,17 65,99 70,02 

SMAISMK/MA/SMALB 
90,73 77,18 57,13 51,58 58,67 

Jumlah I_X!rguruan tinggi di Kota Bau-Bau sampai dengan tahun 2007 

sebanyak 6 (enam) perguruan tinggi masing-masing UN!DA Y AN, STAI, 

UN!SBUN, UMB, AMIK MILAN, AKPER, dan STIKES-IST BUTON. Sementara 

itu jumlah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi tersebut pada tahun 

2002/2003 sebanyak 131 orang, tahun 200312004 sebanyak 132 orang, tahun 

200412005 sebanyak 366 orang, tahun 2005/2006 sebanyak 1125 orang, dan tahun 

200612007 sebanyak 4403 orang. 

Pendidikan luar sekolah (PLS) sampai dengan tahun 2007 mengalarni 

peningkatan jumlah warga beiajar (WB) yaitu tahun 2003 sebanyak 20 onmg. tahun 

2004 sebanyak 80 orang, tahun 2005 sebanyak 80 orang tahun 2006 dan tahun 2007 

sebanyak 120 orang, Rincian masing~ma~ing Wajib Bdajar PLS, yaitu: 
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3. 

TabeL 4.11 Jumlah Warga Be1ajar PLS Kota Bau-Bau 
Tahun 2003 -2007 

40 40 
A 

WB Paket 
40 40 80 

B 

WB Paket 
20 20 

c 
80 80 120 

Sumber data : Difmas Kota Bau-Bmt 

Ill 

40 

40 

80 

Dari total APBD Kota Bau-Bau di Tahun 2007 Rp. 302.841.425.010 alokasi 

anggaran pendidkan sehesar 28 %. Peruntukan Belanja Tidak Langsung (belanja 

pegawai) 20% sedangkan Be1anja 1angsung (Belanja yang diperuntukkan bagi 

belanja Publik) hanya sebesar 8 persen. 

Mulai tahun 2008 Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan terobosan baru 

dibidang pendidikan yakni program pemberian makanan tambahan bagi sekitar 

30.000 anak sekolah diseluroh Kota Bau-Bau. Program ini dirnaksudkan tidak 

semata untuk pcningkatan gizi anak sekolah, akan tetapi bertujuan menambah 

jwnJah kalori/energi bagi anak sekolah, pcrtambahan kalori tersebut akan 

menambah prodktivitas bclajar dan akhirnya anak sekolah akan semalcin banyak 

menyerap informasi mengelolanya. sesuai kemampuan kognisinya. Dalarn jangka 

panjang program ini bertujuan menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang 

mampu bersaing di era global serta bisa berkontribusi pada pernbangunan daerah 

bangsa dan negarn. 

f) !nfrllstruktur di Bidang Kesehatan 

Pembangunan bidang kesehatan menjadi bagian penting dan prioritas 

pembangunan Pemerintah Kota Bau-Bau selain pendidikan dan peningkatan 
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ekonomi masyarakat. Upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

khususnya masyarakat miskin merupakan strategi utama yang diwujudkan dengan 

membangun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun 

puskesmas dan jaringannya, d.isertai peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga 

kesehatan. 

Selama kurun waktu 2003-2007, Pemerintah Kola Bau-Bau telah 

membangun berbagai sarana pelayanan kesehatan meliputi: 4 puskesmas 

perawatan, 12 puskesmas non perawatan, 17 puskesmas pembantu, yang didukung 

dengan menggerakkan 138 buah Posyandu, 15 unit puskesmas keliling serta 187 

orang tenaga medis dan paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota 

Bau-Bau dengan orientasi kuratif dan rehabilitatif. Sementara itu untuk kegiatan 

pengembangan kesehatan masyarakat didukung oleh 19 tenaga medis dan 232 

tenaga para medis di puskesmas danjaringannya. 

Tabel. 4.12 Perkembangan Ketersediaan Saran a dan Prasarana 
di 

RSU 
2 1 2 2 

2 3 

7 10 10 10 10 

4 4 9 12 15 

12 15 12 12 12 

3 4 6 8 10 

3 3 4 4 4 

Posyandu 
118 126 115 115 115 
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Dengan semakin meningkatnya kebututurn masyarnkat terhadap pelayanan 

kesehatan yang berl<ualitas, seiring dengan dinamika dan perkembangan 

masyarakat Kota Bau-Ba.u, maka sejak tahun 2003 Pemerintah Kota Bau~Bau 

secara bertahap telah memulai pembangunan RSUD Type B dengan luas areal ± 4 

HlL Rumah saki! ini akan dikemhangkan sebagai RSU Pusat Rujakan di Sultra 

setelab RSU Propinsi Kendari dan sudah beroperasi mulai Agustus tahun 2008. 

Dengan kapasitas 120 tempat tidur untuk pasien rawat inap, RSUD K.ota Bau-Bau 

Typa B secara bertahap akan dilengkapi dcngan fasilitas Gedung Bersalin, Gedung 

Perawa!an Umum, Gedung Perawatan Jiwa, Gedung Fisioterap~ Gedung Perawatan 

Anak, Gedung Perawatan VJP, Gedung Laundry/Oapur, Apotik, Gedung Operasi, 

ICU, Gedung lsolas~ UGD, Gedung Radiologi dan lain-lain. Fasilitas gedung 

sebagaimana disebutkan diatas akan dUengkapi secara bertahap pula dengan 

peralatan medis yang memenuhi standar dan kualifikasi. Sejalan dengau 

pembangunan RSUD Type B, Pemcrintah Kota Bau-Bau terns berupaya 

meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan kbususnya di RSIJD yang 

ditujukan bagi pemenuhan kebutuban pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan 

saja bagi masyarakat Kola Bau-Bau akan tetapi juga masyarnkat yang harasal dari 

daerab belakangnya. 

Gambar. 4.8 Dimensi Pengernbangan RSUD Palagirnata 
Sumbc:r: Infokom Kota BaumBau 

--~-
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Tabel. 4.13 Perkembangan Tenaga Kesehatan Di RSUD Kota Bau-Bau, 
Tahun 2003 - 2007 

Dokter Spesialis 
6 5 6 6 

Dolder Gigi 
2 2 2 2 

4 4 4 4 

Apotcker I I I I 

Srujana Kes. Masy.(SKM) . I I I 

Srujana 1 (SI) - I l 1 

Perawat ( D m) I 18 20 22 26 

>(Dlll) I 2 2 3 

Fisioterapis { D lll ) 
I I I 1 

;(Dill) I I I l I 

Radiolog ( D Ill ) . - 1 2 

s (D I) - - - I 

Anestesian ( D Ill ) ' 
2 2 3 2 I 

s(Dill) 2 2 3 4 

Perawat Gigi ( D III ) 
1 1 I I 

Pemban!u Paramedis l I I I 

Bidan II 14 16 !9 
' 

Asisten Apoteker ' 2 2 2 2 

1!4 

7 

2 

5 

I 

1 

2 

30 

4 

6 

1 

2 

I 

2 

4 

2 

I 

23 

2 
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Perawat Gigi I 
i 

2 2 2 2 ' l 

Perawat Kesehatan ( SPK) 
46 68 82 84 86 

Saniatrain ' ' 1 I I 1 3 

Jumlah 

I 102 121 165 176 187 

Sum her data . Rumah Saf..11 Umltm Doerah KC~ta 8lm~Bau (1()1)8), dio/ah. 

Selain menyelenggarakan upaya kesehatan yang betsifat lruratif dan 

rehabilitatif di RSUD Kota Bau-Bau, Pemerintah Kota Bau-Bau juga 

menyelenggarak:an upaya kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif di 

Puskesmas dan jaringannya, 

Tabei4J4 Perkembangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu 
di Kota Bau-Bau, - 2007 

Unt:uk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat 

melalui sarona dan prasarana yang telah tersedia, maka Pemerintah Kota Bau-Bau 

berupaya memenuhi kcbutuhan tenaga kesehatan baik dari segi kuaHtas maupun 

kuantitas yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah. Total 

APBD Kota Bau-Bau di Tahun 2007 yakni svbesar Rp. 302.841.425.010, alokasi 

anggaran untuk kesehatan dari total APBD tcrsebut sebesar 8 % dengan perbandingan 

belanja hmgsung 5 % dan belanja tidak langsung 3 %. 
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Amirul Tamim (Walikota Bau-Bau pada periode 2003-2008) dalam 

wawancara tanggal 16 April2009 mengemukakan bahwa : 

"pendekatan utama yang kita lakukan untuk menanggulangi kemiskinan di 

Kota Bau-Bau yaitu : (i) mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin; dan 

(ii) meningkatk:an pendapatan atau daya beli mereka/masyarakat miskin. Hal 

ini antara lain kita lakukan dengan melakukan penataan ruang dan 

memperbaik.i infrastruktur-infrastruktur dasar seperti jalan raya, jalan usaha 

tani, pelabuhan, bandar_a, pasar, sarana dan prasarana bagi para pedagang, 

sarana dan prasarana bagi pedagang pasar malam, Rumah Sakit, dan ruang­

ruang publik: baru, serta infrastruktur dasar lainnya. Semuanya itu nantinya 

k:ita harapkan dapat menjadi rangsangan untuk terciptanya titik:-titik ekonomi 

barn di masyarakat. Sebagai contoh misalnya perbaikan infrastruktur jalan 

raya, Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 melakukan 

perbaikan jalan raya diseluruh ruas jalan yang ada di Kota Bau-Bau, dan 

kesemuanya sebagian besar menggunakan aspal hotmix sebagai bahan baku 

jalan yang memiliki kualitas relatif cukup bagus dan dapat bertahan lebih 

lama Perbaikan jalan raya tidak hanya dilakukan pada jalan-jalan utama, 

nanwn pada jalan-jalan yang bukan utama dilakukan perbaikan dan dengan 

tetap menggunakan aspal hotmix sebagai bahan dasamya Bahkan, ruas-ruas 

jalan yang merupakan jalan propinsi dan pembiayaarmya semestinya dari 

APBD Pemerintah Propinsi juga kita lakukan perbaikan, hal ini kita lakukan 

karena mengingat banyaknya ruas jalan yang menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Propinsi, sehingga jalan-jalan propinsi hams secara bergilir untuk 

dianggarkan dalam APBD Propinsi, konsekuensinya adalah perbaikan jalan­

jalan propinsi terkadang hams menunggu dalam kurun waktu yang relatif 

cukup lama, sementara kondisi jalan-jalan tersebut kadang sudah sangat 

memprihatinkan dan disisi lain posisinya yang strategi, menjadi urat nadi 

dinamika sosial ekonomi masyarakat di daerah". 
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Menurut Amiru1, hasi1 yang dapat dilihat dari perbaikan infrastruktur jalan 

tersebut antara lain adalah titik~titik ekonomi baru mulai benmmculan dlsetiap ruas: 

jalan, tidak banya di jalan-jalan utarna, padajalan-jalan yang bukan utamapun titik­

titi.k ekonomi mulai bennunculan. Dengan baiknya infrastruktur jalan, malca aros lalu 

lintas semakin tinggi, baik di jalan-jalan utama maupun pada ruas jalan yang bukan 

utama. Arus lalu lintas yang sudak cukup tinggi dilalui pada jalan-jalan yang bukan 

jalan utama, mengakibaakan usaka-usaha kecil yang dilakukan masyanakat pun mulai 

bermunculan, mulai dari yang menjajakan makanan jadi sebagai produk yang 

ditawarkan. maupun yang menawarkan produk jasa 

Pada sisi lain, daJam wawancara yang sama Amirul melanjutkan 

penjelesannya dengan mengemukakan bahwa: 

"ketika kita melihat kondisi masyarakat kita, mak.a dapat dilihat bahwa 

sebahagian besar masyarakat kita di Kota Bau-Bau yang belum mendapatkan 

peketjaan tetap, rnemilih tukang ojek sebagai mata pencaharian mercka. Nah, 

pada saat infrastruktur jalan belwn dilakukan perbaikan. hampir setiap 

beberapa bulan para tukang ojek mengeluh baik karena kenyaman mereka 

dalam mencari nafkah terganggu. maupun karena pengetuaran mereka yang 

relatif tidak dapat ditekan akibat dari kondisi jalan yang kurang bagus, biaya 

itu dikeluarkan karena untuk melakukan perbaikan pada kendaraannya, akibat 

karena kerusakan keciJ, sedang, atau bahkan karena adanya kerusakan berat 

karena ruas jalan yang kurang baik. Peralatan-peralatan motor yang 

seharusnya dapat di gunakan sehuna beberapa tahun, namun karena medan 

jalan yang kurang baik, sehingga hanya dapat dimanfaatkan dalam beberapa 

bulan saja, belum lag! dengan resiko-resiko kecelakaan yang teljadi akibat 

kondisi jalan yang kurang baik tersebut, dan ketika kecelakaan itu terjadi pada 

mereka maka tentunya mereka akan mengeluarkan lagi biaya-biaya tambahan 

untuk pcrawatan~'. 
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yang tetap menggunakan aspal hotrnix 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Contoh lainya menurut Amirul adalah pembangunan Infrastruktur jalan usaha 

tani_ Pada beberapa waktu yang lalu, para petani menyewa buruh angkut untuk 

mengangkat hasH pertanian mereka ke sampjng jaian raya untuk kemudian diangkut 

guna dipasarkan, tidak sedlkit biaya yang merelca keluarkan untuk mengongkosi para 

buruh angkut ternebut. Saat ini, dengan ooanya jalan usaha tani yang langsung 

menuju area pertanian rnereka, sehingga biaya untuk buruh angkut sudah tidak 

dipemitungkan lagi, karena kendaraan pengangkut dapat se<ara langsung masuk 

da1arn area pertanian mereka. Hasitnya. disamping hiaya yang mereka keluarkan 

dapal berku.rang, harga jual hasH pertanian mereka dapat dikurangi akibat 

berkurangnya biaya-b!aya yang dikeluarkan, hal ini selain memberi keuntWJgan bagi 

mereka, juga memberi keuntungan bagi masyarakat secara umum. 

Selanjutnya menurut Amirul, strategi lain selain perbaikan infrastruktur dasar, 

yakni pendekatan~pendekatan yang langsung ditujukan pada fenomena kemiskinan, 

misalnya dengan memberadayakan masyarakat miskin. Dalant periodc 2003-3008 

Pemerintah Kota Bau-Bau menganggarkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) bagi 

usaha kecil guna memberikan duk:ungan modal bagi usaha-usaha ked!. Selain itu, 

program Pemberday:a.an Masyarakat di tingkat Kelurahan yang dimaksudkan untuk 
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meningkatkan pendapatan rnas:yarakat miskin di keiurahan, program ini digulirkan 

sejak tahun 2004 sampai tahun 2008, bahkan saat ini di tahun 2009 Pemerintah Kola 

masih menganggarkan pula program tersebut. 

Sementara itu, menurut Sudjiton (Kepala BAPPEDA Kota Bau-Bau periode 

2003-2008), mengemukak:an bahwa secara sistimatis strategi penanggulangan 

kemiskinan yaug dilakukan oleb Pemerinlah Kota Bau-Bau dalam periodesasi 2003-

2008 adalah : 

1) Memetakan tingkat kemiskinan masyarakat (ekonomi, sosial budaya, akses, dll) 

2) Mengubah mindset atau cara pandang masyarakat 

3) lntegrasi program 

Memetakan kemiskinan masyarakat yakni ; (i) miskin ekonomi: dengan 

indikator tingkat penghasilanlpenge1uaran perkapito, tingkat kesehatan dan gizi 

makanan, tingkat pcndidikan, kepadulian lingkungan, penggunaan ruang, dll; (ii) 

miskin politik/akscs terhadap kebijakan: dengan indikator tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengarnbilan keputusan politik yang menyangkut kehidupannya, 

ketersediaan sarana kelemllagaan guna ter1ibat secara langsung dalam proses politik; 

(iii) dimensi sosial budaya: dengan indikatornya anta:ra lain tingkat kebersamaan 

dalam menjalankan kehidupan bermasyaraka.t, tingkat kemampuan psikologi individu 

(ketidakberdayaan, ketidakmampuan berpendapat, ketergantungan, rasa malu, rasa 

hina), tingkat kriminalitas {lingkat keamanan dan ketertiban). 

Mengubah mindset atau cara pandang, yakni : {i) cara pandang masyarakat 

dari obyek pembangunaniperubahan menjadi subyek pembangunan., sehingga tingkat 

partisipasi masyarakat dapat meningkat; (H) cara pandang masyarakat dari daftar 

kelnginan dalam percncanaan pembangunanlperuhahan yang mercka rencana lakukan 

menjadi daftar kebutuhan, seh.ingga daya serap program meningkat; (iH) cara 

pandang agar lebih cerrlas dalam menentukan pi!ihan dan ska[a prioritas dalam 

kehidupan mereka. 

Jntegrasi program penanggulanga.n kemiskinan Kota Bau-Bau. yakni ; (i) 

Integrasi dokumen; (ii) integrasi pelaku : pemerintah, masyarakat, dan swasta. (iii) 
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lntegrasi prograrn/sumber pembiayaan APBN, APBD !, APBD Kota, BLN, 

Swadaya Masyarakat 

Sementara, FHtar (Anggota Tim Koordinasi Penanggutangan Kemiskinan di 

Kota Bau-Bau) mengemukakan bahwa penanggulangan kemisk:inan memerlukan 

penangananan yang komprehensif, multidimensi dan mendasar dengan pendekatan 

yang bertumpu pada peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh sehab itu, 

upaya penanganan kemiskinan penduduk di Kola Bau-Bau dilakukan seoara terpadu 

dan herlcelanjutan dengan menggambarkan berbagai program pemberdayaan. 

Kebijakan-kebijakan penunjang yang dilakukan dalam rangke 

penanggulangan kemiskinan di Kola Bau-Bau, antara lain adalah : 

a) Jdentifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menginventarisir kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan dari sctiap selctor~ baik yang dilakukan oleh 

pemerintah, swasta, maupun masyarakat. 

b) Sinkronisasi antar program saat ini dan progrnm yang akan datang 

Proses sinkronisasi diarahkan untuk menyelaraskan antar program yang ada 

disetiap instansi, serta antar program dari instansi pemda yang satu dengan 

instansi pemda lain11ya. 

c) Membagi peran antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat 

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintab 

saj~ akan tetapi harus dilakukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, 

dan swasta. Diantara ketiga kelompok ini harus dilakukan pernbagian peran 

yang seirnbang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun demikian, 

pembagian peran ini bukaniah sesuatu yang saling meniadakan, tetapi saling 

mendukung sehingga tercipta keljasama antar pe!aku. 

d) Penentuan kelompok sasaran dan perumusan sistem penyampaian 

Penentuan kelompok sasaran ditujukan agar kebijakan dan program yang 

diJakukan rnencapai tujuan secara tepat. Kemudian dirumuskan earn 

penyampaian kebijakan dan program kcpada kelompok sasaran yang telah 

ditentukan. 
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Adapun program-program sektoral penanggulangan kemisk:inan yang teiah 

dilaksanakan dalam kurun 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

a) Sektor lndustri 

l) Pembinaan teknologi tepat guna termasuk: teknologi kemasan hasif 

produk. 

2) Peningkatan kelrampilan k£tia malalui magang ke industri-industri luar 

duerah 

3) Bantuan peralatan produksi usaha dan alat-alat pertukangan 

4) Pemberian bantuan alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) bagi penduduk 

bermata pencaharian sebagai pengrajin tenun. 

5) Peningkatan kelrampilan pengolahan bijijarnbu mente. 

Garnbar. 4.10 Pembinaan teknologi kemasan hasil produk & 
pengoiahan biji jambu mente 

Sumber: Dinas UKM Kota Bau~Bau 

b) Sektor Pertanian 

I) lntensifikasi dan ekstensilikasi pert ani an 

2) Pengembangan areal pertanian (padi dan palawija) 

3) Pengembangan Holtikultura 

4) Peningkatan akses pada laban pertanian melalui pembukaan jalan usaha 

tani 

5) Pembcrian bantuan temak 

6) Peningkatan saran dan prasarana petani dan nelayan 
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7) Peningkatan teknologi pasca panen 

8) Bantuan bibit tanaman jangka panjang yang bemilai ekonomi bagi 

masyarakat petani berpindah~pindah. 

c) SekrorSumberdayaAirdan lrigasi 

1} Peningkatan saran a dan prasarana air bersih pad a kawasan-kawasan 

kurnub perkotaan dalam bentuk Hidran Umum, Terminal Air 

2) Perbalkan dan peningkatan saluran irigasi untuk meningkatkan produksi 

petani. 

d) SektorTenaga Kerja 

1) Pembinaan tenaga kerja produktif sesuai tuntutan lapangan kerja yang ada 

2) Pembukaan lapangan kerja baru dengan menumbubkan investasi baru 

e) Sektor Perdagangan dan Pengembangan Usaha Daerah 

I) Pernbangunan sarana dan prasarana perdagangan (pasar, kios, dan 

perlokoan) yang dapal dijangkau oleh pedagang kecil dan menengah 

2) Bantuan sarana usaha pedagang kaki lima dalam bentuk Gerobak dan 

tenda 

3) Ban!uan modal usabe 

Gambar, 4. ll Pembangunan sarana pedagang pasar malam 
Sumber: Dolrumentasi Pribadi 
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l) Sektor Pendidikan 

l) Pemberian bantuan study (bea siswa) bagi anak didik lrnrang mampu pada 

semua tingkatan 

2} Bantuan prasarana pendidikan (peralatan sekolab) bagi murrid kategori 

miskin (pemberian bulrn-buku pelajaran, a!at tuus) 

3) Rehabilitasi, Penambahan ruang kelas ham pada sekolah yang padat 

jumiah muridnya 

g) Sektor Kesehatan, Kes«jahteraan Sosia!, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 

I) Pelayanan kesehatan murah dan tetiangkau bagi masyarakat miskin dalam 

bentuk pemberian obat-ohatan dan makanan tambahan 

2) Perbaikan gizi bagi anak-anak serta balita. 

3) Pembinaau anakjalanan dan anak terlantar melalui rumah singgab 

4) Bantuan bagi penyandang cacat dalam bentuk pembinaan ketrampilan 

disertai bantuan peralatan kerja dan bantuan modal usaha.. 

5) Bantuan untuk lanjut usia pra sejahtera 

6) Bantuan modal kelompok usaha wanita kurang mampu (janda) sesuai 

kelompok usaba produksi 

h) Sektor Perumahan dan Pennnkiman 

I) Pembangw:um perumahan bagi warga eksodus dan warga Jokal yang 

berkategori k:urang mampu dalam satu k:awasan tertentu dalam bentuk 

program ALADIN (Atap Lantai dan Dinding) 

2) Perbaikan Hngkungan pennukiman kumuh melalui pembangunan MCK. 

jalan setapak, drainase serta kehutuhan air bersih. 
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dari dana bergulir PPMK 

Surnber : Dokumenatsi Pribadi 
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Sementara, La Ode Abdul M\Ulafi (Pimpinan DPRD Periode 2003-2008) 

mengemukakan : 

"strategi penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan dalam periode 2003-

2008 tidak hanya kita amhkan pada pembangunan infrastruktur saja, akan 

tetapi program-program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin 

juga senantiasa kita anggarkan dalam kurun waktu tersebut, meskipun juga 

barns k:ita akui bahwa program-program pemberdayaan yang kita lak.ukan 

lersebut belum memperlihatkan basil yang optimal, terkadang masih 

melenceng dari konsep dasamya, ada persoalan pada tataran pelaksanaannya. 

Pada sisi Iainnya, konsentrasi kita masih lebih didominasi pada program­

program yang sifutnya pembangunan flsik, dengan mengabaikan 

pembangWlan yang sifatnya non-fisik, padahal pembangunan non-fisik 

sebenamya tidak kalah urgennya. Hal ini dapat kita lihat tidak hanya teljadi 

pada program-program yang direncanakan oleh pemerintah, namun pada 

program-program yang diusulkan, direocanakan, dan dilaksanakan oleh 

masyarakat pun lebih diwarnai dcngan program-program dan kegiatan yang 

sifatnya pembangunan fisik, bahkan kadang tidak prioritas'!. 
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Hal senada, juga diungkapkan oleh Aziana (Perwakilan JPKP llau-

llau/Buton), seperti yang diungkapkannya berikut : 

"harus kita mengerti. bahwa banyak: program yang direncanakan untuk 

menangani kemiskinan belwn dapat menjamin kalau kemiskinan itu dapat 

teratasi, variabellain yang cukup penting adalah bagaimana implementasi dan 

tindak lal\iut dari program yang direncanakan tersebut, dan kedua unsur inilah 

yang selalu kita ketolongan dilapangan, seringkali pada tatlll1lll implementasi 

progmm yang dilakukan melenceng dari konsep dasar yang telab dirumuskan, 

sebagai contoh Progmm Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang diperuntukan bagi 

usaha kecil dan pedagang kaki lima yang membutuhkan dukuogan modal, 

na.mun realitasnya tidak sedikit dana-dana untuk dukungan permodaian 

tersebut didapatkan oleh mereka-mereka yang belum memiliki usaha 

produktif yang potensial. hanya karena memiliki hubungan-hubungan dengan 

pengelola program". 

Sementara itu, salah seorang masyarakat yang tidak ingin dtsebutknn 

namanya, mengemukakan beberapa hal sebagai berikut: 

"memang pemerintah Kota kita melalui Dinas Perindustrian. Perdagangan, 

Koprasi dan UKM Ielah menggulirkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) 

bagi para usaba kecil dan pedagang-pedagang kaki lima, hanya saja terkadang 

yang rnendapatkan dana bergulir tersebut belum tepat sasaran, sehingga tidak: 

usaha kita heran ketika adanya kredit rnacet dalam program PEK tersebut. Hal 

itu dapat terjadi karena; pertama, pihak pengelola tidak merniliki mekanisme 

yang baik dahnn menyalurkan, sernestinya yang herhak mendapatkan adalah 

yang telah memiliki usaha potensial dan hanya karena kendala pemmdalan 

sehingga perlu disentuh dengan bantuan modal tersebut; kedua, masih banyak 

kepentingan-kepentingan Jain yang ikut masuk dalam pengelolaan dana 

tersebut, sehingga terkadang tidak: memiliki usaha potensial akan tetapi dapat 

memperoleh dana hanya karena rekomendasi dari kelompok tertentu, 

termasuk salah satunya dari para legislator kila". 
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ArifTasila (Koordinator Asosiasi Lembaga Pemberdayaan MasyarakatfLPM 

Se Kota Bau-Bau) mengemukakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota dalam menanggulangi kemiskinan di daerah rnasih menggurakan pendekatan­

pendekatan yang sifatnya gener!!l, sehingga terkadang pendekatan yang di gunakan 

tidak tepat dengan kondisi v.1layah yang rnenjadi sasaran program, sehingga akan 

lebih baik dan efektif ketika penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan budaya masyarakat lokal setempat 

Sedangkan menurut Sukri (Direktur LSM Sintesa Bau-Bau!Buton), 

mengungkapkan sebagai berikut : 

"penanggulangan kemiskinan yang digalakkan di Kota Bau-Bau belum 

menjawab masa1ah kemisk:inan politik secara subtansi, yak:ni kemisk.inan 

partisipasi masyarakat mi'ikin dalam jalanya pembangW13Il, program-program 

yang digulirkan oieh pemerintab untuk menjawab kemiskinan politik 

masyarakat miskin belum sampai pada sasacan yang sesungguhnya, maslh 

terekspJoitasi oleh kepentingan-kepentingan kelornpok tertentu yang membuat 

bias pencapaian tujuan utama~'. 

Demikian pula dengan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman (Univ. 

Muhammadiyah Buton/UMB), yang mengatakan bahwa: '1Musrembang yang selama 

ini dilakukan sama sekali belum efektit: bahkan hanya merupakan kegiatan 

pemborosan anggaran,. karena musrernbang yang idealnya menjadi media partisipasi 

masyarakat untuk menencanakan pembangunan, namun realitasnya wadah ini hanya 

meojadi kegiatan forrnalitas belaka". 

Semen tam, Harpalani (Kotua Forum Komunikasi Karang T aruna Se Kota 

Bau-Bau) mengrmukakan bahwa penanggulangan kemiskinan yang digalakkan 

belum membangkitkan swadaya masyarakat yang maksimal, saat inl yang terlihat di 

masyamkat adalah semangat lcebcrsamaan, kekeluargaan dan rasa persaudaraan 

sesama masyarakat sudah mulai luntur, kepekaan masyarakat kita terhadap kondisi 

sosial masyarakat disekitarnya juga telah memudar, sehingga pemerintah juga harus 
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intropeksi diri bahwa mungkin pendekatan yang dilakukan selama ini ada yang harus 

diluruskan, yakni dengan tidak selamanya melakukan pendekatan proyek peda 

program-program pemberdayaan rnasyarakat. 

4.3. Program dan Kcbijakan Penanganan Masyarakat Miskin di Tingkat 

Kelurahan 

Amiru1 Tamim (Walikota Bau-Bau l;'eriode 2003-2008) mernberikan 

penje1asan tentang peoanganan masyarakat mlskin di tingkat kelurahan, dalam suatu 

wawancara tangga116 April2009 sebagai berikut: 

''untuk penanganan masyarala>t miskin di tingkat lrelurahan, dalam periode 

tahun 2004-2008 kita telah menganggarkan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa!Kelurahan (PPMDK) yang kemudian berubah nama pada 

tabun 2005 menjadi Program Pemberdayaa:n Masyarakat Keluraha:n (PPMK). 

Pada tahun 2004 dan talltln 2005 kita anggarkan dalarn APBD Kota sebesar 

27.500.000,- juta untuk setiap kelurahan, kemudian pada tabun 2006 dan 

2007 kita tingkatkan menjadi 33,150,000,- untuk setiap ke1urahan. Pada tabun 

berikutnya, yakni tabun 20ll7 dan 2008 kita tingkatkan kembali anggarannya 

menjadi 50.000.000 per kelurahan. Program kita lakukan di samping untuk: 

meningkatkan penghasilan masyarakat miskin, pada sisi lainnya kita harapkan 

pt!la dapat rneningkatkan partisipasi mereka dalam proses pcmbangunan, baik 

dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam proses pengawasannya. 

Disamplng itu kegiatan ini kita harapkan pula dapat rneningkatkan 

kemandirian masyarakat kita dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan di tingkat lokal kelurahannya masing-rna."lling, serta dapat 

meningkatkan daya dukung Pernerintah Daerah dahun pengembangan 

perencanaan partisipatif oteh masyarakat lokal. sehingga nantinya dapat 

menlngkatkan kecerdasan masyarakat kita, dan mereka dapat berpikir seca.ra 

rasional untuk melakukan pembangunan di wilayahnya masing-rnasing"'. 
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Sementarn, menurut Jufii (Pejabat BPM yang bertanggung jawab secara 

Tekhnis pada Pelaksanaan PPMK) kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

sarana dan prasarana kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan 

potensi dan daya dukung wilayah masing-masing keluraban. Lebih lanjut menurut 

Jufii, dalam 5 tahun pelaksanaan progmm PPM!<. sebahagian besar diperuntukkan 

untuk pembungunan fisik, yakni seperti : sumur, jalan setapak, dminase, posyandu, 

gedung TK, dll. Khusus di tahun 2007 dan 2008 pembagian anggaran program 

disetiap keluraban sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alokasi penggunaan sebagai 

berikut: 

a) Dana kegiatan atau progmm dibidang fisik Rp. 20.000.000,· 

b) Dana kegiatan bantuan mpdal usaha bagi kelompok usaha kecil dalam rangka 

peningkatan pendapatan dan pengentasan kemislcirnm sebesar Rp.20.000.000,-

c) Dana bantuan untuk pengernbangan kegiatan Remaja Masjld sebesar Rp. 

2.500.000,-

d) Dana bantuan untuk pengembangan k:egiatan kepemudaan melalui karang 

taruna sebesar Rp. 2.500.000,· 

e) Dana bantuan untuk operasional pelaksanaan tingkat kelurahan Rp. 5.000.000,­

yang ternagi : 

1) IntensifTim Pelaksana PPMK tingkat kelurahan Rp. 4.400.000,-

2) Administrasi dan pelaporan Rp. 600.000, • 

Jufii kemudian melanjutk:an penjeiasan lentang pelaksanaan tekhnis program 

PPMK sebagai berikut : 

"penerirna dana PPMK adalah masyarakat kdurahan yang paling 

membutuhkan dan dianggap prioritas dengan Tim Pelaksana Kegiatan adalah 

pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 3 orang yang 

ditetapkan melalui rapat musyawarnh pengurus LPM pada masing-masing 

kelurahan Pelaksana PPMK adalah pengurus LPM yang mempunyai waktu 

untuk mengurus kegiatan PPMK Penyaluran dana dilakukan melalui Bank 

Pembangunan Daerah yang direkomendasikan oleh Kepala Sekretariat 
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Program dan telah disetujui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bau-Bau sebagai penanggung jawab program. penyaluran dana terdiri 

dari I tahap pencairan yaitu I 00 %. Penentuan kegiatan yang akan didanai 

oleh program ini direncanakan secara partisipatif oleh Masyarakat kelurahan 

dalam musyawarah didampingi oieh Fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Kota Bau-Bau dan petugas dari sckretariat Kecamatan dan Kota, Bidang 

kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat adalah diarahkan untuk 

pembanguna.n sarana da;t prasarana fisik yang dapat menwtjang kegiatan 

ekonomi dan atau peningkatan kegiatan kualitas hidup masyarakat dengan 

mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik tahunan ma:upun 

Jima tahunan". 

La Pent, salah seorang Lurah di Kota Bau-Bau merasa sangat terbantu 

masyarakatnya dengan adanya kegiatan PPMK tersebut, sebagaimana dalam 

ungkapannya sehagai berikut : 

"kegiatan PPMK cukup membantu kami dalam melakukan perbaikan sarana 

dan prasarana yang ada di kelurahan, ada beberapa program yang dianggap 

penting dan diusulkan dalam Musrenhang, namun tidak teranggarkan karena 

keterbatasan anggaran, sehingga dengan adanya kegiatan PPMK beberapa 

usulan yang tidak terakumodasi dan hal itu k:ita anggap penting, maka dapat 

dilaksanakan melalui kegiatan PPMK, apalagi dengan adanya pula program 

penanggu!angan kemisk:inan di perkotaan (P2KP), sehingga saling bersinergi 

untuk: menangani masyarakat rniskin di tingkat kelurahan, meskipWl mas:ib. 

adanya beberapa kendala yang terlihat, namun secara umum ada nilai positif 

yang dapat diambil dari kegiatan PPMK. tersebut, secara jujur anggaran 

PPMK reiatif masih kurang, namun ada hal lain yang menjadi moda1 kita, 

yaitu karena yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program itu 

adalah masyarakat sendiri, sehlngga ada dukungan-dukungan lainnya yang 

datang dari masyarakat sendiri, baik dukungan itu berupa materi ataupun 

dalam bentuk dukungan lainnya seperti tenaga, ada beberapa k.egiatan yang 
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semestinya membutuhkan anggaran yang lebih besar, dan tidak mungkin 

terlaksana dengan anggaran yang ada, namun karena masyarakat sendiri yang 

meiaksanakan sehingga biaya-biaya selama pelak:sanaan kegiatan dapat 

diminimalisir. 

Gambar. 4.12 Gcdung TK sebagai salab satu kegiatan fisik PPMK 
Sumber : Dokumentasi Prlbadi 

Menurut Jufri) selain kegiatan fistk, PPMK juga melayani permohonan 

pinjaman dana bergulir bagt kelompok usaha kecil yang te[ah menekuni usaha dan 

mempunyai keinginan untuk menarnbah volume usaha. bantuan modal di adakan 

pcda PPMK tabun 2007 dan 2008. Peserta yang masuk dalam pelayanan pinjaman 

dana bergulir adalah perorangan yang tergabung dalarn kelompok yang mempunyai 

pengurus kelompok yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara, selebihnya 

adalah anggota. Jumlah pinjaman dalam kegiatan ini per orang maksimal sampai Rp. 

750.000,-

Sementara, Harsono Wibowo (Fasilitator Kecamatan) mengungkapkan bahwa 

hams diakui bahwa untuk dana bergu11r tahun 2007 dan 2008 hampir semua 

kelurahan mengahuni kemandekan, dana tidak bergulir sebagairnana yang 

diharapkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yakni ; (i) kesadaran masyarakat 

penerima dana bcrgu1ir yang belum sepenuhnya bertanggungjawab, schingga ketika 
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fasi1itator pendamping tidak ke lapangan untuk mempertanyakan pengengmbalian 

dana, maka pembayaran angsuran tidak dilakukan; (ii) katerbatasan tenaga dan waktu 

ke!ja para fasilitator, sehlngga tidak dapat meJakukakan pemantauan dan pengawasan 

secara keseluruhan dalam waktu setahun penuh, akibat honor dan operasional 

fasilitator yang disiapkan hanya selama 7 bulan kelja. 

Gambar. 4.J4 pengrajin tenun yang mendapatkan dana bergulir dari PPMK. 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Marzuki (salab seorang tim pelakaana PPMK di Kelurahan), mengemukakan 

babwa kbusus kegiatan fisik, pelaksanaannya dilakukan seperti model padat karya, 

y.akni dengan mengamhil tenaga kexja dari kalangan masyarakat miskin di kelurahan 

setempat. hal ini dimaksudkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat rniskin 

melalui penyediaan lapangan kerja bagi mereka. Meskipun, hal ini dipertanyakan 

olcb anggota masyarakat 1ainnya, Arianto (salah seorang ketua RT I Masyarakat) 

mengemukakan bahwa model rekntitmen tenaga keJja terkadang tidak secara terbuka 

disampaikan kepadtf masyarakat, akan tetapi para pengurus program hanya 

melakukan rekn,itmen secara tertutup, sehingga unsur KKN dapat terjadi 

dipelaksanaan kegiatan tersebut. Para tenaga kerja yang direkrut adalah mereka­

mereka yang memiliki kedekatan dengan para tim pelaksana program di kelurahan, 

konsekuensinya adalah sasaran utama yakni masyarakat miskin dengan skala 

prioritas terkadang terabaikan. 
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Toni (salah seornng masyarakat) mengemukakan bahwa pengelolaan kegiatan 

PPMK di kelurnban masih jauh dari sikap tnmsparan, karena kegiatan ini masih 

dimanfaatkan oleb elit-elit yang ada di tingkat kelurahan, apalagi yang 

merekomendasikan pengnrus PPMK kelurahan adalah pengarus LPM yang notabene 

merupakan perwakilan elit masyarakatltokoh masyarakat di kelurahan, unsur 

masyarakat miskin terlupakan, sehingga pendehatan hanya beskisar diseputaran 

kepentingan mereka dan menafikan apa yang menjadi subtansi dari pelaksanaan 

program yakni penanggalangan masyarakat miskin yang ada di kelurahan 

Hal senada, juga di kemukakan oleh Nurhayati (anggota masyarakat lainnyal 

ketua RT), yang mengemukakan bahwa terkadang pembahasan program dan 

sosiaiisasi program tidak melibatkan secara keseluruhan unsur-unsur masyarakat, 

misalnya RT dan RW atau kelompok masyarakat lainnya, pembahasan hanya 

dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan lain dari kegiatan program 

tersebut. Hal ini tidak hanya terj adi pad a pelaksanaan kegiatan fisik, dalam 

penyaluran dana bergulir demikian pula adanya, masyarakat hanya mendengar bahwa 

temyata ada dana bergulir yang di salurkan di masyarakst. 

La Ode Abdul Munafi (Pirnpinan DPRD Periode 2003-2008) memberikan 

penjelasan tentang keberadaan kegiatan PPMK sebagai berikut : 

"harus lcita akui kalau masih ada sedikit persoalan dalarn lataran pelaksanaan 

kegiatan PPMK. hat ini terjadi di karenakan beberapa hal, antara lain ; 

pertama. pemahaman masyarakat kita yang tidak paripuma tentang subtansi 

dari peJaksanaan program tersebut, sehingga kadang pelaksanaan program 

melenceng dari konsep dasarnya, hal ini mungkin saja terjadi akibat 

sosialisasi tentang keberadaan program yang tidal<: maksimal; yang kedua, 

adalah kendala sosiologis, yakni mentalitas masyarakat kita. khususnya 

mereka-mereka yang dipercayakan lillhlk mengelola pdaksanaan program di 

di tingkat kelurahan.; dan kendala lainnya, yaitu persoalan sumber daya 

masyarakat miskin kita itu sendiri. yang belum cerdas dalam melihat 

kebutuhan dengan skala prioritas, sehingga kadang masih kurang tepat da\am 

menentukan kegiatan-kcgiatan yang rnesti ditindaklanjuti, kita masih 
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menjumpai beberapa kegiatan fisik yang kami nilai tidak: terlalu relevan 

dengan subt.ansi program, misalnya saja pembangunan pagar kantor 

keJurahan, padahal yang seperti ini ada pos anggaranya terscndiri, mungk.in 

pada kebijakan yang lain.". 

4.4. Analisis 

4.4.1 Gambaran Kondisi Kemiskinan di Kota Bau-Bau 

Kota Bau-Bau sebagai salah sa~ daerah pemekaran baru di propinsi 

Sulawesi Tenggara, memperlihatkan perkernbangan yang culrup balk pada 

periodesasi 2003-2008 dalam upaya melakukan percepatan-percepatan 

pernbangunan di daerabnya. 

Selama kw-un waktu 2004-2007, perekonomian Kota Bau-Bau 

menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis yang ditandai dengan laju 

pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 ,500/o. Angka in.i adalah lebih tinggi 

dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,000/o 

selama kurun waktu yang sama. 

Sementara itu, pendapatan per kapita Atas Dasar Harga (ADH) berlaku 

penduduk Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan 

kecenderungan yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20, 15% 

atau Rp. 7.567.786,63 per tahun. Apabila pada tabun 2003, pendapatan per 

kapita ADH berlaku hanya sebesar Rp. 5.166.560,51 atau Rp. 430.546,71 per 

bulan, maka pada tabun 2004 naik menjadi Rp. 5.914.626,06 atau Rp. 

492.885,5! per bulan. Pada tabun 2005, angka tersebutterus meningkat menjadi 

Rp. 7.365.270,34 atau Rp. 721.045,27 per bulan, Rp. 8.652.543,26 pada tabun 

2006 atau Rp. 721.045,27 per bulan dan pada tabun 2007 menjadi Rp. 

10.739.932,99 atau Rp. 894.994,44 per bulan. 

Secara riil atau ADH konstan 2000, pendapatan per kapita Kota Bau­

Bau tumbuh scbesar 5,800/o per tahun atau Rp. 4.191.070,80 per tahun atau 

hanya Rp. 349.255,90 per bulan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita riil 

masyarakat Kota Bau-Bau hanya sekitar 55,38% dari pendapatan per kapita 
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nominalnya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator 

lain untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode 

tertentu pun memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Nilai PDRB 

ADH berlaku Kota Bau-Bau selama kurun wak\u 2003-2007 cenderung 

menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,07% per 

taboo. Pada tabuo 2003, rulai PDRB ADH berluku sebesar R.p. 603.976,09 juta, 

Rp. 712.724,27 juta pada tabun2004, Rp. 892.523,46 juta pada tabun2005, Rp. 

1.058.543,49 juta pada tabun 2006 dan pada tabun 2007 merungkat lagi menjadi 

sebesar Rp. 1.338.292,31 juta. Pada sisi lain, nilai PDRB ADH konstan tabun 

2000 Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 juga cenderung 

menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebeser 7,50% per 

tabun. Pada tahWJ 2003, rulai PDRB ADH sebesar R.p. 437.688,43 juta, Rp. 

469.388,76 juta pada tahun 2004, Rp. 506.601,04 juta pada tabun 2005, Rp. 

543.827,41 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 

sebesar Rp. 584.436,80 juta. 

Sementa.ra itu. hal lainnya roenunjukkan pula peningkatan-peningkatan 

yang relatif eukup baik, Kota Bau-Bau memiliki nilai HDI yang cukup baik 

pada laporan Human Development Jndeks (HDI) tahun 2005 untuk 

kapupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau menjadi salah 

satu dari kabupaten/kota yang memilik.i nilai HDI diatas nilai HDI dari Propinsi 

Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau menjadi dacrah rnngking kedua yang 

memililci nilai HDI tertinggi di Propjnsi Sulawesi Tenggara setelah Kota 

Kendari. Kota Bau-Bau ditahun 2005 memperoleh nilai 69,7 sementaca Kota 

Kendari dengan nilai HDI 73,4. Laporan MDGs Kota Bau-Bau Tahun 2007, 

menjelaskan bahwa Human Development lndeks Kola Bau-Bau tahun 2006 

tercapai 70.60 mertingkat 0, 70 a tau I% dibanding dengan HDI tahun 2005 

sebesar 69.90 mengalami kenaikan 1,60 % dibanding dengan realisasi tahun 

2004 sebesar 68.800. Angka HDI Kola Bau-Bau merupakan dua terbesar 

dipropinsi Sulawesi T enggara. Berdasarkan kriteria tingkat status pembangunan 
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manusm capa1an HOI menunjukkan status pembangunan manusm telah 

mancapai taraf menengah keatas. 

Namun, dari berbagai capaianwcapaian positif yang diraih oleh 

Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periodesasi 2003-2008 diatas, nampaknya 

belum seiring dengan capaian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam menekan angka 

kemiskinan diperiodesasi yang sama. Capaian-capaian yang diraih disektor 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan PDRB, 

maupun pada peningkatan nilai HDI belwn memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam upaya menangani masalah kemiskinan di daerah. 

Menurut data BPS Kota Bau-Bau, jumlah masyarakat miskin di Kota 

Bau-Bau dalam kurun wa.ktu 2003-2008 mengalami pasang-surut atau 

fluktuatif. Pada Tahun 2003 angka kemiskinan sebesar 19,08 persen (22.300 

jiwa), sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan angka kemiskinan 

menjadi 18,34 persen (22.100 jiwa), penurunan angka kemiskinan juga teijadi 

pada tahun 2005 menjadi 17,58 persen (21.300 jiwa). Namun, pada tahun 2006 

angka kemisk.inan mengalami kenaikan kembali menjadi 18,14 persen (22.600 

jiwa), meskipun kemudian dapat ditekan kembali pada tahun 2007 dan tahun 

2008, yakni 18,14 persen (22.600 jiwa) di tahun 2007 dan 17,68 persen (22.200 

jiwa di tahun 2008). Namun, survei pada tahun 2008 belum memperhitungkan 

darnpak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 2008. 

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 

terjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga 

berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode 

Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk miskin yang tergolong tidak 

miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang 

bergeser posisinya menjadi misk.in. 
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Sementara, dengan indikator-indikator yang lebih dikembangkan, survei 

BKKBN untuk masyarakat miskin di Knta Bau-Bau memperlihatkan angka­

angka yang cukup tinggi. BKKBN mengistilahkan masyarakat miskin dengan 

sebutan keluarga pra sejahtern. Pada tahun 2002 masyarakat pra sejahtera di 

K<>ta Bau-Bau sebesar 21,27 persen, di tahuu 2003 mengalami peningkatan 

menjadi 33,79 persen, dan di tahun 2007 masyarakat pra sejahtera naik menjadi 

41 173 persen. 

4.4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau 

Winarto (2007 :8) menuliskan bahwa pada dasarnya siasal atau strategi 

dalarn penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

secara langsung dan secara tidak: langsung. 

Pertama, siasat pembangunan yang menggunakan cara tidak langstu1g 

dalam mengatasi kemiskinan berdasakan pada pemikiran bahwa pertumbuhan 

ckonomi yang tinggi diperlukan tmtuk memperbesar '"kue ekonomi nasional". 

Kedua, yang merupakan basil kritik pertama. Berdasarkan pengalaman 

di India dan Pakistan, Mahbub Ul (1995) berpendapat bahwa memerangi 

kemiskinan dengan cara tidak'langstmg temyata menimbufkan makin parahnya 

kesenjangan pendapalan. Olen karena itu, pembangunan seharusnya bertilik 

tolak pada serangan lan~"llng terhadap kemislcinan1 dimana saJah satunya 

adalah pendekaton kebutuban dasar. 

Model kebutuhan da.sar yang lahir dari prakarsa Gunnar Myrdal dalam 

karya agwtgnya "Asian Drama11
, Model ini merupakan penganjur program 

kesejahteraan dan bantuan bagi orang miskin pemenuhan kebutuhan dasar yang 

mencakup tidak hanya kesempatan mernperoleh penghas!lan tetapi juga akses 

terhadap peiayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi 

umurn. pengualan modal usaha bagi usaha kecil dan scbagainya. 
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Pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya menanggu!angi kemiskinan di 

periode 2003-2008 telah melakukan berllagai macam pembangunan yang dapat 

mcmberikan nilai positif dalam dinamika sosial ekonomi kemasyarakatan di 

daerah. Penataan ruang kota dan pembenahan in:frastruktur dasar merupakan 

beberapa langkah penting yang telab dilakukan dalam poriode 2003-2008. 

Khusus untuk penataan ruang kota, maka wilayah Bau-Bau dikelompokkan 

dalam bebernpa 13agian Wilayah KDta (13WK), yakni sebagai berikut : 

a BWK I dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa grosir skala 

regional dan kata. Dikembangkan dengan pusat di Wale. 

b. BWK U dengan fungsi pendukung perdagangan dengan batas Sungai Bau­

Bau kearah bara.t sampai Kelurahan Bone·bone dengan pusat di Wamoo. 

c. BWK III dengan fungsi pusat pendidikan tinggi dan pemerintahan kota. 

Dikcmbangkan dengan pusat di Katobengke mencakup wilayah Lipu, 

Sulaa, Budia, dan Waborobo. 

d. BWK rv dengan fungsi pusat pennukiman kata dengan pusat pelayanan di 

Waruruma dengan cakupan pelayanan sam.pai Lakologou diarah utara dan 

Kadolokatapi diarah selatan. 

e. BWK V dengan fungsi pertanian tanaman pangan dan pengembangan 

pusat pennukiman kota. Berpusat di Liabuku mencakup selunlh wilayah 

Kecamatan Bungi. 

f. BWK VI dengan fungsi utama pertanlan hortikultura, perkebunan dan 

kehutanan dengan pusat di Kaisabu mellputi seluruh Kecamatan Sorawolio 

Sedangkan untuk pembenahan infrastruktur dasar, dapat dllihat dengan 

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung di daerah. 

Infrastruktur dasar yang dlbangun dan dikembangkan dalam periode tahun 

2003~ 2008 anta.ra lain : infrastruktur jalan dan angkutan darat; bandara dnn 

angkutan udara; pelabuhan dan angkutan !aut; pasar, Rumah Sakit Urnum 
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Daerah (RSUD), pelabulu!n, bandara, ruang publik, infrastruktur pendidikan, 

lresehatan dan yang lainnya. 

Hal diatas menunjukkan bahwa Pernerintah Kota Bau-Bau di periode 

2003-2008 telah menggunakan dua pendekatan urnum dalam menanggulangi 

kemiskinan di daerahnya, baik strategi yang secara langsung maupun strategi 

yang seca.ra tidak langsung dalam menjawab masalah kemiskinan. Secara tidak 

langsung dapat dilihat dengun kebijakan penataan ruang kota maupun perbaikan 

dan pangembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintab Kota Bau-Bau 

guna mendukung dinamika sosial ekonomi masyarakat. Sernenlara strategi 

penanggulangan kemisklnan secara langsung juga telah di!akukan oleh 

Pemerintab Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008, yakni antam lain dengan 

menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dapat dilihat dengan 

program~program yang secm"a langsung ditujukan bagi kelornpok rniskin itu 

sendiri, program itu antara lain: beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, 

pelayanan kesehatan murah bagi masyarakal miskin, bantuan modal usaha bagi 

usaha kecil dan pedagang kaki lima, program penyediaan lapangan ketja guna 

peningkatan penghasilan bagi masyarakat miskln, prognam pemberdayaan 

masyaraht mlskln di kelnrahan dan prognam-prognam lainnya yang langsung 

ditujukan bagi masyarakat miskin. 

Bahkan dalam perspcktif pengangga:ran, komitmen Pemerintah Kota 

Bau-Bau dalam upaya meningk:atkan kesejahteraan masyarakatnya dengan jelas 

dapat ter!ihat keberpihakannya. Khusus untuk bidang pendidikan, Pemerintab 

Kota Bau-Bau telah menganggarkan 28 persen deri APBD Kota Bau-Bau, 

melampaui yang di amanatkan oieh UUD 1945, meskipWl kemudian perlunya 

pembagaian yang proporsional antara belanja rotin dan belanja publik di masa 

yang akan datang. 

Namun kemudian, basil penelitian ini menunjukkan pula bahwa masih 

adanya ketimpangan pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bau­

Bau dalam menang;gulangi kemiskinan di daerahnya, yakni an.tara pendekatan 

yang tidak langsung dan pendekatan yang secara langsung ditujukkan pada 
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masalah kemiskinan. Pemerintah Kota Bau~Bau lebih cenderung memberi 

perhatian Iebih pada strategi penan.ggulangan kemiskinan secara tidak langsung, 

strategi penanggulangan kemiskinan secara langsungpun dilakukan, namun 

dengan porsi perhatian yang relatif lebih sedikit dibanding pendekatan secara 

tidak langsung. 

Banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam proses implementasi 

program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu wujud nyata kaJau 

masih minimnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam :rnengawal 

implementasi program dilapangan. Sikap yang tidak maksimal dalam mengawal 

dan mengontrol pelaksanaan program-program yang secara langsung ditujukan 

pada penanganan masyarakat miskin, merupak:an indikator sederhana pula 

Wltuk mefihat tingkat perhatian yang diberikan olch pemerintah daerah terhadap 

pendekatan yang secara langs:ung dalam menaggu1angi kemisk.inan. 

Beberapa program dan kebijakan yang digulirkan sebagai penjabaran 

dari strategi langsung untuk menanggulangi kemislcinan masih menggunakan 

program dan kebijakan yang sifat.nya umum dalam menanggulangi kernisk.inan, 

menggeneralisasi pennasalahan kemiskinan dengan pendekatan yang sama, 

sehingga terkadang melahirkan jarak antara pendekatan yang digunakan dengan 

tradisj serta nilai-nilai di masyarak:aL Akibatnya, efektivitas peiaksanaan 

program tidak tetcapai dengan balk. 

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kebijakan 

mcrupak:an elemen penting yang perlu diperhatikan. Pe:laksanaan program­

program yang secara langsung ditujukan bagi masyarakat miskin mengalami 

pergeseran dari konsep dasar yang direncanakan ketika diimplem~tasikan di 

1apangan, hal ini terjadi antara lain dikarenakan sumberdaya pe!aksana program 

y.rng masih terbatas, baik karena keterbatasan pemahaman tentang eksistensi 

program maupun keterbatasan akan sikap dan mentalitas yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusian, yang kemudian dikcnal dengan istiJah kendala 

sosiologis yakni mentalitas SDM yang tldak: mendukung untuk kesuksesan 

sebuah program yang digulirkan. Kendala sosiologls ini, antara lain disebabkan 
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oleh perilaku yang sudah membudaya dimasyarakat, misalnya saja sifat putus 

asa, malas, tidak: produktif, serta sifat-sifat lain yang ada didaJam masyarakat) 

sifat-sifat tersehut membuat program~program yang digulirkan kepada mereka 

menjadi tidak memberikan perubahan yang cukup herarti, karena mereka telah 

bersinergi dengan kondisi kemiskinan yang ada. 

Konsekuensi dari ketimpangan pendekatan yang di lakukan dan 

permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi saat proses implementasi 

programlkebijekan secara langsung ditujukkan pada masyarakat miskin, terlihat 

dari hasil yang dicapai dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bau-Bau. 

Beberapa permasalahan diatas, mengakibatkan angka kemiskinan dalam kurun 

waktu 2003-2008 tidak dapal ditanggulangi dengan bail<, angka kemiskinan di 

Kota Bau-Bau mengalami fluktuatif atau naik:-turun. 

4.4.3 }~aktor Pendukung dan Penghambat Program Penanggulangan 

Masyarakat l\1isldn di Keluraban 

MenlliUt Pranowo (2006 :304-305) keberhasilan dan kegagalan dari 

kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari faktor internal dan 

faktor ekstemal. 

a. Faktor internal, yakni : 

1) Keterbatasan anggaran penanggulangan kemiskinan 

2) SDM yang rendah 

b. Faktor Ekstemal, yakni : 

1) Kebijakan Pemerintah 

2) SDA terbatas. · 

3) Kondisi Sosial-Budaya 

Secara: umum, faktor-faktor dominan yang mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan penangguJangan kemiskinan di Kota Bau-Bau 

dapat di klasifikasikan ke da!am dua kelompok diatas, yakni ; (i) faktor 

internal, dan (ii) faktor ekstemaJ. 
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Ek...ternal 

Faktor pendukung ekstemal penanggulanga.n masyarakat mi.skin di 

kelurahan yakni, adanya program-program penanggulangan yang disponspori 

oleh sumber lain selain Pemerintah Kota Bau~Bau, antara lain misalnya ; (i) 

program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP); (ii) program 

NUSSP; (iii) program sanimas, dan program-program lainnya yang digulirkan 

oleh pihak lain, terma.<mk nlel1 pemerintah propiasi dan pemerinlahpusat. 

Faktor pengbanehat dari linglrungan ekstemal yakni akibat dari 

tingginya arus migrasi dari masyarakat disekitar Kota Bau-Bau, sehlngga 

membutuhkan lahan-lahan pemukiman baru, yang terkadang melahirkan 

pemukiman~pemukiman kurnub baru di Kota Bau-Ban. Hambatan eksternal 

lainnya yalmi sumberdaya alam yang terbatas, serta knndisi sosial budaya 

dilingkungan perkotaan scperti kesetiakawanan dan gotong royong yang 

mulai bergcser kc arah individualistis. 

Internal 

Faktor pendukung program dari lingkungan internal yakni komitmen 

Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk: penganggaran program 

penanggulangan masyarakat miskin di tingkat kelurahan. Sedangkan, faktor 

penghambat dari lingkungan internal adalah: 

(i) Sumber daya masyarakat kelurahan yang terbatas, untuk melaknkan 

pembangunan partisipatif dengan mengedepankan program-program 

prioritas secara rasional; 

(ii) Rendahnya sumberdaya masyarakat miskin Jtu sendiri; 

{iii)Mentalitas masyarakat pengelola program di tingkat kelurahan yang 

belum menunjukkan sikap-sikap yang rasionai dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusia; dan 

{iv)Anggaran penanggulangan kemiskinan yang masih terbatas. 
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5.1. Kesimpulan 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab inl, kesimpulan diajukan berdasarkan tujuan dari penelitian 

yang dilakukan, yaitu : (a) unluk mengetahui dan menggambarkan kondisi 

kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2003-

2008. (b) untuk mengetahui dan menggambarkan slnitegi penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi 

Tenggara dalam periode 2003-2008. (c) untuk mengetahui danmenggambarkan 

fak:tor-faktor apa saja yang rnempengaruhi keberhasi1an dan kegagalan program 

penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, 

~ususnya pada program penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan. 

Olelmya itu, beberapa kesimpulan yang diajukan adalah bahwa capaian­

capaian yang diraih oleh Pemcrintah Kota Bau-Bau disektor perturnbuhan 

ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan PDRB. maupun pada 

peningkatan nilai indeks pembangunan manusianya beium mcmberikan 

kontribusi yang signifikan dalam upaya menangani masalah kemiskinan. Data 

BPS Kota Bau-Bau, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat nriskin di Kota 

Bau-Bau dalam kuntn waktu 2003-2008 mengalami pasang-surut atau 

fluktuatif. Pada Tahun 2003 angka kemiskinan sebesar 19,08 perSen (22.300 

jiwa), sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan angka kemiskinan 

menjadi J8,34 persen (22.100 jiwa), penurunan angka kemiskinanjuga leljadi 

pada tahun 2005 menjadi 17,58 persen (21.300 jiwa). Namun, pada tahun 2006 

angka kemisk!nan mcngalami kenaikan kembali menjadi I8,14 perscn {22.600 

jiwa), meskipun kemudlan dapat ditekan kembali pada tahun 2007 dan tahun 

2008, yalmi 18,14 persen (22.600 jiwa) di tahun 2007 dan 17,68 persen (22.200 

jiwa di tahun 2008}. Namun, survei pada lahun 2008 belum memperhilungkan 

dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 2008. 

~-··~··-
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Pemerintah Kota Bau-Bau diperiode 2003-2008 telah menggunakan dua 

pendekatan urnum dalarn menanggulangi kemiskinan di daerahnya, baik: 

strategi yang secara langsung maupun strategi yang secara tidak langsung 

dalam menjawah masalab kemiskinan. Secara tidak langsung dapat dlliliat 

dengan kebijakan penataan ruang kota mau_pun perbaikan dan pengembangan 

infrast:ru.ktur yang difakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau guna mendukung 

dinamika sosial ekonomi masyarakat Sementara strategi penanggulangan 

kemiskinan secara langsung juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ban­

Ban dalam periode 2003-2008, yakni antara lain dengan menggunakan 

pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dapat dilihat dengan program-program 

yang secant langsung ditujukan bagi kelompok miskin itu sendiri, program itu 

antara lain: beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, pelayanan kesehatan 

murah bagi masyarnkat miskin. bantuan modal usaha bagi usaha keciJ dan 

pedagang kaki lima, program penyediaan lapangan keija guna peningkatan 

pengbasilan bagi masyarakat miskin, program pemberdayaan masyarakat 

miskin di kelurahan dan program-program lainnya yang langsung ditujukan 

bagi masyarakat miskln. Namun kemudian, basil penelitian ini menunjukkan 

pula bahwa masih adanya ketimpangan pendekatan yang digunakan oleh 

Pemeri:ntah Kota Bau-Bau dalam mena.nggulangi kemiskinan di daerahn~ 

ydkni antara pendekatan yang lidak iangsung dan pendekatan yang secara 

langsung ditujukkan pada. masalah kemiskio:an. Pemerintah Kota Bau-Bau lebih 

cenderung rnemberi perhatian lebih pada strategi penanggulangan kemiskinan 

secara tidak langsung, strategi penanggulangan kemiskinan secara 

langsungpun dilakukan, namun dengan porsi perhatian yang relatif lebih sedikit 

dibanding pendekatan secara tidak langsung. 

Secara umum, faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan 

dan kegagalan penanggulangan kcmiskinan di Kota Bau-Bau dupat 

diklasifikasikan ke dalarn dua kclompok diatas, yakni ; (i) faktor internal : 

Sumber daya masyarakal kelurahan yang terbatas untuk melakukan 

pembangunan partisipatif dcngan meng~depank:an program-program prioritas 
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secara rasional; rendahnya sumberdaya masyarakat miskin itu sendiri; 

mentalitas masyarakat pengelola program di tingkat kelurahan yang belum 

menunjukkan sikap-sikap yang rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusia; dan anggaran penanggulangan kemiskinan yang masih terbatas. (ii) 

fak.tor ekstemal : faktor pendukung ekstemal penanggulangan masyarakat 

miskin di kelurahan yakni, adanya program-program penanggulangan yang 

disponspori oleh swnber lain selain Pemerintah Kota Bau-Bau, antara lain 

misalnya ; (a) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP); (b) 

program NUSSP; (c) program sanimas, dan program-program lainnya yang 

digulirkan oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah propinsi dan pemerintah 

pusat. Sedangkan, faktor penghambat dari lingkungan ekstemal yakni akibat 

dari tingginya arus urbanisasi dari masyarak:at di wilayah disekitar Kota Bau­

Bau, sehingga membutuhk:an lahan-lahan prmukim~ pam, yang terkadang 

melahirkan pemukiman-pemukiman kurnub barn di Kota Bau-Bau. Hambatan 

ekstemal lainnya yakni sumberdaya alam yang terbatas, serta kondisi sosial 

budaya dilingkungan perkotaan seperti kesetiakawanan dan gotong royong 

yang mulai bergeser ke arah individualistis. 

5.2. Rekomendasi 

Adapun beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini 

adalah, sebagai berikut : 

Pcmcrintah : 

a) Pemerintah Kota Bau-Bau perlu lebih meningkatk:an upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan didaerahnya. Khusus dalam hal pendekatan 

yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan, sudah saatnya 

Pemerintah daerah mensejajarkan pendekatan penanggulangan 

kemiskinan yang secara langsung pada pennasalahan kemiskinan 

dengan pendekatan yang secarn tidak langsung yang selama ini 

mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah daerah. Mengawal dan 
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menjaga pelaksanaan kebijakan dan program yang secara khusus 

ditujukan bagi penanggulangan masyarakat miskin merupakan bentuk 

perhatian yang mesti dilakukan guna menjaga ketepatan sasaran 

program yang digulirkan. 

b) Dalam merumuskan program dan kebijakan penanggulangan 

kemisk:inan, idealnya menggunakan pendekatan yang lebih familiar dan 

menyantuh masyaraknt miskin itu sendiri, pendekatan dengan 

menggunakan nilai-nilai loka!itas merupakan cara efektif untuk 

memaksima1kan capaian program. Pada sisi lain, hal ini diharapkan 

akan meningkatkan rasa soHdaritas sosial dikalangan masyarakat 

sendiri, yang pada beberapa dekade ternkbir telah mulai luntur akibat 

kehidupan perkotaan. 

c) Program d"!' kebijaRan yang digulirkan untuk menanggulangi 

kerniskinan, ideainya dievaluasi keberad~ya set!ap tahunnya, untuk 

mengetahui ketepatan program dalarn menanggulangi kemiskinan di 

daerah. Program-program yang tidak efektif perlu untuk dHakukan 

peninjauan kembali. 

d) Sosialisasi setiap program dan kebijakan pen;mggulangan kemiskinan 

hams di1akukan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga masyarakat 

dan pelaksanan program di tingkat bawah memiHki wawasan yang 

paripuma tentang eksistensi setiap program yang digulirkan. 

e) Perlunya pelatihan-pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah, 

tentang keterampilan-keterampilan yang mumpuni lllltuk mendukung 

kebcrhasilan pelak:sanaan prograrn-p~grarn penanggulangan 

kemiskinan di daera.h. 

f) Selain pelatihan tentang skil dan penambahan wawasan untuk 

pelak.sanaan program, para aparatur pemerintah dan pelaksana program 

di tingkat bawah, perlu pula dibekali dengan pelatihan tentang 

kecerdasan emosi dan spritualnnya, karena salah satu kendala dalam 

pelaksanaan program selama ini, terletak pada mentalitas manusianya. 
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g) Perwakilan masyarakat miskin, idealnya diikut.kan dalam setiap 

pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan, baik pembahasan dl 

tingkat Kota, Kecarnatan, maupun pada tiogkat desalkelurnhao. 

h) Perluoya menyelenggarnkao forum-forum diskusi publik, sebagai 

media puhlik untuk menyarnpaikan aspirasi, termasuk ketimpangan­

ketimpangan yang teljadi dalam pelaksanaao progrn:m-prognun di 

lapangan. Pada sisi lainnya, media ini dapat membuat kehatia-hatian 

para pelaksana tek.nis program untuk menjalankan program sesuai 

dengan kaida.h yang teiah dirumuskan sebclumnya. 

Masrarakat : 

a) Masyarakat miskin idealnya melak:ukan analisis internal terhadap 

kemiskinan mereka. mengapa mereka jadi miskin, dan potensi-potensi 

yang m~reka miliki yang dapat digunakan sebagai instrwnen untuk 

menanggulangi kerniskinannya. AnaHsis ini dipedukan. karena 

masyarak:atiah yang lebih memahami kond!si internal mereka, karena 

penycbab kemiskinan yang diaJami oleh individu yang satu dengan 

individu yang lain tidak selamanya memiliki kesamaan. Banyak kasus 

yang menunjukkan tentang berragamnya pcnyebab kemiskinan di 

masyarakat, meskipun dalam salu area pemukiman yang sama. 

b) Masyarakat hams lebih cerdas dalam memilih pe!Wakilannya di 

tingkatan mana saja, karena ke.salahan mcnentukan personal yang 

bertugas untuk mengurusi kepentingan mercka, maka akan berakibat 

pada tidok maksima1nya persoalan masyarakat itu untuk dipikirkan. 

c) Sernangat kebersamaan dan kekompakan harus dibangun diintemal 

masyarakat, karena dengan terbangunnya semangat tersebut maka 

pcrsoalan-persoalan sosial yang ada didalam masyarakat akan dapat 

d[selesaikan secara efektif. 
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d) Anggota masyarakat yang dipercayakan untuk melaksanaklln program­

program penanggu!angan kemisfcinan, idealnya harus mengedepankan 

kepentingan bersama diatas kepentingan-kepentingan yang lain, Upaya 

penanggulangan kemisklnan bukan merupakan tanggungjawab 

pernerintah semata, namun partisipasi masyarakat yang maksimal dalam 

program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan 

akan lebih mempertajam capaian program dan lebih mempercepat 

upaya_ bersama dalam menekan angka kerniskinan di daerah. 
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Lampiran 1: 

DAFTAR ISTIUI PElTING 
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I) Constituent 

2) Demokrasi-sosial 

3) Dislributive 

4) HDI 

Daftar Istilah Penting 

: bentuk kebijakan publik yang ditujukan untuk 

melindungi negara 

: kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan 

ketirnpangan akibat tersumbatnya kesempatan 

kelompolc miskin. Orang menjadi miskin karena 

tidak bekerja. 

: bentuk kehijakan publik dengan melakukan 

distribusi atau memberik:an akses yang sama 

terhadap sumber daya tertentu 

: Indeks Pembangunan Manusia, dengan Indikator 

meliputi: (a) pendapatan pcrkapita; (b) akses 

terhadap pendidikan; dan (c) akses terhadap 

kesehatan. 

5) Pembangunan Sosial : suatu proses perubahan sosia1 terencana yang 

dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk secara menyelurub dikaitkan dengan 

proses pembangunan ekonomi yang dinamis. 

6) Kausalitas Melingkar : tingkat kemiskinan yang tinggi teijadi karena 

rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan 

perkapita yang rendah teijadi karena investasi 

perkapita yang rendah. lnvestasi perkapita yang 

rendah disebabkan oleh permintaan domestik per 

kapita yang rendah1 pemrintaan domistik per kapita 

yang rendah terjadi karena tingkat kemiskinan yang 

tinggi ~ demlkian seterusnya. 

' ,. 
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7) Kebijakan Publik 

8) Kebijakan Sosial 

9) Kemiskinan 

: arah dan tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan seorang aktor dalam mengatas.i suatu 

masalah atau suatu persoalan. 

: salah satu bentuk dari kebijakan publik. kebijakan 

sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat 

untuk merespon isu~isu yang bersifat publik, yakni 

mengatasi masalah sosiai atau memenuhi kebutuhan 

masyarakat banyak. 

: suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara 

individu, keluarga maupun kelompok, sellingga 

kondisi ini rentan terbadap timbulnya pennasalahan 

sosial yang lain. 

lO) Kerniskinan Absolut : seseorang yang mempuO.yai pendapatan dibawah 

garis kemiskinan atau tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup minimum seperti pangan, papan. 

sandang, kesehatan, dan pendidikan. 

11) Kemiskinan Alamiah : kemiskinan yang disebabkan labih dikarenakan oleh 

masalah alam, misalnya kQndisi geografis suatu 

daerah yang tidak mendulrung untuk berkembang, 

atau dapat pula karena faktor-faktor alam lainnya 

seperti bencana a!am 

12) Kemiskinan Individu : kemislrinan yang disebabkan oteh kondisi alami 

seseorang; misalnya. cacat mental alau fisH<, usia 

Janjut sehingga tidak mampu bekelja, dan lain-lain. 

l3)Kemiskinan Kuftural : kemiskinan yang di sehabkan rendahnya kualitas 

SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya 

rosa mal as, tiduk produkti f, bergantung pad a harta 

warisan, dan lain~ lain. Erat dengan sikap seseorang 

atau sekelompok masyarakat yang tidak mau 

bcrusaha memperbaiki tingk:at kehidupannya 
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14) Kemislcinan Relatif 

sekalipun ada usaha dari pihak lain yang 

membantunya 

: kemiskinan yang subyektif, ditentulam oleh dirinya 

sendiri karena membandingkan dirinya dengan 

masyarakat sekelilingnya, 

15) Kemislcinan Strukwral : kemiskinan yang disebabkan oleh kesalaban sistem 

16)Mission (misi) 

yang digunakan negara dalam mengalur wusan 

rakyat 

: mengart:ikulasikan tentang yang sebenamya dan apa 

yang akan dicapai, yang timbul bukan sebagal suatu 

konsep melainkan sebagai suaru pemyataan. 

17) Model Kebutuhan Dasar : kesejahteraan dan bantuan bagi orang miskin, yang 

18) Neo-liberal 

19) Objective (tujuan) 

20) Redistributive 

mencakup tidak hanya kesempalrul memperoleh 

pengha:~Han tetapi juga akses terbadap pelayanan 

publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, 

transportasi umum, dan sebagainya. 

: kemiskinan sebagai ketidakmampuan o.rang dalam 

memenUhi kebutuhan dasarnya, tidak mampu 

membeli makanan, pakaian, dan ternpat tinggal. 

Orang dianggap bodoh, malas, dan tidak punya 

mentalitas berprestasi. Karena itu, program 

pengentasan kemiskinan Iebih berupa pemberian 

bantuan untuk meningkatk:an kemampuan 

perorangan, 

: target yang "merentangkan" dan harus dicapai oleh 

organisasi 

: Bentuk kebijakan publik dengan mendistribusikan 

kembali kekayaan yang ada atau mengarnbil 

kekayaan yang kaya lalu memberikanya kepada 

yang miskin~ 

I 
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2!) Regulatory 

22) Strategi 

23) Strategi Langsung 

: Bentuk kebijakan publik guna mengatur pcrilak:u 

orang; 

: penetapan sasaran, tujuan dan arab. tindakan serta 

alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan itu, Pendekatan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan. 

: penanggulangan kemiskinan dengan memerangi 

keroiskinan dengan cara langsung terhadap 

kerniskinan, dimana saJab satunya adalab 

pendakatan kebutuhan dasar. 

24) Stralegi Tdk Langsung : penaggulangan kernisklnan yang menggunakan cara 

25) Tactics (taktik) 

tidak langsung berdasarkan pada pemikiran bahwa 

pertumbuban ekonomi yang tinggi diperlukan untuk 

memperbesar 11kue ekonomi nasional''. Bila barang 

dan jasa tersedia sistem lebih dari cukup maka 

melalui proses trickle down effect dapat terbagi 

pada seluruh anggota masyarakat termasuk kaum 

miskin. 

: Tindakan, prosedur, serta manuver untuk menang di 

dalam persaingan. 
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lampiran 2: 

PETA IOTA BAI·BAI 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



Peta Witayah Kota Bau- Bau 
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lampiran 3: 

MITBIIS PBOG- PE-GIUIAIIIIIIEMISII­
DIIOTA BIU·UU 

PAD PER lODE 2003·2008 
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Lampi ran 4: 

MIIII.AIIIEPIII BAPPEU IOTA BAI·BAU 
PABA filii BISKOSI PIBLII 

SEBAUI UIGUIAII AWAliEGIATAN FGB 
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lah Utama 
PembanguRan 

Besarnya Jumlah Penduduk Miskin 
dan Pengangguran Indonesia 

Penduduk Miskin: 
Maret 2007 

Pengangguran: 
Agustus 2007 

Mengapa bisa 
ter)adi? 

Di mana letak 
kesalahannya? 

Pada masyarakat 
ataukah sistem? 
Atau Keduanya? 

Apa yang harus 
kita lakukan? 

37,17 Juta Jiwa 

12,7 luta Jiwa 

VJ{V;;J{LUU'.:1 
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:.;·_ . 
• f 

Masyarabat mbbin 
barena 

tidabTAHU 
apa yang membuat 

mereba misbin 

03/05/2009 

- ·-· ... ,,. ... ---'"'' ~--··· -·---- .. - .... ___ ., ___ ---·~----~·--·-------"-~"--......... "'"''-~---- ·- ... ·~--··~-~· ... ·· 
-- -·-·· - d -·-·--··~"---........ "'""'-''"'""~·"'·-· •••••'·IM!mRII ·~":~''"""~':''::-~""··-.,.-·-

Kemltlllnan Kola Baa•Bau, .. · ·. · 

• Urbcndaatl Pantlllnnl darl hlnlel'land · 

• Nengahltlalhan menlnghalnpa} 
' .. ~Tuntutantapangan Keria dan KebutuhanRutmg ·· 

'' Permuhiman ~ 
• Kebutuhan Pelayanan Umum utamanya 

Pendidihan dan Kesehatan 
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5 langkah Sttategi1 Pemetlntah 

Penanggulangan Kemi1kinan Kata Bau·Bau 

1 lllenaetakan 
Kemi1kinan ma,yarcakat 

0 Miskin Ekonomi 
0 Miskin Politik/ akses terhadap kebijakan 
0 Miskin Sosial Budaya 
G Miskin Lingkungan 

~·· • 
' 

~-. --·----
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03/05/2009 

Konferensl Dunla untuk Pembangunan Soslal 
(World Summit for Social Development) dl Kopenhagon Maret 1995 : 

I<Em/skinan mem/1/k! wu}!ld yang f11l1}etniJk mef/pulf: 
-. Rendahnya tii1{Jkilt pendapiilan dan sumbetrlaya pmdiJktif yai1{J menjamin kellldupan 

betl<eslnamlif.Jngan 
-. Ke/;Jpatan dan kekutai1{J8n {llzl 
-. llentia/mya tingkat kesehalan 
-. KelettJataS8f1 dan kUtai1{Jnya akses kepatia pendkiikan dan layanan-lilyanan po/«)k 

lainnya 
-. Kcndislmk Wi1j8r dim kematian aklbat penyaklt yai1{J l1!t!JS menii1{Jkilt 
-. Kehidupan /:le;gel8ntiang dan rempat yai1{J tkfak mematial 
-. UI1{Jkui1{J8n yai1{J tltiak Btn311 
~. Oiskrimlrtasi dan ketJ!Iasfngan soslal. 
-. Rem/ahnya tingkat partlslpasl dalam proses pengambllan kaputusan dan dalam 

kahldupan sip/' sosia4 dan burlaya. 

Secaro umum kemiskinan diartiktm sehagai keterbeldkangan, ketklakberdayoan otou 
ketidakmt11'tlpuon seseorang untuk /'ftDlyl:/enggat'dkan hidt;ptlya sompal suutu taraf yong 
dii.'Jl1fl!Jop manus/awl sehinggq berkembong he/Jerapa lru:likator yang diSttrswikml dengtm 
sudut panckmg/dimenSi rtfi:lS/!1J1"1T1tlsing. 

BKKBN: Kelvmga-le!a + -5ejahle!al 
Ke/uaf!1i1 Prase}ahr.eta : Ke/uargli yang be/um dapat memenuhJ 
Kelootga sej/1hlela 1 : K'eluarga J009 sudah dapilt memenuhl, Jbllf.Vhan dasi1mp mtnltmll'i'i 

tetJpl belum memenuht 

Kebutuhan dasar minimum meJlputf: 
1. Melaksanal3n lbadah menunrt agama ofeh 

masmg~masmg anggota kelu:arga 
2. umumnya makan dua tall sehatl atau JehU1 
3. Sei!KI.lh anggota keluarga menwunakan pakalan 

yang beroeda unh.Jk dlrt.tmah, bekerja dan 
bepe<ylan 

4. Bagian lantai rertuas dart rwnah bukan darl tanah 
5. BHa anaksaklt atau pasangan usia subur ~o 

berKa dlbawa ke saraoa kesehatan 

Kebutuhansoslal pslkologiS mel!putl: 
l. KebU111banpend!dlkan 
2. KB 
3. Interaksl daiam ke!uarga dan llngkungan 
4. Transport:asl 
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I 
I 

2 pendekatan : 
(I) Kebutuhan Dasar (BKKBN 
(2) Pendapatan I Pengeluaran (BPS) 

Ukuran Kentiskinon ---+­ Dlmensi - Dlmensl 
Kemlskinan 

Dlmensl Politik : 
) lingl:at partislpaslaktif masyarakilt dalam pengambilan keJru!Usan polltik yang 

menyanglwt kehldupannya. 
> Ketersed!aan sarana kelembagaan guna ter1ibat secara langsung da!am proses poiltik. 

Dirilensl Soslal : 
..:. 1ingkat kebersamaan dalam rnenjalankan kehldupan bermasyarakat. 
-:- lingkilt kemampuan psllrologi indMdu, antara lain ketldal<beroayaan 

(powerlessness), ketidakmampuan beperulapat (~), ke!Ergantungan 
(dependency), rasa malu (shame). rasa hlna (humiliation). · · 

•> lingkilt krlminlnalitas (tingkilt keamanan dan -ban). 

Dimensi Ekonoml : 
Q lingkilt penghasilall/pengeluaran perl<apita 
Tingkat kesehatan dan gl:zi makanan 

Indikiltor BPS : Mlsldn < 2100 killoli/ha!iJI<apita ; 
Indikab>r Prof. 5ayogyo : Misldn < 480 Kg beras/tahun; 

Misldn sekilll < 360 Kg berasltatc m; 
Paling rn~~n < 270 kg beraS/tahun. 

0 Tlngkat pendidikan, kepedulian !ingkungan dan penggunaan ruang, dll. 

I 
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TIOGKRT KIEmiJIKIOAO mUlTIDimiEOJI 
KOTA BAU·BIU TAHUO IOOS 

18.94 
28.60 

D 

40.88 

I D EKONOMI D ASEr 0 I'OUTIK D SOSBI.JD I UNGKUNGAN I 

JTATIJTIK mAJYARAKRT miSKIO 
KOTA IAHAU Tall•• 1007 

I 

(DimiEOIIIKOAOml) 
VERSIBPS 

Jumtah penerima BLT tohun 2007 

Kecamatan Jumlah (KK) PetsenlaSe sebaran Penerlma BLT 

Jumloh Penelimo Roskin Tohun '2007 : 
12.452 KK 

IJ~/U::.t LUU9 
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U:l/05/2009 

ITRTimK mRSYRRIKRT 
KOTR IRU·IRU Tohun 1007 

VERSI (DimERSI EKOROMI) 

" 
w ~ ~ I I\ lhdp 
0 !:: 0 • ~ fofof Status KK 0 c i i g' . Ko:a a ::r ;;: Koto 
3 " ~ [ 1i e ~ 'il. &av-Sov , .,. 

a 

1.6'97 1.598 951. 7llS 5.1)36 23.676 21.27 
2002 

Sejohfera I 2.914 1.745 434 327 5.420 23.676 n89 

3.054 2.588 I.<IB5 874 8.001 23.962 33,39 
2003 

SOJohte¥o l 3.909 3.222 873 333 ·= 23.962 34,79 

I 

I 2001 
1.613 3.456 3.103 1.453 1.270 929 

1.07< 1•2.89• 30.8, 41,73 

1.079 12.332 1.695 1.305 322 427. 3<3 ! 7.503 
30.8., 24,29 

• mengubah Miad1et 
&~------.....,..,....., I 

"' Obyek ~ Subyek (tingkat portisposi yang tinggi) 

!3 Dollar Keinginan ~ Dollar Kebutuhon 

"' Daya serap Program Meningkat 

"' Cerdas dalom menentukon piUhan dan skalo prioritas . 
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SINAR HARAPAN 

Pada tahun 2004 WaliRc>ta Bau-Bau menyatahan 

dirinya sebagai relawan P2KP 

03/05(2009 
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lntegtGii ProgtGm Penanggulangan 
Kemilkinan Kota Bau·bau 

t.llltetJHQI Doll-en 
PJM Pronanghb Kota- Kelut<1han Redalam RPJMD - RKPD/KUA 

melalul pelal>sanaan MUSRENBANG setlap tahun 

Z.lnl ....... Pelalra 
Pemerintah - MasyaraRat - Swasta 

dalam Tim Koordinasl Penanggulangan Kemtshinan Daerah (TKPKD) 

Lint.....,. Propam/JII'IIIIK!t pemlllapaan 
APBN - APBD 1-APBD Daerah - BLN - MasyaraRat 

-7 Program Inti• P2KP, NUSSP, PPK. · 
-7 Program Penduhung : Sanlma>, PEK. Setlf:oral Pertanlan & Kelautan 

W/U>[LUU9 
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03/05/2009 

PROGRAM PENANCCULANGAN KEMISKINAN 
TERPADU KOTA BAU • BAU TAHUN 2005 • 2007 

INc PROGRAM ~ ,~:~ 
JENIS KEGIATAN 

11 Nl "' 
Rp.1,38 M 2kee, 9 '-"': Pembangunan 

(~154Jt/Kel) t:eL .•.. "''· -~,,.,, .... lnfmtrulctur XR!. 

I' Pl " 
Rp.l,lM 4kec,38 ...... I Rp.~75M •""-· Pt!mblnguoa:n ' iRp. !Ojt/t;'ll!l. t:eL "''· '''·' 

4lket I 

I• "" ~~--·.~' ··~12 . . . . 

I• u P' 'c••"'l?' '""-' . . . Perol:Mmfa'(ilan 
Ket 

. 
Ekonoml 

Is p ~p '"" i<u~:~M" -~":. 
I (Rp.lSO ... ""· 

1.\t.JSO, I ·~;,,. 
. . 

Kel. jt/IC!Ii.) 

. _;~,:;;. 
Pembansunan 

~I lm 6kec., lnfrastruktut & . . . . 
24Ket Ungkung&rt, 

Rp.7,6M 
£krmomr,Soslalj 

6kec., . . . . 
,;,; .;~~· .38Ket 

WTA.BAU· ' -~!~Ill_ 
1.~"":: ~:. BAU /1<>1.) M£AATA , .... , MERA'tA 
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Lamplran 5: 

IIFI'AB HUIB 
PESIBTA FIBIMIISDSIPUBUI 

"Cerdas dan SlsUmaus MenJawab Fenemena lllmlsalnan 
diDaerar 
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DAFTARHADIR 
FORUM DISII.lJSI l'EMBANGUNAN 

"Strategl Penanggulangan Kemlskinau di Kota Bau-Bau" 
I 

Bau-Bau, 4 Mei 2009 

No 

J'~ I "' .u' v 1-\ol!\ 
2 lwv. P. "~"" -3~ rk.:;: v It 1!\ \ ~-4 I ~A,."'' 1"-...t·.-~h-~ IJ,, ,J,', 

5\ ""'· -.•. .,-,.,, h I S'i\!A . ~ "1 l!>"'l.t-i:,"'l/ . 
6 i.Utl LlOf AW 1.0 • ~NIA N!i(; 1 SAV 6tH> \,.JJ 
7 'A'dU w· ~M'I i'!G' 1 6AV B4U ,.;-, 
8 Ani> n "" ~MA N'l'& ~ 6AlJ SAo F 9 '"" ~ ... ~!1.1A 1-ltG. f llAV !lLli! t 
10 A· l:Til<o~ \$1- o. •n• ~ 

I! I \ST o ~n t:i ! fi.., _,.,., I -.'0 " ~..:;,\ . "' 
!3 f~"IIIA (,!\, II-'"' \La- I If ,'..k 
14 UJI'l OOo 1<-t:!. ., 

31 -15, FM.na~f....'ZM< !( l.[.. -rn P b 1'tJ 
16 IM.J. nll.·• I <;IAll T1l:o 1 lh.1 -!?au ,<M. 
17\ fiiL.I> €<,11". ,.. il>Ell' o; r ' i& \k ,._j,;;; A ~ '.:liP<\ 

. !9-, ·" " lo(A 1\1\M 1 1 
20 lA 51-'Ail 1/lJJ _, 'd. r~ -'-

I 21 1 

·"~ .... t#!.1 1 22 I~ 
i 23, ,.,IlL leU. T .. 

p '" 
1 24 ,,.., f>::, CN ir4t 1 A!Y' 
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PEDOMANWAWANCARA 

Pada rnncangan penditian ini, pene!iti hanya mengemukakun secara garis 

besar apa yang menjadi point-poinl penting dalam wawancara, secara mendalam 

kemudian akan dikembangkan oleh peneliti ketika prose.o; wawancara dengan 

informan telah be!jalan, sehingga informasi/data yang lengkap dan akurat sesuai 

dengan kebutuhan penditian dapat diperoleh dengan baik 

Adapw1 beherapa pedoman pertanyaan dalam wawancara adalah sebagai 

berilrut : 

No Pcrtanyaan Wawancara Topik Pertanyaan In forman 
··········-·· 

1 Bagaimana prom kemiskinan di Gamharan Walikota Bau-Bau, 

Kota Bau-Bau dalam periode 2003- Kemiskinan dan Pimpinan DPRD, 

2008? Strategi yang Kepala BAPPEDA, 

Strategi atau pendekatan apa yang digunakan Pejabat BPM, 

digunakan da!am upaya 'Anggota TPKD, 

menanggulangi kemiskinan Aparatur f'emkot 

tersebut?, Lainnya 

Apa saja wujud program dan 

kebijakan yung dilakukan sebagai 

penjabaran dari pendekatan 

terse but? 

Bagaimana dengan pelaksanaanya 

dilapangan? 

Apa wujud progrnm penanganan 

masyarakat miskin ditingkat 

kelurahan?~ Bagaimana 

pelaksanaannya dilapangan?, 

Sejauhmana efektifitasnya selama 

' '? l!U .. 

·····--·-·-···· 

I 
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..• 
2 Bagaimooa konsep penenggulangan Tanggapan ORMAS, OKP,: 

kemiskinan yang dilakukan oleh lerhadap strategi dan Unsur 

, PEMKOT Bau-Bau?, yang digunakan Perguruan Tinggi 
I 
' Apa saja wujud program dan ' 

kebijakan yang digulirkan?, 

Sejauhmana efektifitasnya dalam 

menekan angka kemiskinan?, 

Apa wujud program penanganan 
' masyarakat miskin ditingkat 

kelurahan?, 

Bagaimana pelaksanaannya 

dilapangan?, 

Faktor apa yang menjadi pendukung 

atau penghamhatnya?, 

Sejauhmana efektifitasnya selama 

• '? llll .. 

3 Apa saja wujud program dan Tanggapan Unsur Masyarakat 

kebijakan yang digulirkan oleh terharlap 

Pernkot Bau~Bau gun a pelaksanaan 

menanggulangi masalah program dan 

kemiskinan?, kebijakan 

Bagaimana pe!aksanaanya 

dilapangan?, ~auhmana 

efektifitasnya dalam menanggulangi 

rnasalah kemiskinan?, 

Apa wujud program penanganan 

masyanakat miskin ditingkat 

kelurahan?, 

Bagaimana pelaksanaannya 
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dilapangan?, 

Faktor apa yang menjadi pendukung 

atau penghambatnya?, 

Sejauhmana efektifitasnya selama 

ini? 
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Transkrip hasil wawancara 

Pertanvaan tentang_$ttat~gj dalam menanggula.ngi kemiskinan : 

"pendekatan utama yang kita lakukan untuk menanggulangi kemiskinan di 
Kota Bau-Bau yaitu : (i) mengurangi beban biaya bagi penduduk raiskin; dan (ii) 
meningkatkan pendapatan atau daya bell merekalmasyarakat miskin. Hal ini antara 
lain kita lakukan dengan melalrukan penalaan ruang dan memperbaiki infrastruktur­
infrastruktur dasar seperti jalan raya. jalan usaha tani, pe1abuhan, bandara, pasar, 
sarana dan prasarana bagi para pedagang, sarana dan prasarana bagi pedagang pasar 
malam, Rumah Sakit, dan ruang-ruang publik baru, serta infrastruktur dasar lainnya. 
Semuanya .itu nantinya kita harapk:an dapat menjadi rangsangan untuk terciptanya 
titik-titik ekonomi baru di masyarakat. Sebagai contoh raisalnya perbaikan 
infustroktur jalan raya, Pemerintub Kola Bau-Bau dalam periode 2003-2008 
melalrukan perbaikan jalau rnya diseluruh ruas jalan yang ada di Kola Bau-Bau. dan 
kesemuanya sebagian besar menggunakan aspal hotmix sebagai beban baku jalan 
yang memiliki kualitas relatif cukup bagus dan dapat bertuban lebih lama. Perbaikan 
jalan raya tidak hanya dilalrukan pada jalan,jalan utama, narnun padajalan-jalan yang 
bukan utama dilalrukan perbaikan dan dengan tetap menggunakan aspal hotmix 
sebagai bahan dasarnya. Bahkan, ruas-ruas jalan yang merupakan jalan propinsi dan 
pembiayaannya semcstinya dari APBD Pemerintah Propinsi juga kita lak:ukan 
perbaikan, hal ini kita lakukan karena mengingat banyaknya ruas jalan yang menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Propinsi, sehingga jalan-jalan propinsi harus secara 
bergilir untuk dianggarkan dalam APBD Propinsi, konsekuensinya adalah perbaikan 
jalan-jalan propinsi terkadang harus menunggu dalam kurun waktu yang relatif cukup 
lama, sementara kondisi jalan-jalan tersebut kadang sudah. sangat memprihatinkan 
dan disisi lain posisinya yang strategi, menj adi urat midi dinarnik:a sosial ekonomi 
masyarakat di daerahn. strategi lain selain perbaikan in:frastruktur dasat, yakni 
pendakatan-pendekatan yang langsung ditujukan pada fenomena kemiakinan. 
raisalnya dengan memberadayakan masyarakat miskin. Dalarn periode 2003-3008 
Pemerinteb Kota Bau-Bau menganggarkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) bagi 
usaha kecil gWla memberikan dukungan modal bagi usaha-usaha kecil. Selain itu, 
program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelnrahan yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di kelnrahan, program ini digulirkan 
sejak talmn 2004 sampai tubun 2008, bebkan saal ini di tubun 2009 Pernerinteb Kola 
masili menganggarkan pula program tersebut. (AT, Wawancarn !6 April 2009) 

'
1secara s1stunaus strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periodesasi 2003-2008 adalah: memetakan tingkat 
kemiskinan masyarakat (ekonomi, sosial budaya, akses, dll); mengubah mindset <itau 
caca pandang masyarakat; integra.'Si program. Mernetakan kemiskinan masyarakat 
yakni ; (i) miskin ekonomi: dengan indikator tingkat penghasilan/pengcluaran 
perkapita, tingkat kesehatan dan gizi makanan, tingkat pendidikan, kepedulian 

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



lingkungan, penggunaan ruang, dll; (ii) miskin politiklakses terhadap kebijakan: 
dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik 
yang menyangkut kehidupannya, ketersediaan sarana kelembagaan guna terlibat 
secara langsung daiam proses poJitik; (iii) dimensi sosial budaya: dengan 
indikatomya antara lain tingkat kebersamaan dalam menjalankan kebidupan 
bennasyarakat, tingkat kemarnpuan psikologi individu (ketidakberdaya;m, 
ketidak.mampuan bexpendapat. ketergantWlgan. rasa malu, rasa hina), tingkat 
kriminaiitas (tingkat keamanan dan ketertiban), Mengubah mindsel atau cara 
pandang, yakni : (i) eara pandang masyarakat dari obyek pembangunanlperubahan 
meojarli subyek pembangunan, sehingga tingkat partisipa'i masyarakat dapat 
meningkat; (ii) earn pandang masyarak:at dari daftar keinginan dalam perencanaan 
pembangunanlperubahan yang mereka rencana Jakukan menjadi daftar kebutuhan, 
sehingga daya scrap program meningkat; (iii) cara pandang agar lebih cerdas dalam 
menentukan pilihan dan skala prioritas da1am kehidupan mereka. Integrasi program 
penanggulangan kemiakinan Kota Bau-Bau, yakni ; (i) lntegrasi doknmen; (ii) 
integrasi pelaku : pemerintah, masyarakat, dan swasta. (iii) lntegrasi programlsumber 
pembiayaan : APBN, APBD I, APBD Kota, BLN, Swadaya Masyarakaf'. (SJ, 
Wawaneara 20 April2009). 

~~penanggulangan kemiskinan memerlukan penangananan yang komprehensif, 
multidimensi dan mendasar dengan pendekatan yang bertumpu pada peningkatan 
pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, upaya penanganan k:emiskinan 
penduduk di Kota Bauw8au dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan 
menggarnbarkan berbagai program pemberdayaan. Kebijakan-kebijakan penW1jang 
yang dilaknkan dalarn rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau, antara 

· lain adalah: (a) identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (b) 
kegiatan ini dilakukan dalam rangka roenginventarisir kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan dari setiap sektor, balk yang dilakukan oleh pemerintah, 
swasta, maupun masyarakat.; {c) sinkronisasi antar program saat ini dan program 
yang akan datang, proses sinkronisasi diarnhkan untuk menyelaraskan antar program 
yang ada disetiap instansi, serta antar program dari instansi pemda yang satu dcngan 
instansi pemda lainnya, (d) membagi peran antara Pemerintah, Swasta. dan 
MasyarakaL Penanggulangao kemiskinan tidal< dapat hanya dilakukan oleh 
pemerintah saja, akan tetapi barus dilakukan ke!jasarna antara pemerintah, 
masyarakat, dan swasta, Diantara ketiga kelompok ini harus dilakukan pembagian 
peran yang seimbang sesuai dengan bidangnya rnasing-masing. Namun demikian. 
pembagian peran ini bukanlah sesuatu yang saling rneniadakan, tetapi sali.ng 
mendukung sehlngga tercipta keJ.jasama antar pelaku; (e) penentuan kelompok 
sasaran dan pernmusan sistem penyampaian. Penentuan kelompok sasaran ditujukan 
agar kebijakan dan program yang dilakukan mencapai tujuan secara tepat Kemudian 
dirumuskan cara penyampaian kebijakan dan program kepada kelompok sasaran yang 
telah ditentukan". (FI', Wawancara 3 mei 2009) 
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Pertanyaan tentang tanggapan terhadap strategi penanggulangan yang d~ilakukan : 

"strategi penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan dalam periode 2003-2008 
tidak hanya kita arahkan pada pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi program­
program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin juga senantiasa kita 
anggarkan dalam kurun waktu tersebut, meskipun juga barns kita akui bahwa 
program-program pcmberdayaan yang kita lakukan tersebut belum memperlihalkan 
basil yang optimal, terkadang masih rnelenceng dari konsep dasamya, ada persoalan 
pada tataran pelaksanaannya. Pada sisi lainnya, konsentrasi k.ita masih lebih 
didominasi pada program-program yang sifatnya pembangunan fisik, dengan 
mengabaikao pembangunan yang sifatnya non-fisik, padahal pembangunan non-fisik 
sebenamya tidak kalah urgennya, Hal ini dapat kita lihat tidak hanya teljadi pada 
program-program yang direncanakan oieh pemerintah, namun pada program-program 
yang diusulkan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat pun lebih diwarnai 
deogan program-program dan kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik, bahkan 
kadang tidak prioritas". (AM, Wawancara 5 Mei 2009) 

"harus kita mengerti, bahwa banyak program yang direncanakan untuk menangani 
kemiskinan beJum dapat menjamin kalau kemisldnan itu dapat teratasi, variabel lain 
yang cukup penting adalah bagaimana implementasi dan tindak Janjut dari program 
yang direncanakan tersebut, dan kedua unsur inilah yang selalu kita kewlongan 
dilapangan, seringkali pada tataran implementasi program yang dilakukan me1enceng 
dari k:onsep dasar yang telah dirumuskan, sebagai contoh Program Ekonomi 
Kerakyatan (PEK) yang diperuntukan bagi usaha kecil dan pedagang kuki lima yang 
membutuhkan dukungan modal. narnun realitasnya tidak sedikit dana~dana untuk 
dukungan permodalan tersebut didapatkan oleh mereka-mereku yang belum merailiki 
usaba produktif yang potensial, banya karena memiliki hubWJgan-hubungan dengan 
pengeJola program". (WA, Wawancara 3 Mei 2009) 

"memang pemerintah Kota kita melalui Dinas Perindusbian, Perdagangan, Kopta.si 
dan UKM telah menggulirkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) bagi para usaha 
kecil dan pedagang-pedagang kaki lima, hanya saja terkadang yang mendapatkan 
dana bergulir tersebut belum tepa! sasaran, sehingga tidak usaba kita heran ketika 
adanya kredit rnaeet dalam program PEK tersebuL Hal itu dapat teljadi karena; 
pertama, pihak pengelola tidak memiliki mekanisme yang baik dalam menyalurkan, 
semestinya yang berhak mendapatkan adalah yang telah memiliki usaha potensial dan 
hanya karena kendala permodalan sehingga perlu disentuh deugan bantuan modal 
tersebut; kedua, masih banyak: kepentingan~kepentingan lain yang ikut masuk dalarn 
pengelolaan dana tersebut, sehingga terkadang tidak memiliki usaha potensial akan 
tetapi dapat memperoleh dana hanya karena rekomendasi dari kelompok tertentu, 
termasuk saiah satunya dari para legislator kita", (XX, Wawancara 4 Mei 2009) 
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stratcgi yang dilakukan ofeh Pemerintah Kota dalam menanggulangi kemisk.inan di 
dacrah masih mcnggunakan pendekatan-pendckatan yang sifatnya general. sehingga 
terkadang pendekatan yang di gunakan tidak tepat dengan kondisi wilayah yang 
menjadi sasaran program, sehingga akan tebih baik dan efektif ketika 
penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya 
masyarakat lokal setempat (AT, Wawancara 2 Mei 2009) 

"penanggulangan kemiskinan yang digalakkan di Kota Bau~Bau beJum mcnj awab 
masalah kemisk:inan politik secaca subtansi, yakni kemiskinan partisipasi masyarakat 
rniskin dalam jalanya pembangunan, program-program yang digulirkan oleh 
pemerintah untuk menjawab kemiskinan poHtik masyarak:at miskin belum sampai 
pada sasaran yang sesungguhnya, masih tereksploitasi oleh kepentingan-kepentingan 
kelompok tertentu yang membuat bias pencapaian tujuan utama". {SK, Wawancara 
25 April2009) 

"Musrembang yang selama ini dilakukan sama sekali belum efektif, bahkan hanya 
merupakan kegiatan pemborosan anggaran, karena musrembang yang ldealnya 
menjadi media partisipasi masyarakat untuk menencanakan pembangunan, namun 
realltasnya wadah ini hanya meJ!iadi kegiatan formalitas belaka". (AR,. Wawancara 3 
Mei 2009). 

"penanggulangan kerniskinan yang digalakken belum membangkitkan swadaya 
masyarakat yang maksimal, saat ini yang terlihat di rnasyarakat adalah semangat 
kebersamaan, kekeiuargaan dan rasa persaudaraan sesama masya:rakat sudah mulai 
luntur, kepekaan masyara.kat kita terhadap kondisi sosial masyarakat disekitamya 
juga telah memudar. sehingga pemerintah juga harus intropeksi diri bahwa mungkin 
pendakatan yang dilakukan selama ini ada yang harus diluruskan, yakni dengan lidak 
selamanya melakukan pendekatan proyek pada program-program pemberdayaan 
masyara.kaf'. (HP, Wawaneara 3 Mei 2009) 

fm:llmyaan tentang Keberadaan Program PPMK : 

"untuk penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan, dalam periode tahun 
2004-2008 kita telah menganggarkan Program Pemberdayaan Masyaralkat 
Desa/Keluraban (PPMDK) yang kemudian berubah nama pada tahun 2005 menjadi 
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Pada tahun 2004 dan tabun 
2005 kita anggarkan dalam APBD Kota sebesar 27.500.000,- juta untuk setiap 
kelurahan, kemudian pada tahun 2006 dan 2007 kila tingkatkan menjadi 33.150.000,­
untuk setiap kelurahan. Pada tahun berikntnya, yakni tahun 2007 dan 2008 kita 
tingkelkan kembali anggarannya menjadi 50.000.000 per kelurahan. Program kita 
lakukan di samping untuk: meningkatkan penghasilan masyarakat miskin, pada sisi 
lainnya kita harapkan pula dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses 
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pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan. maupun dalam proses 
pengawasannya. Disamping itu kegiatan ini kita harapkan pula dapat meningkatkan 
kemandirian masyarakat kita da!am perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di 
tingkat 1okal kelurahannya masing~masing, serta dapat meningkatkan daya dukung 
Pernerintah Daerah dalam pengembangan perencanaan partisipatif oleh masyarak:at 
lokal, sehingga nantinya dapat meningkatk:an kecerdasan masyarakat kita,. dan 
mereka dapat berpikir secara rasional untuk: me1akukan pembangunan di wilayahnya 
masing-masing". (AT, Wawancara 16 Apri12009) 

"kegiatan PPMK ini diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan 
sosial ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah 
masing-masing kelurahan. dalam 5 tahun pelaksanaan program PPMK. sebahagian 
besar diperuntukkan untuk pembangunan fisik, yakni seperti : sumur, jalan setapak, 
dminase, posyandu, gedung TK, d!L Khusus di tahun 2007 dan 2008 pembagian 
anggaran program disetiap kelurahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alokasi 
penggunaan sebagai berikut : (a) dana kegiatan atau program dib.idang fisik Rp. 
20.000.000,-; (b) dana kegiatan ban!uan mpdal usaha bagi kelompok usaha kecil 
dalam nmgka: peningkatan pendapatan dan pengentasan kerniskinan sebesar 
Rp.20.000.000,-; (c) dana banluan untuk pengembangan kegiatan Remaja Masjid 
sebesar Rp. 2.500.000,-; (d) dana bantuan untuk pengembangan kegiatan 
kepemudaan melalui karang !aruna sebesar Rp. 2.500.000,-; (e) dana bantuan un!uk 
opernsional pelaksanaan tingka! kelurahan Rp. 5.000.000,- yang terbagi ; 

I) ln!ensifTim Pelaksuna PPMK tingkat kelurahan Rp. 4.400.000,-
2) Administrasi dan pelaporan Rp. 600.000,-

penerima dana PPMK adalah masyarakat kelurahan yang paling membutuhkan dan 
dianggap prioritas dengan Tim Pelaksana Kegia!an adalah pengurus Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 3 orang yang ditetapkan melalui rapat 
musyawarah pengurus LPM pada masing-masing kelurahan Pelaksana PPMK adalah 
pengurus LPM yang mempunyai waktu uutuk mengurus kegiatan PPMK. Peuyaluran 
dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang direkomendasikan olah 

-- --xepa~a Sekietanat1'rogramdan telah disetu]iri oleh Kepala.Badan Pemberrlayaan -
Ma.o;yarakat Kota Bau~Bau sebagai penanggung jawab program1 penyaluran dana 
terdiri dari I tahap pencairan yaitu 100%. Penentuan kegiata.n yang akan didanai oleh 
program ini direncanakan secara partisipatif oleh Masyarakat kelurahan dalam 
musyawarah didampingi oleh Fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah Kola Bau­
Bau dan pet'ugas dari sekretariat Kecamatan dan Kota. Bidang kegiatan yang dapat 
diusulkan oleh masyarnkat adalah diarahkan untuk pembangunan sarona dan 
prasarana fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan atau peningkatan 
kcgiatan kualitas hldup masyarakat dengan mempedomani dokumen perencanaan 
pembangunan baik tahunan maupun lima !ahunan". (JF, Wawancara 5 Mei 2009) 
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"khusus kegiatan f!Sik, pclaksanaannya dilakukan scpcrti model padat karya, yakni 
dengan mengambil tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin di kelurahan 
setempat, hal ini dirnaksudkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 
melalui pcnyediaan lapangan ke~a bagi mereka". (MZ, Wawancara 4 Mei 2009) 

~yann tentang tanggapan terhadap Program PPMK : 

"kegiatan PPMK eukup membantu komi dalam melakukan perbaikan sarana dan 
prasarana yang ada di kelw:ahan, ada beberapa prograra yang dianggap penting dan 
diusulkan dalam Musrenbang, namun tidak teranggarkan karena keterbatasan 
anggaran, sehlngga dengan adanya kegiatan PPMK beberapa usulan yang tidak 
terakomodasi dan hal itu kita anggap penting, maka dapat dilaksanakan melalui 
kegiatan PPMK, apalagi dengan adanya pula prograra penanggulangan kemiskinan di 
perkotaan (P2KP), sehlngga sating bersinergi untuk menangani rnasyarakat mlslcin di 
tingkat kelurahant meskipun masih adanya beberapa kendala yang terJihat, na.mun 
secara umum ada nilai positif yang dapat diambil dari kegiatan PPMK tersebut, 
secarajujur anggaran PPMK relatif masib kurang, narnun ada hal lain yang menjadi 
modal kita. yaitu karena yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program 
itu adalab masyarakat sendiri, sehingga ada dukungan-dukungan lainnya yang datang 
dari masyarakat sendiri, baik dukungan itu berupa materi ataupun dalam bentuk 
dukungan lainnya seperti tenaga, ada beberapa kegiatan yang semestinya 
membutuhkan aoggaran yang lebih besar, dan tidak mungkin terlaksana dengan 
anggaran yang ada, namun karena masyarakat sendiri yang melaksanakan sehingga 
biaya~biaya selama pelaksanaan kegiatan dapat dirninimalisir''. (LP, Wawancara :5 
Mei 2009) 

"harus diakW bahwa untuk dana bergulir tabun 2007 dan 2008 hampir semua 
kelurahan mengaJami kemandekan, dana tidak bergulir sebagaimana yang 
diba:rapkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yakni : (i) kesadaran masyarukat 
penerima dana bergulir yang belum sepenuhnya bertanggung jawab, sehingga ketika 
fasilitalor pendamping tidak ke lapangan untuk mempertanyakan pengengmbalian 
dana, maka pernbayanm angsuran tidak dilukukan; (ii) katerbatasan tenaga dan waktu 
kerja para fasilitator, sehingga tidak dapat melakukakan pemantauan dan pengawasan 
secara keseluruhan dalam waktu setahun penuh. ak:ibat honor dan operasional 
fasilitator yang disiapkan hanya selama 7 bulan kerja". (HW, Wawancara 6 Mei 2009 
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Pertanyaan tentang keberadaan Prog!ll!l1 PPMK : 

"model rekruitmen tenaga ke!ja terkadang tidak secara terbuka. disarnpaikan kepada 
masyarakat, akan tetapi para pengurus program hanya melakukan rekruitmen secara 
tertutup, sehingga unsur KKN dapat terjadi dipelaksanaan kegiatan tersebut. Para 
tenaga kerja yang direkrut adaJah mereka-mereka yang memiliki kedekatan dengan 
para tim pelaksana program di keJurahan, konsekuensinya adalah sasaran utama 
yakni masyarakat miskin dengan skala prioritas terkadang terabaikan". (AR) 
Wawancara 5 Mei 2009) 

"pengelolaan kegiatan PPMK di kelw:ahan masih jauh dari sikap transparan, karena 
kegiatan ini masih dimanfaatka.n oleh elit-elit yang ada di tingkat kelurahan, apalagi 
yang merekomandasikan pengurus PPMK kelurahan adalah pengurus LPM yang 
notabene merupakan perwak:ilan elit masyarakatltokch masyarakat di kelurahan, 
unsur masyarakat miskin terlupakan, sehingga perdebatan hanya berlrisar diseputaran 
kepentingan mereka dan menafikan apa yang menjadi subtansi dari pcla.ksanaan 
progmm yalmi penanggulangan masyarakat miskin yang ada di kelurahan". (TA, 
Wawancara 5 mei 2009) 

"terkadang pembahasan program dan sosialisasi program tidak melibatkan secara 
keseluruhan unsur-unsur rnasyarakat. misalnya RT dan RW atau kelompok 
masyarakat lainnya, pombahasan banya dilakukan olen segelintir orang yang 
merniliJci kepentingan lain dari kegiatan program tersebut. Ha1 lni tidak hanya teljadi 
pada pelakaanaan kegiatan fisik, dalam penyaluran dana hergulir demikian pula 
adanya, masyarakat hanya mendengar bahwa temyata ada dana bergulir yang di 
salurkan di masyarakat". (NH, Wawancara 5 Mei 2009) 

"hams kita aku.i kalau masih ada se<likit persoalan dalaru tataran pelaksanaan 
.kegiatan PPMK, hal ini teijadi di karenakan beberapa hal. antara lain ; pertama, 
peruahaman masyarakat kita yang tidak paripuma tentang subtansi dari pelaksanaan 
progmm terr;ebu~ sehingga kadang pelaksanaau progmm melenceng dari konsep 
dasarnya. hal ini mungkin saja tetjadi akibat sosialisasi tentang keberadaan program 
yang tidak maksimal; yang kedua, adalah kendala sosiologis, yakni mentaHtas 
masyarakat kita, khususnya :mereka-mereka yang diJX!rcayakan untuk mengelola 
pelaksanaan program di di tingkat kelurahan.; dan kendala lainnya, yaitu persoalan 
sumber daya masyarakat miskin kita itu sendiri, yang belwn cerdas dalam melihat 
kebutuhan dengan skala prioritas, sehingga kadang masih kurarg tepat dalam 
menentukan kegiatan-kegiatan yang mesti ditindaklanjuti, kita masih menjumpai 
beberapa kegiatan fisik yang kami nitai tidak terlalu relew:m dengan subtansi 
program, misalnya saja pembangunan pagar kantor kelurahan, pedahal yang seperti 
ini ada pos anggaranya tersendiri. mungkin pada kebijakan yang fain:~. (AM, 
Wawancara 6 Mei 2009). 
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